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ا 
Alif 















ḥ ha (dengantitk di bawah) 
خ 
Kha 
Kh kadan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengantitik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy esdan ye 
ص ṣad ṣ es (dengantitik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengantitik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengantitik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengantitk di bawah) 
ع „ain „ Apostropterbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah , Apostop 
ي Ya Y Ye 
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Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 
tunggal atau monoftong danvokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut  
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 
Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 





















Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 































u dangaris di 
atas 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 
[t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- sertabacaan kedua kata ituterpisah, makata 
marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonanganda) yang diberitanda syaddah. 
Jikahuruf ي ber-tasydid di akhi rsebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(ﹻ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 




Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasia dalah kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-
Qur‟an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 
utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-
ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. HurufKapital 
Kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 
dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama 
diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata  sandangnya.  Jika 
terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
xiv 
 
menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 
awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 



























Nama : Ahmad Supriadi 
Nim : 10200114066 
Judul : Relasi Antara Buruh dan Majikan dalam Pandangan Hukum 
Nasional dan Hukum Islam (Studi Kasus Kabupaten Mamasa) 
 Skripsi ini membahas tentang Relasi antara buruh dan majikan dalam 
pandangan hukum nasional dan hukum Islam di Kabupaten Mamasa. Dengan 
pokok masalah Bagaimana Relasi antara buruh dan majikan dalam pandangan 
hukum nasional dan hukum Islam di Kabupaten Mamasa. Pokok masalah tersebut 
menimbulkan submasalah, yakni : 1. Bagaimana relasi antara buruh dan majikan 
dalam penentuan upah dan jam kerja pada PT. Passokkorang di Kab. Mamasa? 2. 
Bagaimana kesesuaian penentuan upah tersebut dengan ketentuan UU. No. 13 
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? 3. Bagaimana pandangan hukum Islam 
terhadap relasi antara buruh dan majikan di PT. Passokkorang? 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (fild research), dengan 
pendekatan yuridis sosiologis dan Syar‟i. Adapun sumber data dari penelitian ini 
adalah data primer (berupa dokumentasi dan wawancara) dan data sekunder 
(buku, internet, dan jurnal). Selanjutnya, metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian tekhnik 
pengolahan data memiliki beberapa tahap  yaitu: Klasifikasi data (memilah-milah 
data), reduksi data ( mengurangi data), editing data (mengedit data yang salah). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Relasi antara buruh dan majikan 
dalam penentuan upah dan jam kerja pada PT. Passokorang belum menemukan 
keselarasannya, sebagaimana masih banyak buruh yang mengeluh mengenai 
sistem pengupahannya yang tidak sesuai dengan jam kerjanya, 2. Penentuan upah 
juga belum sesuai dengan ketentuan UU. No 13 tahun 2003. Hal ini dilihat dari 
hasil penelitian yang menunjukkan bahwa buruh tidak dilibatkan ketika 
membahas mengenai upah dalam kontrak kerja, dan 3. Pandangan hukum Islam 
tentang relasi antara buruh dan majikan adalah Islam mengajarkan konsep 
persamaan dan kesamarataan, hubungan antara buruh dan majikan merupakan 
wujud hubungan muamalah. 
Implikasi dari penelitian ini antara lain: dengan mengetahui masalah yang 
terjadi relasi antara buruh dan majikan seharusnya pihak perusahaan melengkapi 
atau membenahi keluhan buruh dengan cara yang sebagai mana mestinya bukan 
dengan ancaman PHK, bahkan ada yang langsung di PHK hanya karena 
mempertanyakan persoalan gaji yang tidak sesuai dengan jam kerjanya. Dalam hal 
ini baik buruh maupun majikan perlu mengedepankan nilai-nilai luhur Islam 




A. Latar Belakang Masalah 
Jika kita menyimak kondisi ketenagakerjaan di Indonesia maka akan 
terlihat betapa kompleks dan rumitnya persoalan yang ada di dalamnya dan hal itu 
terus bermunculan dan tak kunjung ada penyelesaian. Kaum buruh berada dalam 
kondisi gamang. Pada satu sisi mereka terus hidup dalam kesadaran tradisional, 
namun di sisi lain mereka di hadapkan secara langsung dengan praktik-praktik 
diskursif dan hegemonisasi kapital. Tingginya tingkat pengangguran, sedikitnya 
ketersediaan lapangan kerja, sumber daya manusia yang berkualitas rendah, 
kesejahteraan buruh, tunjangan sosial, persoalan buruh migrant, masalah pekerja 
dibawah umur, buruh kontrak, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi 
persoalan yang semakin kusut. 
Pembangunan semestinya menjadi realitas potensi diri telah identik 
dengan pertumbuhan dan setali tiga uang dengan industrialisasi. Pembangunan 
ekonomi tidak lagi berorientasi pada upaya memupuk harga diri dan kemampan 
seseorang untuk membuat pilihan–pilihan mengenai masa depan, tetapi semata-
mata untuk mengembangkan modal dan meningkatkan komsumsi hingga pada 
akhirnya melahirkan dehumanisasi. 
Dalam kondisi seperti ini, Islam diharapkan mampu berbicara banyak 
mengenai teologi buruh yang membicarakan pola relasi pemilik modal, kaum 
buruh, dan pemerintah melalui penelusuran norma-norma Islam, baik dalam 
bentuk prinsip dasar maupun operasional, baik yang terdapat dalam teks-teks 
agama maupun  pengalaman historis masyarakat Islam, agar penanganan masalah 
perburuhan tetap mengacu pada fitrah kemanusiaan yang menjadi misi setiap 
agama. 
Di era 1980-an, dimana gelombang globalisasi menerjang santero dunia, 
intensitas dan cakupannya menyentuh hampir seluruh lapisan kehidupan.Tidak 
hanya di bidang ekonomi, bisnis, politik, ideologi, tetapi juga telah menjamah ke 





Masyarakat Muslim yang baru berbenah pada umumnya belum terlalu siap 
menghadapi aturan ini sehingga mereka lebih banyak menjadi “ makmum” dari 
pada “imam”, lebih sering menjadi buruh dari pada majikan, termasuk 
dinegaranya sendiri. Oleh karena itu, harus diupayakan sebuah “teologi” yang 
memberikan ruang kepada umat utuk berkreasi dan memanfaatkan sumber daya 
secara maksimal
1
.Persoalan utama yang harus segera diselesaikan adalah 
menjawab problem scarcity (kelangkaan) sebagai akibat ketidak seimbangan 
antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia (sumber 
daya, modal, tenaga kerja, dan manajemen). Kebutuhan dasar manusia terbentang 
dari kebutuhan yang sifatnya individu, seperti sandang, pangan, dan papan. 
Hingga kebutuhan yang bersifat publik, seperti pendidikan, kesehatan, ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Dua bentuk kebutuhan tersebut merupakan sarana 
kehidupan yang tak terelakkan dalam artian harus terpenuhi. 
Postulat Al-Qur’an tentang sumber daya menyatakan bahwa Allah adalah 
Dzat Yang Maha Memiliki segalanya; Allah adalah pemilik manfaat dan mudarat; 
Allah juga yang memiliki rizki untuk semua  makhluk misalnya dalam QS Al-
Maidah/5:3 
                    
           
Terjemahnya: 
Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-




Jika proposisi ini dipandang sebagai ungkapan doktrinal-teologis maka 
tentu tidak akan menimbulkan keberatan karena yang berbicara adalah nalar iman. 
Namun jika ungkapan ini ditarik dalam kehidupan bermasyarakat maka akan 
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banyak pertanyaaan yang harus diselesaikan. Dalam sejarah, keberhasilan Islam 
untuk membangun dunia, sekaligus memeratahkan rahmat dan kesejahteraan 
manusia memang tak dapat dipungkiri. 
Di Indonesia, Negara yang bermayoritas muslim upaya untuk 
mensejahterakan rakyat juga belum bisa dikatakan berhasil, untuk tidak dikatakan 
mengalami kegagalan. Problem nasional seperti maraknya praktik korupsi, kolusi, 
dan nepotisme, bahkan konflik antar agama merupakan contoh tentang tidak 
berdayanya agama dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Salah satu 
problem yang sampai saat ini masih menjadi persoalan krusial adalah masalah 
perburuhan. Sebagaimana kita ketahui bahwa buruh, baik sebagai individu 
maupun komunitas, memainkan peran penting dalam sistem perekonomian 
nasional, baik sektor pemerintah maupun swasta. Kehadiran mereka memberikan 
sumbangan yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan 
kemakmuran, meski demikian nasib mereka hampir selalu menyedihkan.
3
  
Keterampasan tersebut memang tidak terjadi secara langsung dari tangan-
tangan yang berhak, tetapi melalui tatanan sosial yang timpang, dimana yang kaya 
bisa terus memperoleh kekayaannya, sementara yang miskin semakin tenggelam 
dalam kemiskinannya. Oleh karena itu, tugas manusia adalah untuk menjadikan 
sumber daya menjadi merata bagi seluruh ummat manusia. Bagi yang mempunyai 
modal, ia boleh menggunakan semua sumber dayanya untuk berbagai aktivitas 
ekonominya, seperti pertanian, peternakan, perdagangan, industri, dan pekerjaan 
dalam berbagai profesi (kasb). Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki modal 
(capital) harus diberikan keleluasaan untuk dijadikan tenaga kerja. 
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Dalam hubungan kerja tersebut, baik buruh maupun majikan terikat dalam 
sebuah hokum produktivitas yang dikenal dengan istilah ikhtiyar
4
, yakni 
kebebasan manusia untuk menetukan nasib dirinya sendiri. Agama mengajarkan 
bahwa sesudah hidup di dunia yang bersifat materi ini, ada hidup fase kedua di 
akhirat nanti yang bersifat spiritual. Bagaimana pengaru ajaran ini terhadap 
produktivitas tergantung cara pandangnya. Jika dipahami secara subtitutif bahwa 
kehidupan duniawi akan meningkat, sedangkan produktivitas akhirat cenderung 
menurun. Sebaliknya, jika kehidupan akhirat lebih diuatamakan maka 
produktivitas keduniaan akan menurun. Akan tetapi jika dipahami secara 
integrative maka keduanya bisa berjalan secara kongruen karena kehidupan dunia 
dan akhirat menjadi sebuah entitas yang menyatu. Produktivitas manusia akan 
mendatangkan produktivitas akhirat mempunyai efek terhadap produktivitas 
dunia.  
Pola inilah yang disebut Bejamin White (1976) sebagai occupational 
multiplicity. Diilhami oleh teori involusi Greets (1963),
5
 White mengamati apa 
yang terjadi pda masyarakat yang mata pencaharian utamanya di sektor industri 
ketika mereka dihadapkan pada fenomena peningkatan jumlah penduduk yang 
cepat dan kebutuhan ekonomi yang meningkat. Proses occupational multiplicity 
adalah semacam proses “kedalam” yang memanfaatka potensi yang ada untuk 
menanggulangi kebutuhan ekonomi yang kian meningkat. 
Pihak buruh yang menyewakan tenaganya kepada orang lain tidak boleh 
menjadi korban ekploitasi pihak yang mempekerjakannya. Dalam islam, 
hubungan kerja antara majikan dan buruh dikonstrukdalam kontrak ijarah, yang 
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memuat berbagai ketetntuan kerja yang berlaku antara buruh, majikan, dan pihak 
ketiga, serta aspek-aspek yang berlaku didalamnya. 
Dalam konsep tersebut, seorang buruh secara umum berhak mendapatkan 
pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kompetensinya; mendapatkan 
pekerjaan dan penghasilan sesuai dengan pilihannya; mendapatkan perlindungan, 
terutama pada pekerja yang cacat, anak-anak, dan pekerja perempuan; 
mendapatkan waktu  untuk istirahat dan cuti; melaksanakan ibadah yang 
diwajibkan oleh agamanya dengan serta mendapatkan upah; mendapatkan 
keselamatan dan kesehatan kerja; memeroleh penghasilan yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; mendapatkan kesejahteraan, baik dari 
maupun keluarganya; mendirikan dan menjadi anggota serikat buruh serta 
melakukan megok kerja. 
Meskipun secara konseptual buruh memiliki hak yang bisa menjamin 
kesejahteraannya, oleh karena buruh dalam system ekonomi global begitu 
kompleks maka rumusan-rumusan hokum tekstual mengenai ijarah kurang 
mampu mengakomodir isu perburuhan kontemporer. Oleh karena itu, konsep 
ijarah ini perlu dikombinasikan dengan syirkah-Inan, yakni sebuah kontrak kerja 
sama antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. Setiap 
pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana, dan juga berpartisipasi 
dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam untung maupun rugi sesuai dengan 
kesepakatan yang mereka capai. Dengan kombinasi Syirkah-Inan-Ijarah, seorang 
buruh mempunyai posisi yang relative sama dengan majikan dalam hal 
keuntungan. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan maka dengan 
sendirinya upah mereka akan naik, begitupun sebaliknya. Jika perusahaan 





Obyektivitas teori Syirkah ini adalah dengan pendekatan medapatkan 
keuntungan (gainsharing approach), yakni pendekatan kompensasi yang 
berhubungan dengan hasil (outcome) tertentu. Sistem ini di set up sebagai bentuk 
berbagi keuntungan dengan pekerja atas performa dan produktivitas mereka dalam 
menghasilkan peningkatan laba dalam perusahaan. Dengan sistem mendapatkan 
keuntungan ini, problem produktivitas akan terjawab. Sebab buruh akan 
cenderung mau bekerja maksimal karena hasil yang mereka terima bergantung 
pada produktivitas yang mereka hasilkan. Selain itu, mereka juga masih menerima 
upah harian yang bersarang dan regulasinya menggunakan model ijarah, yang 
secara teoretik identik dengan Teori Marginal Productivity dan Teori 
Bargaining
6
. Dengan konsep perburuhan seperti itu maka problem perburhan 
yang terjadi selama ini diharapkan akan bisa teratasi, atau setidaknya 
terminimalisir.  
Alasan memilih judul karena adanya hal-hal yang kemudian penulis 
pandang sebagai ketidakadilan dalam penentuan jam kerja dan sistim pengupahan, 
dan lebih kepada kesetaraan buruh dan majikan baik dalam konsep hukum Islam 
maupun hukum Nasional, buruh dan majikan tetap sama meskipun ada batasan-
batasan tertentu namun keduanya harus saling menjamin antara hak dan 
kewajibannya. Urgensi dari judul ini adalah untuk menyatakan bahwa buruh dan 
majikan adalah dua kelompok yang saling ketergantungan dan harus saling 
menjamin antara hak dan kewajibannya. Terlepas dari segala konflik antara aliran 




                                                             
6





B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus  
1. Fokus Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Mamasa dimana Pemerintah, 
Perusahaan dan masyarakat yang ikut berperan dalam Penelitian ini, hal ini  
dilakukan guna untuk melihat seberapa jauh pemerintah dalam menangani kasus 
tentang Relasi antara buruh dan majikan dalam pandakan hukum nasional  dan 
keterangan dari masyarakat yang menimbulkan dampak yang juga sangat 
dibutuhkan untuk mencapai hasil penelitian yang memuaskan. 
2. Deskripsi Fokus 
Judul Skripsi ini adalah :”Relasi Antara Buruh dan Majikan dalam 
Pandangan Hukum Nasional Persfektif Hukum Islam”. Adapun diberikan 
pengertian agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam penafsiran atau dalam 
memahami penelitian ini, pengertian yang di anggap penting. 
1. Relasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI) relasi sama 
dengan hubungan atau perhubungan atau kesinambungan. 
Kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih, untuk 
memudahkan proses pengenalan antara yang satu dengan yang lain. 
Disetiap hari selalu ada hubungan dalam proses kehidupan manusia. 
Hubungan dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu; hubungan 
antara teman sebaya, orang tua, keluarga dan lingkungan sosial. Secara 
garis besar hubungan terbagi menjadi hubungan positif dan hubungan 
negative. Hubungan positif terjadi apabila dua pihak yang berinteraksi 
merasa saling diuntungkan satu sama lain dan ditandai dengan adanya 
timbale balik yang serasi. Sedangkan, hubungan yang negative terjadi 
apabila satu pihak merasa diuntungkan dan pihak yang lain merasa 
dirugikan dalam hal ini, tidak ada keselarasan timbale balik antara pihak 
yang berinteraksi. Lebih dari itu hubungan dapat menetukan tingkat 
kedekatan dan kenyamanan antara pihak yang berinteraksi. Semakin 






2. Buruh dalam literatur hukum yang ada, riwayat hubungan perburuhan di 
Indonesia diawali dengan satu masa yang sangat suram yakni zaman 
perbudakan, rodi dan poenali sanksi (sanksi poenali). Seperti yang kita 
ketahui bersama, perbudakan adalah suatu peristiwa yang 
memperlakukan manusia atau mempekerjakan manusia dengan cara yang 
tidak sewajarnya. Para budak tidak memiliki hak apapun termasuk hak 
atas kehidupannya. Seperti misalnya peristiwa Sumba tahun 1877, 
sebanyak 100 orang budak dibunuh karena rajanya meninggal dunia, hal 
ini terjadi karena kepercayaan bahwa budak-budak tersebut dibunuh 
untuk mengabdi kepada rajanya diakhirat. Para budak hanya memiliki 
kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan tuannya.
7
 
Sebelum lahirnya UU. No. 13 Tahun 2003, istilah buruh sudah sangat 
populer dalam dunia perburuhan/ketenagakerjaan. Bahkan sejak zaman 
penjajahan Belanda, buruh dimaksudkan sebagai pekerja kasar seperti 
kuli, tukang, mandor, yang melakukan pekerjaan kasar. Sedangkan 
menurut UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 
3 Buruh adalah Setiap orang yang bekerja untuk orang lain dengan 
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8
 
3. Majikan sebagaimana halnya dengan istilah buruh, istilah majikan juga 
sangat populer sebelum lahir UU. No. 13 Tahun 2003. Dalam UU. No. 
22 Tahun 1957 tentang Peneyelesaian Perselisihan Perburuhan 
disebutkan bahwa Majikan adalah orang atau badan hukum yang 
mempekerjakan buruh. Sama halnya dengan istilah Buruh, istilah 
Majikan juga kurang sesuai dengan konsep Hubungan Industrial 
pancasila karena istilah majikan berkonotasi sebagai pihak yang selalu 
berada di atas sebagai lawan atau kelompok penekan dari buruh, padahal 
antara buruh dan majikan secara yuridis merupakan mitra kerja yang 
mempunyai kedudukan yang sama. Karena itu lebih tepat jika disebut 
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dengan istilah pengusaha. Dalam  UU. No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 
5 menjelaskan tentang pengusaha, yaitu: 
a. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan 
suatu perusahaan milik sendiri; 
b. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan 
perusahaan bukan miliknya; 
c. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di 
Indonesia mewakili perusahaan-perusahaan sebagaimana tersebut dalam 
huruf a dan b yang berkedudukan di luar negeri.
9
 
Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa hanya tenaga kerja yang sudah 
bekerja yang dapat disebut pekerja/buruh. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dengan pokok masalah yaitu 
Bagaimana Relasi Antara Buruh dan Majikan dalam Pandangan Hukum Nasional 
Perspektif Hukum Isalam, maka dapat dirumuskan sub  masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana relasi antara buruh dan majikan dalam penentuan upah dan jam 
kerja pada PT. Passokkorang di Kab. Mamasa? 
2. Bagaimana kesesuaian antara buruh dan majikan dalam hal pengupahan 
sesuai dengan ketentuan UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? 
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap relasi antara buruh dan 
majikan di PT. Passokkorang. 
D. Kajian Pustaka 
1. Abdul Jalil, Teologi Buruh 2008. Dalam buku ini, Ada beberapa alasan 
mengapa Islam harus dijadikan rujukan. Pertama, sebagai agama yang 
komprehensip unifersal dan dipandang mempunyai konsep dasar tentang 
sistem ekonomi yang bisa menjadi alternatif bagi dua ideologi besar di 
dunia sama-sama ekstrim, kapitalisme dan sosialis. Kedua, hukum Islam 
sebagai konsep normative yang bersifat opersional diharapkan mampu 
mengaktualisasikan dirinya untuk menjawab realitas perburuhan 
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kontemporer yang notabene-nya berada di bawah sistem ekonomikapitalis. 
Ketiga, sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, 
demokrasi, dan hak asasi manusia, umat Islam diharapkan mampu 
melakukan pressure terhadap Negara agar penanganan masalah perburuhan 
tetap mengacu pada fitrah kemanusiaan yang menjadi misi utama Islam. 
Sedikit tambahan dari Penyusun bahwa buku Teologi Buruh hadir untuk 
menelusuri problem perburuhan di Indonesia yang berada di bawah sistem 
ekonomi kapitalis, dan berusaha menawarkan konsep perburuhan baru yang 
lebih humanis dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama.  
2. Munir, Gerakan Perlawanan Buruh, 2005. Buku ini adalah penyempurnaan 
dari buku Munir yang pada tahun 2005 diterbitkan dengan judul “Gerakan 
Perlawanan Buruh: Catatan pikiran, Pengalaman, dan Pemberdayaan Buruh 
(1990-an sampai Reformasi)”. Jika pada terbitan pertama buku ini di 
terbitkan sebagai persembahan 1 tahun wafatnya Almarhum Munir, 
sekarang buku ini diterbitkan untuk memperingati 10 Tahun kematiannya. 
Sebagaimana kata Munir sendiri, jika nantinya buku ini bisa secara mudah 
oleh kaum buruh. Lebih dari sekedar tujuan profit oriented, buku ini 
diterbitkan agar benar-benar menjadi refleksi dan pelajaran sejarah, 
bagaimana gerakan buruh di masa lalu mula-mula dirintis pada era rezim 
pemerintahan yang masih otoriter. Sudah barang tentu dalam situasi seperti 
itu, berwacana, berkumpul, dan bergerak untuk melawan oligarki atau 
perselingkuhan pengusaha dengan penguasa pertaruhan yang sangat besar. 
Kasus Marsinah adalah contoh kejam dimana kekuasaan pada saat itu sangat 
represif terhadap serikat maupun gerakan buruh. Munir Said Thalib yang 
belakang lebih tenar sebagai aktivis HAM barangkali merupakan sosok 
perintis dari gerakan Advokasi baru yang sudah ia pelopori sejak Orde Baru 
berkuasa, maka ia sendiri menyatakan bahwa, secara historis gerakan buruh 
di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Kolonial. Buku ini adalah 
kumpulan gagasan-gagasan Cak Munir dimasa Orde Baru yang, meliputi 





3. Syarif Arifin DKK, Memetakan Gerakan Buruh (Antologi Tulisan 
Perburuhan Mengenang Fauzi Abdullah), 2012. Buku ini menjelaskan 
bahwa lebih dari satu dasawarsa gerakan buruh menapaki jalan kebebasan 
berserikat. Namun tampaknya belum ada capaian-capaian yang melegakan 
kecuali jumlah organisasi buruh yang terus bertambah. Beragam protes kini 
dapat dilakukan di pusat kekuasaan. Tetapi Negara tetap bergeming. Malah 
yang terjadi, buruh semakin rentan di hadapan momok-momok mengerikan: 
pemecatan rezim pasar fleksibel, kenaikan harga. Untuk meneranginya, 
berbagai perspektif tajam teraktual pun dihadirkan oleh para editor mulai 
dari tinjauan terhadap globalisasi hingga seluk-beluk organisasi buruh itu 
sendiri. Dengan begitu, pada antologi untuk mengenang Fauzi Abdullah ini, 
pembaca akan mendapati salh satu literaturkajian perburuhan berbahasa 
Indonesia yang paling penting dalam beberapa tahun belakangan sebuah 
peta rinci yang juga mengartikulasikan spirit luar biasa warisan aktivis. 
4. Eko Prasetyo, Keadilan Tidak Untuk yang Miskin, 2010. Buku merupakan 
kumpulan kritikan-kritikan terhadap hukum. Hukum seperti senapan. 
Menyalak untuk mereka yang tak punya apa-apa. Pencuri semangka, pisang 
dan sandal harus mendekam dalam bui. Di proses serius dan dikenai 
hukuman yang berat. Sebaliknya untuk para koruptor hukum mau diajak 
negosiasi. Para tersangkanya dibela oleh pengacara unggulan, diberi hukum 
rendah dan memperoleh fasilitas istimewah dalm penjara. Kredo semua 
orang sama dihadapan hukum ternyata bualan.di hadapan hukum, nyatanya 
uangdan kedudukan sangat menetukan. Itu pulah sebabnya penegak hukum 
mirip wirausaha yang berbisnis perkara. Ditemani oleh undang-undang dan 
dikawal para makelar maka hukum jadi barang jualan. Dapat dibeli dan 
ditawar. Ikhtiar untuk membasmi terasa sia-sia dan tak ada gunanya. 
Peringkat korupsi masih tinggi, aparat tanpa nuranidan pengacara hilang 
etika. Dengan lampiran gambar lucu buku ini mengukuhkan kembali 
keyakinan kita: hukum memang sudah lama hilang di negeri ini. Yang 
tinggal hanya fakultas hukum, pejabat hukum dan lebih banyak lagi, 





5. Whimbo Pitoyo, Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan 2010. Dalam 
bukunya tersebut mencoba mempertanyakan secara garis besar tentang 
masalah-masalah dalam perburuhan. Lembur, tetapi tidak dibayar? Dipaksa 
mengundurkan diri? Perusahaan tidak membayar gaji? DiPHK tiba-tiba? 
Terlibat kasus hukum dengan perusahaan? Tidak mendapatkan hak cuti? 
Dbayar di bawah UMR? Bingung dengan status kerja.Ingin karyawan 
senang dan perusahaan tenang? Bingung membuat surat perjanjian bersama? 
Bingung memperhitungkan jam dan upah kerja? Bingung dengan 
perhitungan gaji karyawan yang mangkir? Bingung menghadapi demo 
karyawan? Bingung menyelesaikan perselisihan industrial? Ingin 
memahami undang-undang dan ketentuan ketenagakerjaan dengan cepat dan 
tuntas? Buku ini menjawab tuntas pertanyaan-pertanyaan seputar 
tenagakerja-merangkum undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta peraturan-peraturan 
terkait.  
6. Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, 2009. Pada 
pasca reformasi, kondisi ketenagakerjaan seharusnya menjadi lebih baik, 
namun kenyataanya adalah: 
 Kebijakan ekonomi pemerintah belum berpihak kepada pekerja 
 Perlunya reformasi dalam bidang hubungan kerja atasdasar kesepakatan 
antara pengusaha dan pekerja 
 Perlu terciptanya regulasi bagi pekerja informal 
 Perlu adanya regulasi yang mendukung terealisasinya fungsi serikat 
pekerja/buruh dan manajemen terbuka 
 Upah minimum belum  menunjukkan regulasi yang diinginkan pekerja 
danpengusaha 
 Jamsostek belum sepenuhnya untuk kesejahteraan pekerja dan 
dibutuhkan kebereanianuntuk merombak monopoli PT Jamsostek 
 Reformasi pengaturan PHK perlu diiringi reformasi regulasi tentang 





 Dibutuhkan keberanian untuk mengkaji ulang Undang-Undang No.2 
tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan Industrial. 
7. Lulu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, 2003. Buku pengantar 
hukum ketenagakerjaan Indonesia ini disajikan untuk memberikan 
pemahaman kepada mahasiswa jurusan hukum, pelaku hukum khususnya 
yang berhubungan dengan hukum ketenagakerjaan, mengenai hukum 
ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam buku ini penulis menguraikan kepada 
pembaca mengenai: 
 Sejarah hubungan perburuhan yang diawali dengan masa yang suram 
dengan adanya perbudakan sampai dengan diupayakannya undang-
undang untuk melindungi buruh 
 Hubungan kerja, berkenaan dengan perjanjian kerja, perjanjian 
perburuhan, peraturan perusahaan 
 Aspek-aspek hukum ketenagakerjaan di Indonesia; pre-employment, 
during employment dan post employment 
Pada penelitian sebelumnya, lebih kepada persoalan hubungan industrial 
yang menganut sistem kapitalisme, seperti halnya sistem perburuhan yang ada di 
negeri ini, kaum buruh merupakan bagian dari sistem produksi artinya bahwa 
perusahaan adalah “mesin pencetak uang” dengan bahan bakar “keringat buruh”.  
Pada penelitian ini penulis ingin melahirkan konsep keadilan sosial dan 
keadilan ekonomi di dalam masyarakat. Dengan pengimplementasian keadilan 
sosial dan keadilan ekonomi, maka kehidupan bermasyarakat akan semakin 
sejahtera dan paradigma “yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin 
tenggelam” itu kemudian perlahan akan terhapuskan. Sehingga terwujud 
masyarakat tanpa kelas, masyarkat yang lebih mementingkan urusan kelompok 
dari pada urusan individu sebagaimana Islam juga mengajarkan untuk lebih 
mementingkan urusan kelompok. Dengan terwujudnya masyarakat tanpa kelas 
maka secara otomatis kehidupan berbangsa dan bernegara akan semakin sejahtera 
sebab tidak adalagi pembatas antara yang kaya dan yang miskin, yang membatasi 





Dalam pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
merupakan cerminan nawacita bangsa Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya
.Dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945 juga menyebutkan bahwa 
kemerdekaan ialah hak semua bangsa, jika semua bangsa berhak merdeka maka 
secara otomatis masyarakatnyapun berhak merdeka. Namun kemerdekaan tersebut 
bukan merdeka tanpa ada batasannya, kemerdekaan inividu harus berbarengan 
dengan keharusan universal. Artinya kemerdekaan individu tersebut tidak boleh 
melanggar kemerdekaan orang lain, namun dengan adanya eksploitasi pada buruh 
maka itu merupakan perampasan kemerdekaan individu ataupun kelompok.  
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui relasi antara buruh dan majikan dalam penentuan upah 
dan jam kerja pada PT. Passokkorang di Kab. Mamasa 
b. Untuk mengetahui kesesuaian antara buruh dan majikan tersebut dengan 
ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
c. Untuk mengetahui pandangan hukum Nasional dan Islam terhadap relasi 
antara buruh dan majikan. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Dalam Skripsi ini dapat membantu menyelesaikan masalah yang ada 
tentang Relasi Antara Buruh dan Majikan dalam Pandangan Hukum 
Nasional Persfektif Hukum Islam di Kab. Mamasa. 
b. Dalam Skripsi ini dapat menjadi bahan referensi dan bahan kepustakaan 
dalam hal Relasi Antara Buruh dan Majikan dalam Pandangan Hukum 
Nasional Persfektif Hukum Islam di Kab. Mamasa. 
c. Dalam skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan dalam hal Pandangan 





A. Tinjauan umum terhadap buruh dan majikan 
1. Pengertian buruh 
Buruh menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja 
unuk orang lain dengan mendapat Upah.
1
 Buruh adalah setiap orang yang bekerja 
dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan dipindah kannya 
istilah pekerja dengan buruh merupakan kompromi setelah dalam kurun waktu 




Pada zaman feodal atau zaman penjajahan Belanda yang dimaksudkan 
buruh adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, tukang, dan lain-lain. Orang-
orang ini oleh pemerintah Belanda disebut dengan blue collar (berkerah biru), 
sedangkan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan halus seperti pegawai 
administrasi yang bisa duduk dimeja disebut dengann white coller (berkerah 
putih).
3
 Dalam perkembangan hukum perburuhan di Indonesia, istilah buruh 
diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja, karena istilah buruh kurang 
sesuai dengan kepribadian bangsa, buruh  lebih cenderung menunjuk pada 
golongan yang selalu ditekan dan berda di bawah pihak lain yakni majikan. Istilah 




Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 1 pekerja/buruh adalah 
setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 
Tenagakerja adalah setiap orang yang mampu melakukan kebutuhan sendiri atau 
masyarakat. Sedangkan pemberi kerja adalah perorangan, pengusaha badan 
hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenagakerja dengan membayar 
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 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet-7; (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), , h. 158. 
2
 Abdul Rahman Budiono, Hukum Perburuhan, Cet-1 ;(Jakarta: PT. Indeks, 2009), , h.5. 
3
 Asyhadie Zaeni, hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Cet-1 ; (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2007), , h. 19-20. 
4
 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cet-2 ; (Jakarta PT Raja 
Grafindo Persada, 2001), , h. 22. 
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upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5
 Tenaga pekerja atau buruh yang menjadi 
kepentingan pengusaha merupakan suatu yang sedemikian melekatnya pada 
pribadi pekerja/buruh sehingga pekerja atau buruh itu selalu mengikuti tenaganya 
ketempat dimana dipekerjakan., dan pengusaha kadang seenaknya memutuskan 
hubungan kerja pekerja/buruh karena tenaganya sudah tidak diperlukan lagi. Oleh 
karena itu, pemerintah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, 
turut serta melindungi pihak yang lemah (pekerja/buruh) dari kekuasaan 




Pekerja atau buruh memiliki kepentingan-kepentingan yang telah 
ditransformasikan ke dalam hak pekerja/buruh yang oleh hukum perlu untuk 
dilindungi oleh pengusaha. Abdul Khakim mengatakan bahwa hakikat “hak 
pekerja/buruh merupakan kewajiban pengusaha”, dan sebaliknya “hak pengusaha 
merupakan kewajiban buruh/pekerja”.7 Artinya kedua belah pihak 
berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan “prestatie subject” dan 
berkewajiban melakukan prestasi yang disebut” prestatie subject” dan 
berkewajiban melakukan prestasi yang disebut “plicht subject”. 
2. Pengertian majikan 
Sebagaimana halnya dengan isilah buruh, istilah majikan ini juga sangat 
populer karena peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang No. 13 
Tahun 2003, yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Perburuhan menggunakan istilah majikan.menurut Undang-Undang 
yang disebut terakhir, majikan adalah orang atau badan hukum yang 
memepekerjakan buruh. Sama halnya dengan istilah buruh, istilah majikan juga 
kurang sesuai dengan konsep Hubungan Industrial pancasila karena istilah 
majikan berkonotasi dengan pihak yang selalu berada diatas sebagai lawan atau 
kelompok penekan dari buruh. Padahal secara yuridis antara buruh dan majikan 
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 Yusman Apps, Undang-Undang Ketenagakerjaan, (Jakarta: Apps Online, 2003), h. 1. 
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 Asyhadie Zaeni, hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, h. 17. 
7
 Abdul Khakim, pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003, (Bandung: PT citra Aditya Bakti, 2007), h. 26. 
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merupakan mitra kerja yang mempunyai kedudukan yang sama. Karena itu lebih 
tepat jika disebut dengan istilah pegusaha.
8
 
Dalam pasal 1 angka 5 UU No. 13 Thun 2003 menguraikan pengertian 
pengusaha adalah sebagai berikut: 
1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan 
suatu perusahaan milik sendiri; 
2. Orang persorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri 
sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 
3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di 
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b 
yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
9
 
Selain pengertian pengusaha UU No. 13 Tahun 2003 juga memberikan 
pengertian pemberi kerja sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4, yakni orang 
perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang 
mempekerjakan tenagakerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk 
lain. Pengertian istilah pemberi kerja ini muncul untuk menghidari kemungkinan 
adanya orang yang bekerja paa pihak lain yang tidak dapat dikategorikan sebagai 
pengusaha, khususnya pekerja pada sektor informal. 
B. Potret relasi antara buruh dan majikan  dalam ulasan sejarah di Indonesia 
1.  Potret buruh dalam ulasan sejarah di Indonesia 
Buruh, pekerja, tenaga kerja atau karyawan pada dasarnya adalah manusia 
yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan 
berupa pendapatan baik berupa uang maupun dalam bentuk lainnya kepada 
pemberi kerja atau pengusaha atau majikan. 
Pada dasarnya buruh, tenaga kerja, pekerja maupun karyawan adalah sama 
namun dalam kultur Indonesia, “Buruh” berkonotasi sebagai pekerja rendahan, 
hina, kasaran dan sebagainya. Sedangkan pekerja, tenaga kerja dan karyawan 
adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada 
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 Http://ismailghonu.blogspot.com/2009/03/hukum-buruh.html?m=1 diakses 12 juni 
2018. 
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 Whimbo Pitoyo, Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan, (Jakart: Visimedia, 2010), 
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buruh yang tidak memakai otot tetapi otak dalam melakukan kerja. Akan tetapi 
pada intinya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu pekerja. Hal ini 
terutama merujuk pada undang undang ketenaga kerjaan, yang berlaku umum 
untuk seluruh pekerja maupun pengusaha diIndonesia.Menurut UU No. 13 tahun 
2003 tentang ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanannya, dari peraturan 
pemerintah, peraturan mentri hingga keputusan-keputusan menteri yang terkait 
dapat ditarik kesimpulan adanya beberapa pengertian ketenagakerjaan, sebagai 
berikut. 
1. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga 
kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesainya masa hubungan 
kerja. 
2. Tenaga kerja adalah objek, yaitu setiap orang mampu melakukan pekerjaan 
untuk menghasilkan barang atau jasa, untuk kebutuhan sendiri atau orang 
lain. 
3. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja untuk orang lain 
dengan menerima upah berupa uang atau imbalan dalam bentuk lain. 
4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan atau badan hokum yang 




Di Indonesia, sejarah tentang hubungan industrial, dimulai dari sistem 
perbudakan. Mereka merupakan “buru” pada zamannya. „Upah‟ yang mereka 
terima biasa berwujud makanan, pakaian, dan perumahan. Mereka hampir tidak 
pernah menerima upah dalam bentuk uang. Orang atau badan hokum merupakan 
“majikan” yang berkuasa penuh atau mutlak atas nasib para budaknya, dan 
bahkan berkuasa atas-hidup mati mereka.
11
 
Sejarah perkembangan hukum perburuhan di Indonesia selalu berkaitan 
dengan politik hukum yang diberlakukan oleh penguasa saat itu.  Dalam hal ini 
akan dibagi pembahasan menjadi tiga masa, yaitu sebagai berikut. 
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Whimbo Pitoyo, Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan  (Jakarta: Visimedia ,2010), 
h. 3.  
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1. Masa sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945, meliputi masa perbudakan, 
masa penjajahan Hindia Belanda, dan masa Pendudukan Jepang. 
Sejarah perkembangan perburuhan Indonesia pada masa sebelum 
proklamasi 17 Agustus 1945, pada prinsipnya dapat dibagi dalam tiga periode 
yaitu: 
 
a. Masa Perbudakan  
Pada masa perbudakan, keadaan Indonesia dapat dikatakan lebih baik dari 
pada Negara lain kerena telah hidup hukum adat. Pada masa ini, budak adalah 
milik majikan. Pengertian milik berarti menyangkut perekonomian, serta hidup 
matinya seseorang. Politik hukum yang berlaku pada masa ini, tergantung pada 
kewibawaan penguasa (raja). Contohnya pada tahun 1877, ketika ada seorang raja 
di Sumba meninggal, seratus orang budak dibunuh, agar di alam baka nanti raja 
itu mempunyai cukup pengiring dan pelayan. Contoh lainnya budak yang dimiliki 
oleh suku Baree Toraja di Sulawesi Tengah nasibnya lebih baik dengan pekerjaan 
membantu mengerjakan sawah dan ladang.
12
 Selain itu, dikenal lembaga 
perhambaan (pandelingschap) dan peruluran (horegheid, perkhorigheid). Iman 
Soepomo menggambarkan lembaga perhambaan (pandelingschap) dan peruluran 
(horegheid, perkhorigheid). Lembaga ini terjadi apabila terjadi perjanjian utang 
piutang. Orang yang mengutang sampai saat jatuh tempo pelunasan belum bisa 
membayar utangnya. Pada saat itu pula orang yang berutang (debitur) 
menyerahkan dirinya atau menyerahkan orang lain kepada si kreditir, sebagai 
jaminan dan dianggap sebatas bunga dari utang. Selanjutnya orang yang 
diserahkan diharuskan untuk bekerja kepada orang yang member utang sampai 
batas waktu sidebitur dapat melunasi utangnya. 
Penyerahan diri atau orang lain itu dimaksudkan untuk membayar 
utangnya. Keadaan ini pada dasarnya sama dengan perbudakan.Lembaga 
peruluran (horegheid, perkhorigheid) terjadi setelah Jan Pieterszoon Coen pada 
tahun 1621 menguasai ulau Belanda. Semua orang yang ada dipulau itu dibunuh 
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atau diangkut keluar negri sebagai budak.Yang sempat melarikan diri sempat 
mejadi bajak laut. Selanjutnya tanah-tanah yang masih kosong itu diberikan atau 
dibagi-bagikan kepada bekas pegawai kompeni atau orang lain. Orang yang diberi 
kebun itu dinamakan perkerja (= ulur). Kepemilikan hanya terbatas pada saat 
orang itu tinggal di kebun tersebut dan wajib tanam. Hasil dari wajib tanam itu 
wajib untuk dijual kepada kompeni saja dengan harga yang telah ditentukan oleh 
kompeni. Apabila mereka pergi atau keluardari kebun itu, ia akan kehilangan hak 
atas kebun itu. Wajib tanam ini kemudian menjadi bagian dari  cultuurstelseldan 
berlangsung hingga ahun 1863. 
b. Masa Penjajahan Hindia Belanda 
Pada masa ini, sebenarnya tidak untuk seluruh wilayah Indonesia karena 
pada saat itu masih ada wilayah kekuasaan raja di daerah yang mempunyai 
kedaulatan penuh atas daerahnya.Pada masa ini meliputi masa pendudukan 
Inggris, masa kerja rodi dan masa poenali sanctie.Tahun 1811-1816 saat 
pendudukan Inggris dibawah Thomas Stamford Raffles, ia mendirikan The Java 
BenevolentInstitutioan yang bertujuan menghapuskan perbudakan. Namun cita-
cita itu belum sampai terlaksana karena kemudian Inggris ditarik mundur. Pekerja 
rodi atau kerja paksa dilakukan oleh Hindia Belanda mengingat untuk 
melancarkan usahanya dalam mengeruk keuntungannya dari rempah-rempah dan 
perkebunan. Untuk kepentingan politik imperialismenya, pembangunan sarana 
prasana dilakukan dengan rodi. Contohnya Hendrik Willem Deandels (1870-
1811) menerapkan kerja paksa untuk pembangunan jalan dari Anyer ke Panarukan 
(Banyuwangi). 
Rodi dibagi tiga, yaitu rodi gubermen (untuk kepentingan gubermen dan 
pegawai), rodi perorangan (untuk kepentingan kepala atau pembesar Indonesia), 
dan rodi desa (untuk kepentingan desa). Rodi untuk para pembesar dan gubermen 
disebut pancen sangat memberatkan rakyat karena penetapannya diserahkan 
kepada mereka. Convention no. 29 Corcerning Force or Compulsory Labour 
(kerja paksa atau kerja wajib yang diratifikasi pemerintahan Hindia Belanda tahun 
1933), tidak memandang kerja wajib untuk keperluan tentara dan orang lain dalam 
pekerjaan ketentaraan serta rodi untuk kepentingan desa sebagai yang terlarang. 
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Selanjutnya menurut Jan Breman poenali sanctie ditetapkan dalam 
kaitannya dengan penerapan Koeli Ordonantie serta agrarisch wet dalam 
melakukan hubungan kerja antara buruh yang bekerja di tanah pertanian dan 
perkebunan. Politik hukum ketenagakerjaan berkaitan erat dengan politik hukum 
agrarian, mengingat banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja ditanah 
pertanian. Poenali sanctie itu bertujuan untuk mengikat mengikat buruh supaya 
tidak melarikan diri setelah melakukan kontrak kerja. Kontrak kerja itu dapat 
dikatakan semu karena setelah tanda tangan apabila buruh diperlakukan 
sewenang-wenang tidak dapat mengakhiri hubungan kerja. 
Berdasarkan laporan Rhemrev, di luar Poenali Sanctie, masih ada pukulan 
dan tendangan sesuai kehendak majikan kulit putih guna menanamkan disiplin 
kepada buruh kulit berwarna. Mencambukkuli kontrak yang membangkan 
kadang-kadang sampai mati atau mengikuti kuli perempuan di bungalow tuan 
kebun dan menggosok kemaluannya dengan lada yang ditumbuk halus tidak 
hanya terdapat di Deli. Poenali sanctie berakhir dengan dicabutnya kuli 
Ordonantie 1931/1936 dengan staatsbladn1941 No. 514 yang berlaku mulai 
tanggal 1 januari 1942. 
c. Masa Pendudukan Jepang 
Pada masa pendudukan Jepang mulai tanggal 12 maret 1942, pemerintah 
militer Jepang membagi menjadi tiga daerah pendudukan, yaitu Jawa, Madura, 
dan Sumatra yang dikontrol dari Singapura dan Indonesia Timur. Politik hukum 
masa penjajahan Jepang, diterapkan untuk memusatkan diri bagaimana dapat 
mempertahankan diri dari serangan sekutu, serta menguras habis kekayaan 
Indonesia untuk untuk keperluan perang Asia Timur Raya. 
Pada masa ini diterapkan romusya dan kinrohosyi. Romusa adalah tenaga-
tenaga sukarela, kenyataannya adalah kerja paksa yang dikerahkan dari pulau 
Jawa dan penduduk setempat, yang didatangkan ke Riau sekitar 100.000 orang. 
Romusya local adalah mereka yang dipekerjakan untuk jangka waktu yang 
pendek disebut Kinrohosyi. 
2. Masa Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, meliputi masa pemeritahan 
Soekarno dan masa pemerintahan Soeharto. 
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Pada masa pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, pada prinsipnya dapat 
dibagi dalam dua periode, yaitu masa pemerintahan Soeharto dan masa 
pemerintahan Soekarno. 
a. Masa Pemerintahan Soekarno 
Pada masa pemerintahan Soekarno tidak hanya terdapat kebijaksanaan 
tentang ketenagakerjaan mengingat masaitu adalah masa mempertahankan 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Jajahan Hindia 
Belanda. Di bidang hukum ketenagakerjaan, pemerintah membuat produk hukum 
sebagian besar dengan cara menerjemahkan peraturan Hindia Belanda yang 
dianggap sesuai dengan alam kemerdekaan atau dengan mengadakan perbaikan 
dan penyesuaian. 
Meskipun demikian, produk hukum di masa pemerintahan Soekarno justru 
lebih menunjukkan adanya penerapan teorihukum perundang-undangan yang 
baik, yaitu hukum yang baik apabila berlaku sampai 40 atau 50 tahun yang akan 
dating, dari pada produk hukum yang sekarang ini (contohnya: UU No.25 Tahun 
1997, Kepmenaker No. Kep.150/Kep/2000).
13
 
Pengerahan TKI keluar negeri pada masa Pemerintahan Soekarno, yaitu 
berdasarkan pasal 2 TAP MPRS No.XXVIII/MPRS-RI/1966, yaitu segera 
dibentuk undang-undang perburuhan mengenai penempatan tenaga kerja. Selama 
masa pemerintahan Soeharto, ketentuan ini tidak pernah direalisasikan. TAP 
MPRS No.XXVIII/MPRS-RI/1996 sudah dicabut di masa pemerintahan 
Soeharto.Sebagai kelanjutan berdasarkan pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1969 
ditetapkan tugas pemerintah untuk mengatur penyebaran tenaga kerja yang efisien 
dan efektif. 
Tugas tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dengan peraturan perundang-
undangan. Akibatnya pengerahan TKI tidak berdasarkan Undang-Undang, tetapi 
cukup dengan peraturan/keputusan menteri tenaga kerja saja, sehingga tingkat 
perlindungan hukumnya kurang jika dibandingkan dengan undang-undang. Selain 
itu, mensukseskan pembangunan ekonomi maka investor yang tidak lain adalah 
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majikan mempunyai kedudukan secara politis kuat dan dengan penguasa, 
contohnya kasus monopoli dan subsidi khusus indomie. 
Kedudukan buruh semakin lemah dengan dalih Hubungan Internasional 
Pancasila, hak buruh dikebiri dengan hanya dapat mendirikan satu serikat pekerja, 
yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), serta pabila ada masalah 
hubungan industri majikan dapat dibantu oleh militer (Permenaker No. 
Per.342/Men/1986). Kasus yang sangat membutuhkan perhatian hingga saat ini 
adalah terbunuhnya aktivis buruh Marsinah si Sidoarjo. 
3. Masa Pasca Reformasi, meliputi pemerintahan BJ Habibie, Abdurahman 
Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono. 
Pada masa pasca reformasi, dibagi empat dalam empat masa 
pemerintahan, yaitu masa pemerintahan Baharuddin Jusuf Habibie, masa 
pemerintahan Abdurrahman Wahid, masa pemerintahan Megawati, dan masa 
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. 
a. Masa Pemerintahan Baharuddin Jusuf Habibie 
Di masa pemerintahan BJ Habibie sebagai reaksi adanya reformasi dengan 
mundurnya soeharto. Politik hukum di bidang ketenagakerjaan ditekankan pada 
peningkatan kepercayaan luar negeri kepada Indonesia bahwa Indonesia dapat 
mengatasi problema negaranya sendiori tanpa menindas Hak Asasi Manusia 
(HAM) serta mempunyai andil besar dalam pelaksanaannya demokrasi Indonesia. 
Karena tekanan dari luar negeri maka Indonesia dengan terpaksa 
meratifikasi Convention N. 182 Concerning the Immediate Action to Abolish and 
to Eliminated the Worst froms of Child Labor (tindakn segera untuk menghapus 
dan mengurangi bentuk-bentuk terburuk pekerja anak diratifikasi dengan Undang-
Undang No. 1 Tahun 2000 tanggal 8 maret 2000). Dengan ratifikasi tersebut dapat 
ditafsirkan bahwa seolah-olah Indonesia mengakui telah memperlakukan 
sangatburuk pekerja anak. Selain itu, di masa ini tahanan politik banyak 
dibebaskan. 
b. Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid 
Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus dur), politik hukum 
ketenagakerjaan tampakna meneruskan BJ Habibie dengan penerapan demokrasi 
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dengan adanya UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. 
Sayangnya masyarakat Indonesia masih belum matang untuk berdemokrasi, 
sehingga dengan sangat banyaknya jumlah serikat pekerja di Indonesia justru 
membuat hubungan industrial semakin buruk. Pada masa pemerintahan Gus Dur, 
ia menciptakan musuh monumental dan beliaulah yang mengiringi persatuan 
tersebut, ketegangan dianggap menjadi kemesraan setelah keresahan itu terlewati. 
c. Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri 
Ia memerintah setelah setelah ada keputusan dari MPR tentang penolakan 
laporan pertanggungjawaban dari Abdurrahman Wahid. Perkembangan 
ketenagakerjaan hamper tidak tampak gerakannya, justru yang terlihat banyaknya 
kasus ketenagakerjaan yang mengambang dan kurang mendapat perhatian. 
Contohnya adalah masalah pemulangan TKI dari Malaysia serta revisi dari UU 
No. 25 Tahun 1997 yang berdasarkan UU No. 28 Tahun 2000 diundur masa 
berlakunya hinggan 1 Oktober 2002 dan berakhir dengan disahkannya UU No. 13 




Selain itu, terdapat fenomena menarik dari demo yang dilakukan antara 
buruh bersama-sama dengan majikannya menetang kenaikan tarif dasar telpon, 
listrik, dan air. Serta penolakan serikat pekerja PT Indosat atas privatisasi BUMN 
yang dianggap menjual asset Negara. Catatan negatif pada masa ini adalah 
penangkapan para aktivis demonstran. Terhadap hal ini ada pandangan yang 
mengatakan bahwa Megawati telah melupakan cara bagaimana ia dapat 
menduduki kursi kepresidenan melalui demonstrasi. 
Politik hukum Megawati yang dapat dirasakan langsung dampaknya 
setelah tragedi bom Bali di dunia ketenagakerjaan adalah banyaknya hari libur. 
Dampak negatif bom Bali sangat terasa pada perekonomian bangsa. Investorasing 
banyak yang meninggalkan Indonesia karena tidak terjaminnya keamanan Negara 
ditambah lagi tragedy bom Marriot. Hal ini ternyata berakibat pada politik hukum 
ketenagakerjaan Megawati, yaitu memulihkan sektor pariwisata sebagai inti dari 
peningkatan perekonomian bangsa. Untuk menunjung pemulihan sektor 
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pariwisata, perlu kebijiksanaan publik dengan pengalihan hari libur ke hari yang 
lainnya sebelum atau sesudahnya. Dampak negatif dari banyaknya hari libur ini 
misalnya, terkesan bangsa Indonesia adalah bangsa pemalas bekerja, lebih 
menyenangi banyak hari libur Nasional. 
Di samping itu, dalam hubungan bisnis antarnegara ternyata merepotkan 
dunia usaha. Di Negara lain harikerja, di Indonesia jatuh hari libur nasional dan 
hal ini dapat menghambat terjadinya transaksi dagang. Adanya kekhawatiran 
bagaimana seandainya kebijaksanaan pengalihan hari libur ditiadakan sementara 
masyarakat sudah terbiasa dengan jumlah hari liburyang banyak, apakah tidak 
mungkin akan mendukung terciptanya etos kerja yang rendah dari bangsa 
Indonesia semakin parah?. 
 
d. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 
Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu sejak tahun 
2004 hingga sekarang, tampaknya ada sedikit perubahan di bidang 
ketenagakerjaan. Ada pemangkasan dan berbagai upaya peningkatan pelayanan 
dan kinerja, baik pekerja maupun pegawai. Ada upaya pemberantasan korupsi. 
Sayangnya tekad yang baik belum dapat diikuti oleh sebagian besar penduduk 
Indonesia yang sudah terlanjur korup dan tidak amanah di segala aspek 
kehidupan. 
Lahirnya UU No. 13 Tahun 2003 adalah bagian dari skenario besar dari 
pemerintah Indonesia untuk menata dan menegosiasikan kepentingan bersama 
antara buruh, majikan, dan Negara. Jika pengusaha berkepentingan terhadap 
pengembangan modal, buruh berkepentingan menaikkan pendapatan maka 
pemerintah berkepentingan menaikkan makro ekonominya. Tanpa kondisi yang 
kondusif, makro ekonomi sebuah Negara akan terguncang. Dalam posisi seperti 
ini semua pihak akan terkena getahnya. Tujuan yang demikian tampak dalam 
konsideran UU No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan: 
1. Bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan 
manusia seutuhnya, dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, 
26 
 
untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, merata, baik 
materil maupun spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945; 
2. Bahwa dalam pelaksanaanya pembangunan nasional, tenaga kerja 
mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan 
tujuan pembangunan; 
3. Bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan 
pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja 
dan peran sertanya dalam pembangunan serta perlindungan tenaga kerja dan 
keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; 
4. Bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin 
hak-hak dasar pekerja/ buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta 
perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan 
kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memerhatikan 
perkembangan kemajuan dunia usaha
15
 
Tujuan ini dipertegas kembali dalam pasal 4 dari undang-undang tersebut, 
yang berbunyi pembangunan ketenagakerjaan bertujuan: 
1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan 
manusiawi 
2. Mewejudkan pemerataan kesempatan kerja danpenyediaan tenaga kerja 
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah 
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 
kesejahteraan  
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya16 
Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka hubungan relasional antara buruh 
dan majikan dituangkan dalam sebuah struktur hubungan industrial, yaitu sistem 
hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan 
jasa yang terdiri unsure pengusaha, buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada 
nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks ini, fungsi Negara, 
sebagaimana tertuang dalam pasal 102, adalah menetapkan kebijaksanaan, 
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memberikan layanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan 
terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Sedangkan 
fungsi buruh adalah menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga 
ketertiban sesuai dengan kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara 
demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut 
memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta 
keluarganya. Adapun fungsi pengusa atau majikan adalah menciptakan kemitraan, 
mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan 
kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. 
Dengan mencermati isi dari undang-undang tersebut, tampak jelas bahwa 
fungsi Negara tidak lain hanyalah sebagai regulator dan wasit memungkinkan 
berlangsungnya permainan pasar secar fair, adil, dan tidak ada kecuranga. Dalam 
hal ini, persoalan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada pasar, melalui 
mekanisme pasar bebas. Negara tidak mencampuri urusan ekonomi masyarakat 
terlalu jauh. Ia hanya membuat regulasi sedemikian rupa mekanisme pasar 
berjalan secara alami, tanpa rekayasa dan permainan. Dengan demikian, fungsi 
Negara, sebagaimana uraian di atas, sebenarnya belum bergeser dari fungsi 
Negara dalam konsep ekonomikapitalis.
17
 Skenario ini belum sepenuhnya sejalan 
dengan idealisme islam yang menghendaki adanya keadilan yang merata. Sebab, 
dalam fungsinya yang sebatas regulator, pemerintah sulit menjamin kesejahteraan 
warganya karena ia tidak mempunyai keberpihakan yang jelas terhadap kaum 
miskin, atau secara umum terhadap pemerataan keuntungan. Pemerintah memang 
telah berusaha mengatur upah minimum bagi buruh, namun hal itu sama sekali 
tidak menyentuh „upah maksimum‟ yang dihasilkan oleh modal pengusaha. 
Sebagai misal, dari modal 1.000.000, pengusaha mendapatkan laba 1.500.000, 
lantas berapa %(persen)kah sang pengusaha itu berhak mengambil keuntungan 
dari saham modalnya? Kalau buruh hanya diberi UMR (Upah Minimum 
Regional) maka berarti seluruh sisa keuntungan menjadi hak milik pengusaha 
berapapun jumlahnya: buruh hanya mendapatkan upah minimal, sementara 
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pengusaha mendapatkan keuntungan maksimum. Dalam kondisi seperti ini, 
penumpukan modal oleh pengusaha tidak akan dapat dihindari. 
Kondisi seperti ini, diadari ataupun tidak, sebenarnya ikut memicu 
kersenjangan pembagian kekayaan dan pendapatatn secara mencolok. Sebab, sang 
pengusaha akan bisa terus meningkatkan kekuasaan perusahaan, memonopoli 
harga, menguasai sistem produksi, kebebasan pasar dan pengerjaan keuntungan. 
Situasi ini juga membuat sikaya semakin kaya dan si miskin menjadi semakin 
miskin. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalm islam. Dalam 
Islam, keadilan dan kesejahteraan sosial merupakan sesuatu yang sangat penting. 
Kemiskinan dan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya 
bukanlahsuatu dalil atas kegagalan memenuhi kebutuhan hidup. Begitu juga para 
pekerjayang terpaksa melakoni pekerjaan dengan gaji di bawah Upah Minimum 
Provinsi(UMP), para pengangguran dan mereka yang jatuh miskin, tidak semata-
mata disebabkan oleh kesalahan dirinya sendiri. Oleh karena itu, perlu dicarikan 
formula agar mereka mendapatkan pelayann umum, seperti kesehatan, 
pendidikan, transportasi, dan perumahan, di samping juga melindungi mereka dari 
akses industrialisasi, seperti pencemaran lingkungan dan terganggunya sistem 





C. Relasi Kelas Buruh, Kuasa, dan Kapital dalam Konteks Perpolitikan Lokal 
1. Relasi kelas buruh, kuasa, dan kapital 
Pemikiran tentang peranan buruh dalam pembangunan dipengaruhi oleh: 
pertama, pandangan tentang konsep factor produksi atau sumber daya dalam 
pembangunan: kedua, peranan tenaga kerja dalam proses produksi barang dan jasa 
atau pembangunan ekonomi. Awalnya, tenaga kerja dipandang sebagai satu-
satunya sumber daya atau factor produksi yang mengisi dan membentuk nilai 
guna suatu barang dan jasa. Dalam perkembangannya kemudian timbul konsep 
fungsi produksi, yang diketahui bahwa tidak hanya kerja manusia sajayang 
membentuk nilai suatu barang dan jasa, melainkan juga modal. Lalu, timbul 
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perincian lebih lanjut mengenai unsur kerja maupun modal. Dengan 
berkembangnya kompleksitas ekonomi, baik mikro maupun makro, maka yang 
tersebut sumber daya itu bertambah jenis dan variasinya, termasuk terakhir ilmu 




Sungguhpun begitu, pada dasarnya berbagai pandangan itu memilih dua 
sember daya yang dianggap paling utama dalam proses prosuksi dan 
pembangunan ekonomi, yaitu tenaga manusia dan modal. Ilmu ekonomi 
konvensional pada dasarnya memandang ke dua factor itu dalam hubungan 
komplementer dalam proses produksi dan pembangunan ekonomi, tetapi aliran 
Marxis melihatnya dalam hubungan kotradiktif. Perbedaan pendapat mengenai 
titik berat dan mana yang terpenting menemukan suatu sistem ekonomi. 
Pandangan bahwa yang terutama adalah tenaga kerja melahirkan sistem sosialis, 
sedangkan jika yang menjadi titik-berat adalah modal, melahirkan sistem 
kapitalis. 
Gagasan yang kemudian bertitik tolak dengan keutamaan tenaga kerja 
melahirkan gerakan buruh diseluruh dunia dalam berbagai variasi dan 
kontradiksinya. Gerakan buruh yang pertama lahir di Eropa sebagai respon 
terhadap proses urbanisasi tenaga kerja yang merupakan konsekuensi dari proses 
industrial Abab ke-19. Fenomena sosial inilah yang kemudian melahirkan dua 
jenis organisasi: pertama, partai politik berhaluan sosialis Jerman yang 
revolusioner; kedua, gerakan buruh di Inggris yang reformis. Gerakan buruh yang 
reformis dituntun oleh gerakan ekonomi, misalnya tingkat upah, kondisi kerja dan 
jaminan sosial yang lebih luas. Paham ini sering pula disebut dengan istilah trade 
unionism, yaitu paham organisasi yang melakukan perundingan-perundingan 
secara kolektif guna memperjuangkan kepentingan ekonomi buruh.Sedangkan 
partai sosialis yang revolusioner ingin mencapai tujuan gerakan buruh melalui 
perubahan-perubahan politik yang radikal bahkan rovolusi. 
Fenomena rutin di kota Makassar, Surabaya, Semarang, Bandung, 
Tangerang, Jakarta, Kalimantan, dan kota-kota lainnya adalah gugatan ribuan 
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buruh yang turun kejalan berunjuk rasa saat memperingati Hari Buruh Sedunia, 
menuntut peningkatan kesejahteraan dan kenaikan upah kerja atau penolakan 
pemutusan hubungan kerja (PHK). Sejak disahkannya undang-undang 
Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 ruang buruh semakin sempit. Pihak 
manajemen perusahaan dengan mudah dapat melakukan PHK dengan alasan 
privatisasi dan rasionalisasi perusahaan UU No. 23 Tahun 2003 pasal 163 Ayat 2, 
menyatakan pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tehadap 
buruh karena perubahan status, penggabungan atau peleburan perusahaan, dan 
pengusaha tidak bersedia menerima buruh di perusahaannya. Karena itu, PHK 
sering menjadi alat bagi manajemen perusahaan untuk mengendalikan buruhnya. 
Dari pada menunggu ketidak jelasan nasib, dalam proses PHK ini besarnya 
pesangon yang ditawarkan perusahaan seringkali menjadi fait accompli (ketentuan 
yang harus diterima) penyunting bagi buruh. Ketidakberdayaan buruh menghadapi 
iming-iming besarnya uang pesangon itu mencerminkan masih kuatnya stigma 
kemiskinan dan lemanya posisi buruh industri di negeri ini, sehingga tak pernah 
surut perjuangan kelas buruh untuk terus mengartikulasikan kepentingannya. 
Kapsitas pemerintahan lokal di Indonesia bisa dibilang mengalami peningkatan 
yang cukup signifikan karena telah melakukan peningkatan kapasitas berkaitan 
dengan pencapaian tata pemerintahan. Kehadiran UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
pemerintahan daerah, merupakan revisi terhadap UU No. 22 Tahun 1999, menjadi 
basis bagi perancangan pembangunan kota dan penguatan kapasitas pemerintahan 
lokal sebagai ekspresi dari otomi daerah untuk mewujudkan otonomi masyarakat, 
sekaligus memenuhi kebutuhan globalisasi dengan segala aspeknya. Disadari atau 
tidak oleh pemerintah saat ini, bahwa di tengah perjalanannya muncul fenomena 
dimana globalisasi dan hegemoni kapital kurang member arti bagikelas buruh 




Perubahan pada tataran politik lokal terkait dengan perubahan diaras 
nasional dan global. Sejak tahun 2000 ada tiga perubahan besar di negeri ini, 
yaitu: Hutang kian menumpuk, Ribuan pabrik tutup atau pindah produksi, dan 
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PHKmisal yang mendatangkan jutaan pengangguran di tengah peningkatan 
angkatan kerja sekitar 3% pertahun. Mendalamnya krisis itu terlihat dari RAPBN 
2000 lalu yang deficit sekitar 54%. Setiap upaya yang dilakukan oleh kelas buruh 
untuk memperoleh hak-haknya tidak lain adalah untuk memperoleh kelayakan 
hidup sebagai individu warga Negara, bukan hanya sebagai buruh di sektor 
industry manufaktur perkotaan. Dan setiap isu yang diperjuangkan kelas buruh 
melakukan aksinya, seperti unjuk rasa, di situ kelas buruh berhadapan dengan 
kekuatan politik lokal, yakni kekuatan Negara, kapital, dan lainnya. 
Kontestasi antara kelas buruh, kapital, dan pemerintah lokal pada era 
globalisasi ini benar-benar dalam relasi kuasa yang timpang. Kasus-kasus 
perjuangan yang dilakukan kelas buruh untuk megartikulasikan kepentingannya 
semakin banyak tersebar berserakan dalam tiap sudut sentra industri. Dinamika 
kontestasi dari tiga kekuatan ekonomi dan politik ini tidak dapat dipandang 
sebagai hal sepele, dan tidak bisa dilenyapkan peranannya satu sama lain. 
Ketiganya mempunyai arti signifikan dalam bekerjanya subsistem politik lokal, 
dan perkembangan tatanan ekonomi-politik kota yang demokratis.
21
 Kapitalisme 
global telah merambak tatanan kehidupan masyarakat. Perombakan ini tidak 
hanya pada tataran relasi kelompok sosial, tetapi telah merasuk pada perombakan 
tradisi dan nilai-nilai keluarga, termasuk persoalan seksualitas dan perkawinan. 
Esensi sebenarnya dari globalisasi adalah kebijakan yang diluncurkan oleh Bank 
Dunia dan IMF yang disebut sebagai “Ortodoksi Baru”. Yang poin-poinnya: 
pertama kebijakan ekonomi makro dengan anggaran kecil dan kebijakan moneter 
hati-hati (austerity programme); kedua, keterbukaan bagi perdagangan dan 
investasi asing; ketiga, mengandalkan pasar dalam mengalokasikan sumber daya 
manusia. Kebijakan baru inilah yang oleh kaum kiri sebut sebagai neoliberalisme. 
Indonesia sedang mengalami peralihan dramatis dalam kekuasaan 
ekonomi dan politik dari tingkat pusat ke tingkat lokal, dan liberalisasi 
perdagangan. Semenjak berakhirnya kekuasaan Soeharto (dengan tatanan politik 
Orde Baru yang menonjolkan tata pemerintahan sentralistik), relasi kuasa antara 
buruh sektor industri, kapital, dan kekuatan Negara menjadi tidak proporsional. 
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Kelas buruh menjadi kelas yang sengaja di pinggirkan oleh kekuatan Negara demi 
tercapainya tunjuan industrialisasi yang menjanjikan peningkatan pertumbuhan 
ekonomi tinggio dan membuahkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di negeri ini. 
Tetapi, sampai berakhirnya kuasa politik Orde Baru kelas buruh tetap menjadi 
kelas marjinal yang masih mengalami kesulitan mengartikulasikan 
kepentingannya, terutama terkait dengan kebutuhan untuk memperoleh 
kesejahteraan, kenaikan upah. 
Aksi-aksi yang dilakukan kelas buruh sekecil apapun akan dimaknai 
sebagai aksi yang mengganggu aktivitas ekonomi produksi. Pemerintah ditingkat 
lokaldan nasional saat ini menunjukkan sikap kehati-hatiannya dalam menanggapi 
aksi-aksi yang dilakukan kelas buruh. Aksi-aksi kelas buruh berdampak ganda, 
karena dalam kontestasi yang tak seimbang ini, Negara menjadi taruhannya. 
Kalau kapital itu berpindah dari luar negeri berarti tidak ada lagi pendapatan bagi 
Negara dan bertambahnya angkatan pengangguran. Akhir-akhir ini elemen 
gerakan buruh begitu disibukkan oleh urusan produk perundang-undangan yang 
dikeluarkan pemerintah. Sudah tidak terhitung berapa banyak aksiburuh berkaitan 
dengan penolakan atas dua RUU yanghingga kini tidak jelas nasibnya, RUU 
pembinaan dan perlindungan ketenagakerjaan (PKK) dan RUU Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Apa yang bisa dipelajari dari fakta ini.? 
Tulisan ini hendak mengajukan beberapa proposisi. 
Pertama, hampir semua produk (instrumen) baik yang secara langsung 
atau tidak langsung mengatur hubungan industrial menganut asumsi yang 
individualistic, atau setidaknya mengandung logika hukum yang individualistic 
dan formalistik. Kedua, elemen gerakan buruh (serikat buruh, LSM, Akademisi) 
pada umumnya, sadar atau tidak bahwa perburuhan pertama-tama adalah masalah 
hukum, bahwa hukum adalah sarana terbaik untuk mencapai relasi yang baik 
antara buruh dan majikan. Pandangan seperti ini menutup mata pada kenyataan 
bahwa banyaknya produk hukum tidak berbanding lurus dengan perbaikan 
hubungan industrial. Indonesia yang “overruled” (terlalu banyak hukum)di 
bidang perburuhan, malah menuai hubungan industrial yang sangat buruk. Ketiga, 
elemen gerakan buruh perlumeninjau ulang pandangan/ keyakinan yang selama 
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ini dipegang dalam memperjuangkan nasib buruh.Ini perlu agar semua elemen 
gerakan buruh tenaga sia-sia, malainkan dapat “berteriak di tempat yang benar 
dan meneriakkan tuntutan yang tepat”. Uraian selanjutnya dimaksudkan sebagai 
usaha membuktikan proposes yang diajukan.Dibandingkan Korea, Malaysia, dan 
Negara-negara Asia Tenggara pada umumnya, Indonesia adalah yang lebih awal 
mengeluarkan serangkaian hukum perburuhan yang subtansinya sangat pro 
buruh.Ini dikeluarkan tidak lama sesudah proklamasi kemerdekaan Republik 
Indonesia. Menilai undang-undang perburuhan yang dikeluarkan selama Orde 
Lama dan tidak dicabut selama Orde Baru, James Castle
22
, Ketuan Kamar Dagang 
Amerika di Jakarta, mengataka; “Contrary to public perception, labor law in 
effect during the Suharto era was one of the most pro-labor sets of legislation in 
the region” (bertentangan persepsiumum, hukum perburuhan yang berlaku selama 




Penilaian di atas meleset jika melihat subtansi undang-undang di bidang 
perburuhan yang muncul selama orde lama. Memang, secara historis harus diakui 
bahwa gerakan buruh di Indonesia awalnya merupakan bagian penting gerakan 
nasionalis Indonesia secara keseluruhan. Karena menganggap Belanda berbahaya 
secara politis, maka kaum buruh berusaha menumbangkan rezim kolonial agar 
bisa keluar dari penindasan dan kemiskinan. Sampai pada proklamasi 
kemerdekaan yang menjadi tembok besar untuk penjajah Belanda gagasan ini 
tetap ada dalam gerakan buruh, gagasan ini pulalah yang menyatukan gerakan 
buruh dalam gerakan revolusi kemerdekaan. Pemikiran tentang pemerintah 
Indonesia adalah pelindung buruh, menjunjung tinggi hak-hak buruh dan 
mengusahakan kondisi kerja yang baik. Konteks inilah yang bisa menjelaskan 
model akomodasi buruh-majikan-pemerintah selama Orde Lama dari paket 
perundang-undangan yang dikeluarkan. Seperti undang-undang kecelakaan, UU 
No. 33 Tahun 1947; UU Kerja, UU No. 12 Tahun 1948; UU No. 23 Tahun 1948 
tentang Pengawasan Perburuhan; UU No.21 Tahun 1954 tentang perjanjian 
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perburuhan antar Serikat Buruh dan Majikan; UU No. 18 Tahun 1965 Tentang 
Persetujuan Konvensi ILO No. 98 mengenai berlakunya  Dasar-Dasar dari pada 
Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama; UU No. 22 Tahun 1957 
tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan; UU No. 12 Tahun 1964 tentang 
Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta. 
Subtansi dari setiap undang-undang di zaman Orde Lama cukup dominan 
secra politis untuk kaum buruh. Bahkan hingga 1956 terdapat fraksi buruh khusus 
di parlemen yang anggotanya terdiri dari pemimpin SOBSI. Akan tetapi model 
akomodasi seperti ini tidak berjalan lama sebab rezim Orde Lama kemudian 
ditumbangkan oleh rezim Soeharto dengan alasan tak tersedianya birokrasi 
pendukung yang memadai. Masalah perburuhan (hubungan industrial) sangat 
dipolitisasi, dipandang sebagai soal memenangkan kekuasaan di perlemen. 
Dengan Pandangan seperti ini target serikat buruh juga bersifat politis, 
berkalaborasi dengan parpol untuk menguasai proses pembuatan perundang-
undangan. Karena berkeyakinan bahwa undang-undang akan menyelesaikan 
hubungan buruh dan majikan yang pada dasarnya atau berciri ekonomis. Selama 
periode ini, ketidak seimbangan sosial-ekonomis antara buruh dan majikan 
memang cukup disadari. Namun inretvensi pemerintah untuk menyeimbangkan 
lewat undang-undang yang tidak disertai usaha administrative dan teknis yang 
komprehensif untuk menciptakan pengaturan bersama (collective regulation) 
bidang hubungan industrial oleh buruh dan majikan melalui institusi perundingan 
kolektif yang stabil, Ini juga menjelaskan kegagalan model akomodasi orde lama. 
Peristiwa-peristiwa dramatis khususnya penghancuran elemen PKI tahun 
1965 sebagai awal dari Orde Baru. Peristiwa inilah yang kemudian mengubah 
secara permanen konstalasi politik dan berdampak secara mendalam terhadap 
organisasi kaum buruh. Pasca 1965 merupakan awal dari peristiwa kelam terhadap 
kaum buruh sepanjang sejarah perburuhan. 
Salah satu tugas utama yang di emban oleh Orde Baru di bawah komando 
Soeharto adalah menggerakkan kembali roda ekonomi. Tujuan pertumbuhan 
ekonomi merupakan faktor paling penting untuk menjelaskan kebijakan 
perburuhan orde baru, dengan strategi yang diterapka Soeharto modernisasi 
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defensive (defensive modernization). Disamping pendekatan ekonomis, 
pertimbangan politik juga mendasarinya. Aspek lain yang sama pentingnya dalam 
kebijakan perburuhan pada masa orde baru. Mencegah kembali gerakan 
kebangkitan gerakan massa yang berbasis radikal adalah tujuan utama rezim Orde 
Baru yang didominasi oleh militer. Termasuk gerakan buruh yang terlihat selama 
Orde Lama, karena motif utama Orde Baru adalah control terhadap semua jenis 
organisasi berbasis massa. 
Meskipun stabilitas diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, kontrol 
politik penguasa terhadap buruh terutama dimaksudkan untuk menghapuskan 
pengaruh aliran kiri dari gerakan buruh dan arenapolitik secara luas. Ciri utama 
akomodasi buruh-majikan-negara selama Orde Baru adalah control Negara yang 
sangat kuat atas organisasi buruh dan peningkakatan terus menerus kelas buruh 
sebagai kekuatan sosial. Kondisi perburuhan di Indonesia selama Orde Baru dapat 
dijelaskan dalam terang model akomodasi di atas. Kontrol Negara terhadap serikat 
buruh berlangsung terus-menerus dengan dukungan militer. Kontrol itu 
mengalami penguatan mengalami penguatan signifikan sejak decade 1980 
bersama dengan berakhirnya era boom minyak dan pemerintah harus 
mengarahkan industri ke oroientasi ekspor. Pada periode ini, pendekatan 
militeristik atas bidang perburuhan menjadi semakin kuat dengan di angkatnya 
Laksmana Soedomo menjadi metnteri tenaga kerja. Salah satu contoh paling tragis 
pengendalian buruh yang militeristik adalah kasus “Marsinah” yang hingga kini 
masih menjadi misteri. Selain sebagai alat control di tangan rezim Orde Baru 
untuk meredam gerakan massa buruh yang kuat, militer juga telah menjadi pelaku 
dalam bisnis sejak 1958, suatu peran yang hingga saat ini dipertahankannya.
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James Castle menilai bahwa hubungan industrial selama tiga puluh tahun di 
bawah Orde Baru ditandai oleh control pusat yang otoriter, dan bahkan terlalu 
brutal. Hadirnya fleksibilitas pasar kerja merupakan salah satu pelemahan 
kekuatan serikat buruh. Tujuan utama fleksibilitas adalah menghilangkan semua 
hambatan gerak modal. Fungsi perlindunga Negara terhadap pekerja dan serikat 
buruh “dipaksa” oleh modal untuk dihilangkan melalui berbagai mekanisme 
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okenomi-politik. Dalam sejarah penerapan fleksibilitas di Inggris, fleksibilitas 
dilakukan untuk mematahkan kekuatan kontrol serikat yang memang sangat kuat 
di era sebelum 1980-an, terhadap pekerja serta kekuatan negosiasi mereka. 
Dalam konteks Indonesia situasinya berbeda. Sepanjang sejarah Orde Baru 
serikat buruh tidak pernah memiliki kekuatan politik untuk berhadapan dengan 
Negara maupun modal. Dalam era reformasi dan kebebasan berserikat, kekuatan 
serikat buruh pun tidak muncul karena terjadi fragmentasi yang membawa serta 
perbedaan “orientasi politik” dalam perjuangan mereka. Catatan juga perlu 
diberikan dalam melihat kekuatan serikat buruh dalam konteks kebijakan otonomi 
daerah. Secara umum otonomi daerah makin melemahkan serikat karena 
persoalan yang dihadapi serikat semakin kompleks, terutama berkaitan dengan 
prioritas kebijakan daerah dan munculnya kelompok-kelompok kepentingan baru 
yang potensial maupun faktual menjadi lawan serikat buruh. Di dalam konteks 
dan kondisi objektif semacam itu, fleksibilitas sebenarnya bertujuan menghapus 
serikat buruh. Hal ini erat kaitannya dengan pandangan kebanyakan pengusaha di 
Indonesia yang menganggap serikat buruh hanya sebagai pengganggu kelancaran 
produksi melalui upaya-upaya pemenuhan hak normative. Beberapa tokoh serikat 
buruh juga menyebutkan banyak pengusaha yang menolak serikat karena alasan 
sejarah bahwa sekitar buruh identik dengan komunis, tanpa memahami fungsi 
serikat buruh. 
Penghapusan serikat buruh dilakukan secara sistematis melalui penerapan 
fleksibilitas hubungan kerja dalam bentuk dalam bentuk hubungan kerja kontrak 
dan outsourcing tenaga kerja membawa efek berkurangnya tenaga kerja tetap 
yang menjadi basis serikat buruh. Beberapa serikat utama mengakui kehilangan 
anggota hingga 30% akibat fleksibilitas hubungan kerja. Di tingkat basis, 
kehilangan itu bahkan mencapai 50%. Makin banyak pekerja kontrak dan out 
sourcing yang menggantikan pekerja tetap dengan sendirinya telah mengurangi 
anggota serikat buruh yang menjadi basis kekuatan utama serikat. Status kontrak 
telah secara langsung menutup peluang menjadi anggota serikat buruh karena 
serikat buruh hanya mengorganisasi buruh tetap.  Status sebagai buruh 
outsourcing juga demikian halnya karena periode kontrak mereka lebih pendek, 
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antara 3-6 bulan. Buruh outsourcing juga secara eksplisit maupun implicit 
diperingatkan oleh perusahaan untuk tidak bergabung dengan serikat buruh bila 
ingin tetap bisa bekerja atau masa kontrak kerjanya diperpanjang. 
Kondisi lapangan juga menunjukkan serikat buruh pada umumnya tidak 
mempunyai hak suara dalam kebijakan perusahaan mengganti buruh tetap dan 
hampir tidak pernah diajak berunding untuk membicarakan rencana fleksibilisasi 
hubungan kerja. Secara umum kebijakan fleksibilisasi hubungan kerja sepenuhnya 
diputuskan oleh perusahaan untuk kemudian diberitahukan secara resmi kepada 
serikat. Banyak kasus lain menunjukkan kebijakan tersebut begitu saja tanpa 
pemberitahuan sebelumnya dan dilakukan dengan cara memberhentikan pekerja 
tetap kemudian merekrut pekerja baru dengan status kontrak. 
Berbagai dampak negatif dari fleksibilitas pasar kerja terhadap serikat 
buruh ini menunjukkan bahwa meskipun pelemahan serikat buruh adalah asumsi 
yang sudah disadari, bahkan merupakan keadaan yang diharapkan oleh para 
pendukung konsep pasar kerja. Fleksibel namun pelemahan ini membawa dampak 
yang serius bagi pekerja untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Asumsi ini 
jelas bertentangan dengan asumsi bahwa fleksibilitas menciptakan kesempatan 
kerja baru disektor formal yang lebih melindungi pekerja baik dari sisi hak 
maupun sisi hukum. Dalam kondisi semacam ini institusi perlindungan buruh 
tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan serikat buruh pekerja keras 
untuk tetap dapat melindungi kepentingan kolektif pekerja. 
2. Hukum dalam Kontesk Perpolitikan Lokal  
Kerangka pemikiran tentang konsep politik dan ekonomi yang merujuk 
pada pembangunan suprastruktur dan infrastruktur, kebijakan perburuhan di atas 
merupakan pengaturan politik perburuhan (kebijakan perburuhan) yang diwarnai 
dengan semangat penataan struktur politik menurut pembagian masyarakat secara 
fungsional, dimana golongan buruh diposisikan sebagai “bahan bakar” lokomotif 
Negara dalam proses produksi, secara politik, buruh dijadikan massa pengamanan 
bangunan industrial. 
Pada fase industrialisasi yang berorientasi ekspor, pola pengaturan 
perburuhan barulah kemudian menemukan ekspresinya, yang mendekati bentuk 
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regimensi yang ingin mengatur hubungan perburuhan atas pertimbangan stabilitas 
politik. Seperti yang kita ketahui bahwa fase ini sangat gencar mempromosikan 
buruh murah sebagai keunggulan komportif, guna menarik relokasi industri atau 
investasi asing. Upah yang rendah dipahami oleh kalangan pengusaha dan 
ekonom sebagai prasyarat bagi pertumbuhan ekspor. 
Pemahaman terhadap pendekatan dalam kontruksi politik hukum 
perburuhan terarah pada stabilitas perputaran dan akumulasi kapital (stabilitas). 
Dengan jalan; (a) membangun kerangka sistematis yang bersifat represif untuk 
memperkecil kemampuan korektif dan tuntutan akan nilai-nilai keadilan, (b) 
legitimasi hukum pada peran politik kekerasan untuk menciptakan stabilitas, yang 
dalam hal ini, dimaksudkan sebagai upaya untuk menaklukkan gerakan buruh 
dengan kedok menjaga “keamanan dan kemapanan tertentu). Pada tahun 1986 
politik perburuhan barulah mencapai bentuknya, yang jelas buruh ditempatkan 
sebagai bahan bakar pertumbuhan industrialisasi. Kalau pada tahun 60-an dan 
masa awal Orde Baru kebijakan perburuhan sempat melarang pemogokan, pada 
masa 80-an, larangan mogok dihilangkan. Namun kemampuan buruh untuk 
berunding diminimalisir (diperkecil). Hal itu dilakukan melalui beberapa kerangka 
sistem, yaitu antara lain;
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1. Hak berorganisasi dikurangi melalui penunggalan organisasi; 
2. Pendekatan keamanan; 
3. Pemudahan pemutusan hubungan kerja bagi buruh. 
Model ini berlangsung melalui rangkaian penerbitan beberapa regulasi 
yang dapat dipandang sebagai satu kesatuan sistem pengamanan industri untuk 
meminimalisir tuntutan buruh. Sitem pengembangan politik perburuhan itu 
dilakukang melalui paket kebijakan, yaitu; 
1. Lahirnya ketentuan Sk Menaker No.1109/MEN/1986. Tentang Serikat Kerja 
di Tingkat Perusahaan, yang dengan jelas mengatakan, bahwa “Serikat 
Pekerja adalah SPSI” 
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2. Permenaker No.05/MEN/1987 tentang pendaftaran organisasi yang 
kemudian diganti dengan Permenaker No.03/MEN/1993, dengan esensi 
yang sama, yaitu tidak dimungkinkannya organisasi buruh lain diluar SPSI. 
3. Lahirnya SK Menaker No 342/MEN/1986 tentang penyelesaian 
pemogokan, yang intinya memberikan legitimasi bagi depnaker dan aparat 
keamana untuk menekan buruh. 
4. Permenaker No. 04/MEN/1986 tentang pemutusan hubungan kerja dan 
penghitungan pesangong, yang intinya adalah membatasi buruh untuk tidak 
melakukan atau menolak bekerja lebih dari enam hari dan memberkan 
kemudahan bagi pengusaha untuk melakukan upaya PHK. 
Bangunan politik perburuhan tersebut, dilakukan dengan mengabaikan 
struktur stratifikasi perundangan yang di atur dalam Tap.MPR 
No.XX/MPRS/1966. Penyimpangan itu secara esensial mengabaikan Undang-
Undang No.18 tahun 1956 tentang Dasar-Dasar hak berorganisasi dan berunding 
bersama, yang merupakan ratifikasi konvensi ILO. No.98 tahun 1949. Secara 
yuridis formal, kedua peraturan tersebut menjamin bagi buruh secara prinsipil 
untuk berserikat. Kedua ketentuan ini juga memiliki dimensi esensial yang 
menjamin keberadaan hak buruh dan perubahan perbaikan nasib buruh, serta 
hubungan industrial yang berada dalam konteks dunia ideal dan moralitas. 
Anehnya, regulasi teknis (SK maupun Peraturan Menteri) justru berbicara dan 
membawakan kepentingan yang berbeda dengan peraturan yang secara hirarkis 
(tingkat kedudukan) berada di atasnya, yakni UU dan Tap.MPR. 
1. Pola Konflik dalam Sistem 
Dalam kasus ini, pemerintah memebangun lembaga dan peraturan hukum 
perburuhan yang menempatkan konflik-konflik industrial ke dalam lembaga-
lembaga yang dikontrol dengan Negara. Hampir sebagian besar peraturan yang 
dikeluarkan pada masa Menteri Tenaga Kerja Soedomo menjadi sah dan tanpa 
perlawanan berarti walau bertentangan isi maupun jiwanya dengan undang-
undang yang sudah ada. 
a. Permenaker No 04/MEN/1986 tentang PHK dan pesangon, yang mengatur 
kemudahan perlakuan pemutusan hubungan kerja. 
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b. SK Menaker No.342/MEN/1986 tentang penanggulangan pemogokan, yang 
melegitimasi keterlambatan aparat keamanan dalam konflik industri dan 
menempatkan peran Depnaker sebagai fungsi represi terhadap buruh. 
Ketentuan tersebut kemudian dirubah dengan SK Menaker No. 
15A/MEN.1995 tentang penanggulangan selisihan perubahan yang tetap 
memberikan peluang bagi ketertiban aparat keamanan. 
c. Pemanfaatan UU No. 22 tahun 1957 tentang perselisihan perbuhan dimana 
diantaranya mengatur bahwa yang dapat mewakili buruh di dalam 
perselisihan perburuhan hanya;ah serikat buruh. Dalam konteks ini, 
pemerintah bisa melalui Permenaker No.1/Meb/1994, yang hanya  
mengakui bahwa SPSI adalah satu-satunya serikat buruh. Sehingga dalam 
konteks ini, politik perburuhan telah meniadakan atau menghilangkan posisi 
tawar buruh dalam perundingam-perundingan maupun perjanjian kerja 
kolektif secara bebas. 
Mekanisme pengambilan keputusan yang menekan buruh tersebut selalu 
dikembangkan melalui legitimasi kesepakatan lembaga Tripartid Nasional. 
Sehingga, seolah-olah kebijakan tersebut cukup aspiratif dan terwakili. 
2. Pendekatan Kekerasan 
Kontrol atas kegiatan buruh hampir tidak terbatas melalui intervensi 
militer, terutama “keserikatan” di luar pabrik, bahkan dalam perundingan antara 
buruh dan majikan. Dalam hal ini, disamping kekuatan SK Menaker No. 
15A/MEN/1994, Bakortnas No.02/Stanas/XII/1990 memiliki proposisi bagi 
keterlibatan aparat keamanan secara meluas. 
Konsep politik perburuhan, tampaknya belum mampu secara jernih 
melakukan perubahan cara pandang peran dan hak buruh diluar konsep sistabilitas 
keamanan. Stabilitas keamanan dengan model penggunaan upaya pendekatan 
keamanan, ternyata tidak saja dalam makna tradisional, tetapi juga kebijakan yang 
bersifat represif dan menghilangkan akses masyarkat untuk memperjuangkan 
nasibnya. Definisi yang cukup luas ini penting dalam rangka melihat secara 
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cermat keterasingan buruh kita dari penganut hak dasarnya.
26
 Konsepsi yang 
demikian tetap teredukasi dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 
15A/MEN/1994 tentang Petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
dan aturan tentang pemutusan hubungan kerja di tingkat perusahaan dan 
pemerintahan dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 01/MEN/1994 
tentang Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan yang isinya yaitu: pertama, 
pengembangan peluang keterlibatan aparat keamanan dalam perselisihan 
perburuhan yang merujuk kepada SK Bakorstanas No. 
Kep/02/Stanas/XII/1990.Kedua, hak berorganisasi dibatasi, dengan satu-satunya 
organisasi SPSI. Pendekatan keamanan dalam konsep ini, terbagi atas duan bentuk 
yaitu: (a) penggunaan politik kekerasan dan (b) upaya sistematis yang bersifat 
represif untuk memperkecil kemampuan korektif. Sekali lagi, redefinisi terhadap 
pemahaman pendekatan keamanan, untuk menciptakan perbedaan dalam garis 
yang jelas makna dari implementasinya menjadi perlu. Yaitu pemahaman 
terhadap pendekatan keamanan sebagai upaya penjagaan “stabilitas semata” dan 
upayah menekan sebuah kekuatan untuk menjaga “keamanan dalam kemapanan”. 
Kontribusi bagi terciptanya keadaan yang aman serta tertib dalam dunia yang 
ideal, sama sekali tidak mirip dengan makna stabilitas, khususnya dalam 
pemahaman bahasa politis. Stabilitas dalam keadaan saat ini, sarat akan nilai 
kepentingan, dalam keadaan tertentu merupakan sebuah isu kepentingan di balik 
pembenaran terhadap status quo politik perubahan. Di sinilah, SBSI menjadi 
penawar sekaligus menjadi kelinci percobaan bagi ketidak tepatan prediksi 
terhadap keterbukaan politik. 
D. Konsep Perburuhan dalam Islam 
Islam sebagai agama yang komperehensif, selain mengatur kehidupan 
sehari hari, islam juga memerintahkan ummatnya untuk mencari nafkah. Selain 
memerintahkan ummatnya untuk mencari nafkah (bekerja), islam juga mengatur 
sistem dalam bekerja yaitu salah satunya konsep perburuhan. Sebagaimana sistem 
sosial yang bermartabat dan adil kesetaraan antara majikan dan pekerja dalam 
pemberian upah dan penentuan jam kerja. Islam memiliki prinsip dalam memandu 
                                                             
26
Munir, Gerakan Perlawanan Buruh, h. 34. 
42 
 
hubungan buruh dan majikan, antara lain prinsip kesetaraan (musawah) dan 
prinsip keadilan (adalah). Prinsip kesetaraan memposisikan buruh dan majikan 
pada posisi yang sama. Yaitu sebagai pihak yang saling membutuhkan, buruh 
butuh pekerjaan majikan butuh pekerja serta hubungan timbal balik antara buruh 
dan majikan dalam persoalan hak dan kewajiban masing-masing. Maka 
seharusnya antara buruh dan majikan harus saling memperhatikan antara hak dan 
kewajibannya. Setelah buruh bekerja maka buruh harus mendapatkan upah sesuai 
dengan kesepakatan antara buruh dan majikan, buruh wajib bekerja dan majikan 
wajib membayar upah. Dalam ajaran islam yang berpedoman pada Al-Qur‟an dan 
Al-Hadits, tak ada satupun ayat ataupun hadist yang mengajarkan untuk saling 
menjatuhkan atau melanggar hak orang lain demi kepentingan pribadi. 
Jika kita menyimak baik-baik ayat-ayat yang menjelaskan tentang buruh, 
maka akan sangat menjamin kesejahteraan ummat. Jika dalam konsep teologis 
semata, maka tidak akan menimbulkan keberatan karena yang berbicara adalah 
nalar iaman. Namun jika ditarik dalam kehidupan bermasyarakat, maka akan 
banyak pertanyaan yang harus dijernihkan. Dalam sejarah, keberhasilan islam 
untuk membangun dunia serta memeratakan rahmat dan kesejahteraan manusia 
memang tak dapat di pungkiri.  
Secara khusus ketika berbicara tentang Indonesia, yang notabenya 
mayoritas penduduknya adalah Muslim, maka yang terlintas dalam fikiran bahwa 
penduduk Indonesia pastih sejahtera karena penduduknya yang mayoritas Islam.  
Namun jika ditijau secara mendalam, konsep islam juga belum berhasil 
mensejahterakan ummat. Kasus korupsi yang tidak ada habisnya, Kolusi, 
Nepotisme, melemahnya supremasi hukum dan yang paling krusial adalah 
persoalan perburuhan. 
Dalam Qur‟an Surah At-Taubah juga menjelaskan tentang persoalan 
pekerjaan. Sebagaimana Allah Taala berkata “ Bekerjalah Kamu,.. Lalu diberikan-
Nya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 
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                        
                     
Terjemahnya 
 dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
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Ayat di atas menjelaskan bahwa setip yang bekerja maka dai berhak 
mendapatkan imbalan sesuai banyak sedikitnya yang dia kerjakan. Artinya setiap 
majikan harusnya memberikan imbalan atau upah yang sesuai dengan yang telah 
dikerjakan oleh orang-orang yang dia pekerjakan. Namun jika melihat kenyataan 
yang ada pada masyrakat terkadang ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Qur‟an 
terabaikan. 
Keikhlasan yang insani tidak mungkin ada tanpa kemerdekaan. 
Kemerdekaan dalam pengertian kerja sukarela tanpa paksaan yang didorong oleh 
kemauan yang murni. Kemrdekaan dalam penegrtian kebebasan memilih 
pekerjaan benar-benar dilakukan sejalan dengan hati nurani. Keikhlasan 
merupakan pernyataan kreatif kehidupan manusia yang berasal dari 
perkembangan tak terkekang dari pada kemauan sebaiknya. Keikhlasan adalah 
gambaran terpenting dari pada kehidupan manusia sejati. 
 Perwujudan menegakkan keadilan yang terpenting dan berpengaruh ialah 
menegakkan keadilan dalam bidang ekonomi atau pembagian kekayaan di antara 
anggota masyarakat atau tidak mengambil hak orang lain. Pembagian ekonomi 
yang tidak merata hanya ada dalam suatu masyarakat yang tidak menjalankan 
prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini mengakui Ketuhanan Yang 
Maha Esa tetapi tidak melaksanakan perintah-Nya adalah sama nilainya dengan 
tidak berketuhanan sama sekali. Sebab nilai-nilai tidakdapat dinyatakan hidup 
sebelum menyatakan dalam amal perbuatan yang nyata. Dalam suatu masyarakat 
yang tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat tunduk dan 
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menyerahkan diri, manusia dapat diperbudak antara lain oleh harta benda. Tidak 
lagi seorang pekerja menguasai pekerjaannya, produksi buruh memperbesar 
kapital majikan,dankapitaltersebut selanjutnya akan memperbudakburuh. Oleh 
karena itu menegakkan keadilan bukan hanya dengan amar ma’ruf nahi mungkar 
sebagaimana diterangkan di muka, tetapi uga melalui pendidikan yang intensif 
terhadap pribadi-pribadi agar tetap mencintai kebenaran dan menyadari secara 
mendalam akan adanya Tuhan. 
Dalam hukum Nasional telah diatur persoalan perburuhan mulai dari 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 Tentang Pernyataan Berlakunya UU Kerja, 
hingga pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dari 
sekian banyaknya UU yang mengatur, seharusnya masalah perburuhan akan 
semakin membaik, bayangkan saja mulai dari tahun 1957 hingga tahun 2003 
pesoalan tersebut sudah mulai perbincangan di kalangan parlemen.  
Hak dan Kewajiban Buruh dan Majikan 
 Secara etimologis, hak mempunyai beberapa arti atau makna. Di dalam 
kamus Al-Muhith, term hak mengandung arti benda, milik, wujud, nyata, benar, 
apa yang dijaga, hakikat, dan yangsebenarnya. Selain itu hak juga bermakna tetap, 
wajib, danpastih. Sedangkan secarata terminologis, hak mempunyai dua 
pengertian. Pengertian yang pertama sama dengan pengertian hukum dalam 
disiplin ilmu ushul fiqh, yaitu “titah pembuat syara” dan juga sama dengan 
peraturan atau undang-undang dalam ilmu hukum. Hak dalam penegrtian yang 
pertama ini jarang dipakai oleh para ulama. Sebaliknya, hak dalam penegrtian 
kedua justru lebih sering dipakai oleh para ulama. Ungkapan seperti: pembeli 
mempunyai hak untuk menegmbalikan yang dibelinya apabila ternyata ada cacat; 
buruh perempuan berhak mendapat perlakuan khusus; serta buruh berhak 
menerima upah untuk memenuhi kebutuhannya, merupakan sederet contoh 
pemakaian kata hak dalam pengertian yang kedua ini.
28
 
 Secara teologis, Allah adalah pemilik yang sebenarnya atas alam semesta. 
Dialah penguasa jagat yang berhak atas segala sesuatu yang ada didalamnya. 
Setiap muslim memng dapat secara bebas mendesai tujuan hidupya, dengan 
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catatan mereka mereka masih mengingat perjanjian primordialnya dengan Allah, 
sebagai kewajiban dan tanggung jawabnya. Hal ini menunjuk pada fakta bahwa 
manusia adalah makhluk satu-satunya yang memperoleh kepercayaan mengemban 
amanat Allah. amanat ini, menurut Alibin Abi Thalib, adalah: “sesatu yang 
diberikan kepada seseoarang sehinggadia mempunyai kekuatan untuk 
menggunakannya seperti yang diperintahkan dan yang diahramkannya.
29
 
Ungkapan tersebut mengandung makna yang mendasar jika dilihatdari 
sudut pandang orang yang dipercaya bahwa ia akan mengelolah amanat itu 
menurut kehendak pemberi amanat. Ini berarti bahwa kehendak Allah merupakan 
standar moral (etika) yang menuntut pengelolaan amanat tersebut. Dengan 
kerangka berfikir tersbut maka jadi wajar jika kemudian syra’ mempunyai hak 
prerogative untuk merumuskan sesuatu (hak), tanpa harus menunggu ketelibatan 
pihak lain. Adapun yang termasuk kategori hak jenis ini adalah bentuk-bentuk 
ritus personal dan privat yang terkait denga bentuk, symbol-simbol, dan bahkan 
ornamen-ornamen yang dibakukan, seperti sujud, ruku’, dan mencium hajar 
aswad dalam pelaksanaan ibadah haji. Dalam kontek ini, yang diperlukan adalah 
penghayatan iman yang bersifat subjektif, individual, dan personal. 
Jika keberagaman yang personal tersebut ditarik kedunia public, apalagi 
pada level Negara, sering kali memunculkan masalah. Hal ini karena simbol-
simbol penghayatan iman tersebut akan berubah fungsi sebagai identitas 
kelompok yang berwajah ganda: kedalam kelompok sendiri akan berfungsi 
merangkul, sementara kelompok lain akan berfungsi menyangkal.  
Perjanjian kerja dinyatakan sah apabila terpenuhi semua rukun-rukunnya. 
Akan tetapi, para ulama tidak sepakat mengenai apa saja yang masuk kategori 
mengenai rukun ijarah. Dalam hal ini, jumhur ulama mendefinisikan rukun 
sebagai unsur integral dalam suatu entitas, yang jika tidak ada akan berakibat pada 
batalnya suatu transaksi. Dalam sebuah transaksi, prinsip paling benar adalah 
kerelaan (ridha) dari kedua belah pihak, sebagai artikulai dari principal-Qur‟an, 
yakni tidak merugikan atau tidak dirugikan. Akan tetapi, karena kerelaan 
                                                             
29
 Abdurrahman Yusuf, The Holy Qur’an: Teks, Translation, dan Commentary, 
(Brentwood: Amana Corporation, 1989), h. 1080 
46 
 
merupakan sesatu yang abstrak dan tersembunyi didalam hati maka perlu 
diwujudkan dalam bentuk shighat (ijab dan qabul) agar tidak terjadi 
kesalapahaman. Ijab dan qabul di dalam sebuah transaksi, yang paling bisa 
dilakukan dengan berbagai cara; bisa dengan perkataan, isyrat, perbuatan, dan 
juga bisa dengan tulisan (kitabah) ataupun dengan mengirim seseorang untuk 
melakukan akad (risalah). Meski demikian, kesemuanya itu harus menunjukkan 
makna yang jelas, dan tidak menimbulkan kesalah pahaman kedua belah pihak. 
a. Ijab dan qabul dengan perkataan 
Para ulama sepakat bahwa semua akad ijarah baru dianggap sah apabila 
dilakukan dengan ungkapan yang jelas. 
b. Ijab dan qabul dengan isyarat 
Para ulama sepakat bahwa akad ijarah boleh dilakukan dengan isyarat, 
baik dalam bentuk gerak anggota badan maupun tulisan, selagi isyarat 
tersebut mampu memberikan makna yang bisa dipahami oleh pihak yang 
melkukan akad. 
c. Ijab qabul dengan perbuatan 
Adapun yang dimaksud ijab qabul dengan perbuatan adalah suatu tindakan 
yang dilakukan tanpa diiringi dengan perkataan oleh kedua belah pihak 
yang melakukan akad atau salah seorang diantara keduanya. Menurut 
jumhur ulama, Akad ijarah boleh dilakukan dengan perbuatan.
30
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Metode 
kualitatif sebagai prosedur berupa kata-kata tertulis atau lisandari orang-orang dan 
perilaku yang dapat diamati. Pandangan lain menyatakan bahwa penelitian 
kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyasuaikan 
metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; 
kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penelitian 
dan responden, dan ketiga metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan 
diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai 
yang dihadapi. Berdasarkan pada kedua pandangan pada uraian sebelumnya, maka 
penelitian kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, 
lalu memberi penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, 
peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan 
langsung dengan factor-faktor yang mempengaruhi Relasi Antara Buruh dan 
Majikan.Lokasi Penelitian, S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsure 
penting yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: 
tempat, pelaku, dan kegiatan
1
. Penelitian tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi Relasi Antara Buruh dan Majikan. 
B. Pendekatan Penelitian 
Dalam proposal ini menggunakan pendekatan sebagai berikut : 
1. Yuridis sosiologis (Sociologys Legal research), yaitu melakukan suatu 
analisis terhadap suatu keadaan masyarakat berdasarkan aturan perundang-
undangan yang berlaku, yang terkait dengan malasalah perburuhan. 
2. Syar’I, yaitu pendekatan dengan menggunakan ilmu syari’ah terkhusus 
Fiqih Islam terkait masalah perburuhan. 
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C. Sumber Data 
1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan (objek 
penelitian). Data  primer dapat diperoleh melalui: wawancara, observasi, test. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan 
dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, 
data sekunder diperoleh melalui: Studi kasus, buku-buku, jurnal, tesis, skripsi, 
serta sumber-sumber lain yang relevan. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan hasil pembahasan yang objektif, penulis 
mengumpulkan data yang diperoleh dengan menggunakan beberapa metode 
antara lain: 
1. Observasi  
Observasi adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut 
lingkungan fisiknya dan ataau pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang 
berjalan. Dengan teknik observasi dapat mendapatkan lingkungan fisik dari 
kegiatan-kegiatan, misalnya tata letak fisik peralatan, penerangan, gangguan suara 
dan lain-lain. Selain itu dapat mengukur tingkat suatu pekerjaan, dalam hal waktu 
yang di butuhkan untuk menyelesaikan suatu unit pekerjaan tertentu. 
2. Dokumentasi 
Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-
dokumen dan arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan. 
3. Wawancara 
Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang dengan cara Tanya 
jawab guna memperoleh keterangan secara terperinci. Jelas dan langsung dari 
pihak-pihak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti. 
E. Instrumen Penelitian 
Pedoman Wawancara 
Pedoam wawancara dilihat dari aspek (guidea) wawancara dalam proses 
pengambilan data. Wawancara dapat dibedakan menjadi tiga yaitu terstruktur, 
bebas, dan kombinasi. Wawancara terstruktur yaitu wawancara dimana peneliti 
ketika melaksanakan tatap muka dengan responden menggunakan pedoman 
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wawancara yang telah disiapkan lebih dahulu. Wawancara bebas atau wawancara 
tidak terstruktur yaitu wawancara dimana peneliti dalam menyampaikan 
pertanyaan pada responden tidak menggunakan. Sedangkan wawancara kombinasi 
karena peneliti menggabungkan antara wawancara bebas dan wawancara 
terstruktur. 
Adapun alat dokumentasi yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan 
selama proses penelitian yaitu: 
a. Recorder (alat perekam suara) 
Hal ini bertujuan untuk memudahkan pewawancara mengingat kembali 
mengenai wawancara yang telah dilakukan. Sehingga dapat membantu dalam 
pembuatan report dan analisanya. 
b. Kamera  
Digunakan untuk kepentingan arsip dan juga untuk mencegah terjadinya 
pelaksanaan wawancara dengan responden yang sama agar informasi yang di 
berikan tidak biasa. 
c. Catatan Lapangan 
Hal ini digunakan sebagai informasi tambahan (factor pendukung). Dalam 
melukan analisa 
d. Alat Tulis Menulis 
Yaitu pulpen dan buku, digunakan sebagai alat untuk mencatat hasil 
wawancara agar informasi iotu tidak hanya terekam dalam ingatan tapi juga 
tercatat baik dalam tulisan. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Teknik Pengolahan Data 
Ada beberapa tekhnik yang digunakan yaitu: 
a. Penyusunan Data 
Data yang sudah ada perlu dikumpulkan semua agar mudah untuk 
mengecek apakah semua data yang dibutuhkan terekap semua. Kegiatan ini 
dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. Penyusunan data harus dipilih 
data yang ada hubungannya dengan penelitian, dan benar-benar otentik. Adapun 
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data yang diambil melalui wawancara harus dipisahkan antara pendapat responden 
dan pendapat interviwer. 
b. Klasifikasi Data 
Klasifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan 
memilih data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan 
ditentukan oleh peneliti. Keuntungan klasifikasi data ini adalah untuk pengujian 
hipotesis. 
c. Pengolahan Data 
Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah 
dirumuskan. Hipotesis yang akan diuji harus berkaitan dan berhubungan dengan 
permasalahan yang akan diajukan. Semua jenis penelitian tidak harus behipotesis 
akan tetapi semua jenis penelitian wajib merumuskan masalahnya, sedangkan 
penelitian yang menggunakan hipotesis adalah metode eksperimen. Jenis data 
akan menentukan apakah peneliti akan menggunakan tekhnik kualitatif atau 
kuantitatif. Data kualitatif diolah dengan mengunakan tekhnik statistika baik 
statistika non parametik maupun statistika parametik. Statistika non parametik 
tidak menguji parameter populasi akan tetapi yang diuji adalah distribusi yang 
menggunakan asumsi bahwa data yang akan dianalisis tidak terikat dengan adanya 
distribusi normal atau tidak harus berdistribusi normal dan data yang banyak 
digunakan untuk statistika non parametik adalah data nominal atau data ordinal. 
d. Interpretasi Hasil Pengolahan Data 
Tahap ini menerangkan setelah peneliti menyelesaikan analisis data 
dengan cermat. Kemudian langkah selanjutnya peneliti menginterpretasikan hasil 
analisis akhirnya peneliti menarik suatu kesimpulan yang berisikan intisari dari 
seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan membuat rekomendasinya. 
Menginterpretasikan hasil analisis perlu diperhaikan hal-hal antara lain: 
interpretasi tidak melenceng dari hasil analisis, interpretasi harus masih dalam 
batas kerangka penelitian, dan secara etis peneliti rela mengemukakan kesulitan 





2. Analisi Data 
Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data. 
Mengorganisasikannya kedalam pola, kategori, dan kesatuan uraian dasar. Data 
yang diperoleh dari primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan 
rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang 
jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis yang berupaya memberikan 
gambaran yang jelas dan kongkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif 
dan selanjutnya data tersebut dibahas secara deskriptif yaitu menjelaskan, 
menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat 
kaitanya dengan penelitian ini. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji 
Credibility (Validasi Internal), transferability (validasi external), dependability 
(reabilitas) dan comfirmability (obyektivitas). 
1. Uji kredibilitasi 
Dalam bukunya Sugiono (2012) menjelaskan uji kredibilitas data atau 
kepercayaan terdapat data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan: 
a. Perpanjangan Pengamatan 
Dengan perpanjangan pengamatan berarti penelitian kembali kelapangan, 
melakukan pengamatan, wawancara lagi sumber data yang pernah ditemuai 
maupun yang baru. 
b. Meningkatkan Ketekunan 
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 
cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan 
urutan peristiwa akan dapat direkam secara pastih dan sistematis. Dengan 
meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali 
apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. 
c. Triangulasi 
Menurut Wiliam Wiresma (dalam Sugiono,2012) triangulasi dalam 
pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 
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dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi 
sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. 
d. Analisis kasus negatif 
Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil 
penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti 
penelitian mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang 
telah ditemukan. 
e. Menggunakan Bahan Referensi 
Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung 
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. 
f. Mengadakan Member Check 
Member check adalah proses mengecek data yang diperoleh peniliti 
kepeda pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa 
jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. 
2. Pengujian Transferability 
Transfebility merupakan validasi eksternal dalam penelitian kualitatif. 
Supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada 
kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian yang telah didapat, maka peneliti 
dalam mebuat laporamnnya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, 
dan dapat dipercaya. 
3. Pengujian Defendability 
Dalam penelitian kualitatif, uji defendability dilakukan dengan melakukan 
audit terhadap keseluruhan proses penelitian oleh auditor yang independen, atau 
pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan 
penelitian. 
4. Pengujian Comfirmability 
Dalam penelitian kualitatif, uji komfirmability mirip dengan defendability, 





PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP RELASI ANTARA BURUH 
DAN MAJIKAN DALAM HUKUM NASIONAL 
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian 
Dalam beberapa literatur yang sempat penulis baca, termasuk buku, 
penelusuran website, dan blog di internet, penulis menyimpulkan bahwa nenek 
moyang orang Mamasa berasal dari Ulu Sa‟dan, Tanah Toraja, hal tersebut 
memang bisa dibuktikan secara kasat mata berdasarkan beberapa fakta yang 
tersimpan hingga sekarang ini. Di contohkan pada kesamaan bahasa, budaya, dan 
kesenian. 
Dalam beberapa literatur yang sempat penulis baca menyebutkan bahwa 
Mamasa adalah sebuah tempat yang berada di sebelah barat Tanah Toraja dan 
sering disebut Toraja Barat, pada zaman kekuasaan Kolonial Belanda. Hampir 
semua catatan tentang Mamasa menyebutkan, bahwa dalam kisaran cerita yang 
diturunkan secara turun temurun. Tentang enam orang bersaudara, berbadan besar 
dan tegak dari Ulu Sa‟dang (wilayah ini dalam Kabupaten Tanah Toraja). 
Berjalan melakukan pengembaraan. Mereka itu bernama Puang Rimulu, 




Tak ada satupun literatur yang menceritakan asal muasal dari keenam 
bersaudara tersebut, yang ada dalam setiap literature bahwa keenam bersaudara 
tersebut kemunculannya dari Ulu Sa‟dang tidak diketahui dari mana asalnya. 
Keenam bersaudara tersebut kemudian saling berpisah dan memilih arah 
pengembaraannya, Puang Rimulu memilih untuk tinggal di Rantepao, Lando 
Guntu Ke Duri (Kab.Enrekang), Lombe Susu ke Lohe Galumpang, Bombong 
Langi Ke Masumpu, Lando Belue ke Bone (mungkin Kab. Bone di Sulawesi 
Selatan). Sementara Pongka Padang terus berjalan ke Barat hingga ke Tabulahan. 
Pada kisahnya, Pongka Padang yang kemudian disebut oleh orang-orang 
Mamasa sebagai Nene‟ Pongka Padang dalam perjalanannya dari Ulu Sa‟dang, 
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ditemani oleh dua orang pengiringnya, masing-masing membawa Gong pedang 
dan Sepu‟ (Jimat-jimat, Pakaian dan Lain-lain). Dalam perjalanannya salah 
seorang pengiring Pongka Padang kemudian meninggal disebuah gunung yang 
bersuhu dingin di bawah nol derajat celcius. Akibat kepergian pengawal setianya 
tersebut Pongka Padang sangat bersedih hingga Pongka Padang menguburkannya 
di tempat itu juga, dan gunung itu diberi nama Mambulillin sesuai nama 
pengawalnya tersebut. Hingga sekarang, Gunung Mambulillin yang bisa di lihat 
dengan jelas dari Dusun Rante Pongko, Kec.Mamasa, menjadi legendaris dan 
merupakan salah satu obyek wisata alam yang sangat prospek di Kab.Mamasa. 
Tentang nama Mambulillin, penulis melihatnya sebagai nama yang telah 
menjadi milik masyarakat Mamasa secara luas, bahkan tempat mobil angkutan 
umum dari Polewali ke Mamasa, di beri nama Mambulillin, bahkan ada beberapa 
nama perusahaan menggunakan Mambulillin. Mungkin karena Mambulillin 
melekat pada nama sebuah gunung. Lebih uniknya lagi, meskipun telah dikisah 
ceritakan secara meluas bahwa Mambulillin itu adalah pengiring dari nene‟ 
Pongka Padang, moyang dan pemimpin orang Mamasa, Mambulillin ini melewati 
ketenaran dari Tuannya di masa sekarang ini. Perlu diberi catatan, untuk 
mengenang kebesaran moyangnya, beberapa daerah memberi nama jalan di 
kotanya sesuai nama orang tersebut, termasuk nama gedung, ruang pertemuan 
atau tempat umum yang mudah di ingat oleh masyarakat. Misalnya dikenal 
Baruga Batara Guru, ruang pertemuan La Galigo, Stadion Si Jalak Harupat dan 
lain-lainnya. 
Pongka Padang adalah orang yang tidak butuh ketenaran, anti kekerasan 
hingga mewariskan “ada tuo” serta sangat mencintai kehidupan yang damai. 
Dalam perjalanan panjangnya Nene‟Pongka Padang kemudian bertemu dengan 
seorang Perempuan yang bernama To Rije‟ne. keduanya lalu menjadi suami istri 
dan menetap di sebuah tempat yang bernama Buntu Bulo,
2
 To Rije‟ne kemudian 
melahirkan anak-anak mereka yang berjumlah tujuh orang. Dari tujuh orang 
tersebut kemudian lahir sebelas cucu Pongka Padang. Inilah yang kemudian 
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menurunkan orang-orang Mamasa secara khusus dan Sulawesi Barat secara 
Umum, masing-masing Dettuanna di Tabulahan, Ampu Tengnge‟ (tammi) di 
Bambang, Daeng Matana di Mambi, Ta Ajoang di Matangnga, Daeng Malulung 
di Balanipa(Tinambung), Daeng Maroe di Taramanu‟ (Ulu Manda‟), Makke 
Daeng di Mamuju, Tambuli Bassi di Tappalang, Sahalima di Koa (Tabang), 




Menurut Octavianus Danunan salah satu Tokoh dan pendiri group 
Kondosapata  yang di publis Mamasa On Line, menyebutkan bahwa wilayah itu 
adalah sebagian besar Kab. Mamasa, dan secara luas Kondosapata, meliputi 
daerah pesisir, Mamuju (Pamboang)Ulu Manda‟ sampai ke daerah Binuang. 
Sementara daerah pedalaman mencakup Tabulahan (Rantebulahan), Bambang, 
Mambi, Aralle, Matangnga, Malabo (Tandu Kalua) Balla, Mamasa, Sesena 
Padang, sampai kewilayah Tabang. Mulai dari suppiran, Sepang, Messawa, 
Tabone Sumarorong, Pana‟. 
Kondosapata menurut publish-an tersebut. “Wilayah tanah adat yang di 
diami sekelompok orang dan memiliki prinsip-prinsip hidup yang sangat baik, 
beradab, punya falsafah yang sangat kokoh, berfungsi untuk mengikat  
masyarakat sosial yang ada didalamnya, saling menghargai, saling menghormati, 
saling menyayangi agar tetap hidup dalam kekeluargaan, rukun dan damai. ( 
Octavianus Danun, dalam Mamasa Online). Prinsip atau falsafah hidup yang 
mengikat secara kuat manusia-manusia yang mendiami kondosapata serta 
memperjelas keberadaan itu diwujudkan prinsip dan kebiasaan hidup yang 
tercermin dalam bahasa, adat istiadat, upacara, agama dan kehidupan sosial 
umum. Prinsip saling menghargai dan menghormati terdapat dalam ungkapan, 
sitayuk, sikamase, srendeng maya maya, artinya saling menghormati, saling 
menghargai, saling mengasihi, dan saling mengangkat satu dengan yang lainnya. 
Dari Kondosapata inilah yang kemudian menjelma menjadi Kab.Mamasa. sebuah 
kabupaten  yang di jazirah pulau Sulawesi, di sela-sela pegunungan dengan alam 
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yang indah, kaya budaya dan didiami manusia-manusia mendambakan 
keselarasan untuk hidup aman tentram dan damai. 
Tentang Mamasa terkini Kabupaten Mamasa adalah salah satu wilayah 
tingkat II di provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di 
Mamasa, sekitar 340 km dari kota Makassar, dapat ditempuh sekitar 9 hingga 11 
jam dari kota Makassar menggunakan kendaraan umum. Kabupaten Mamasa 
didirikan disaat secara administratif masih berada dalam wilayah provinsi 
Sulawesi Selatan dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 
tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo. 
Kabupaten Mamasa memiliki batas wilayah yang meliputi, sebelah utara 
Kabupaten Mamuju, sebelah selatan Kabupaten Polewali Mandar, sebelah barat 
kabupaten Tanah Toraja dan kabupaten Pinrang (dalam wilayah provinsi Sulawesi 
Selatan). 
Kabupaten Mamasa awalnya terdiri dari 4 Kecamatan, yakni kecamatan 
Mamasa, Mambi, Sumarorong, dan Pana, kemudian berkembang menjadi 17 
kecamatan dan 123 kelurahan/desa. Jumlah penduduk Kabupaten Mamasa 




Kabupaten Mamasa pada sektor pertanian cukup berkembang, meliputi 
diantaranya padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, kacang 
kedelai, sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan sektor perkebunan kabupaten ini 
cukup potensial untuk perkebunan kopi maupun kakao, yang dikelola petani 
secara tradisional. Tanaman kopi yang dihasilkan petani kabupaten Mamasa, 
semasa masih menjadi bagian dari kabupaten PolMas telah memberikan 
kontribusi dalam mengangkat nama PolMas sebagai penghasil kopi, bahkan tidak 
sedikit kopi asal Mamasa yang dipasarkan di daerah tetangga seperti di kabupaten 
Tanah Toraja. Pada sektor peternakan, diarahkan untuk meningkatkan populasi 
dan produksi ternak untuk memenuhi komsumsi masyarakat akan makanan 
bergizi, disamping itu juga digunakan untuk meningkatkan pendapatan peternak. 
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Di antara populasi ternak yang berkembang di kabupaten Mamasa adalah ternak 
sapi, kerbau, kuda, dan babi. Sedangkan untuk jenis unggas adalah ayam 
kampung, ayam ras dan itik lokal. 
Kabupaten Mamasa merupakan destinasi utama Pariwisata di Privinsi 
Sulawesi Barat. Karena wilayah kabupaten Mamasa berada di pegunungan yang 
masih hijau. Di dalam hutan hijau itu dihuni oleh beragam satwa langka. Beberapa 
suku terkenal juga tinggal di kawasan itu, di antaranya suku Toraja, Mandar, 
Bugis, Makassar dan lain-lain. Daerah yang luasnya mencapai 2.759.23 km² 
ternyata menyimpan potensi wisata yang menggiurkan. Salah satunya adalah 
Mamasa kota- ibu kota kabupaten Mamasa yang saat ini menjadi incaran para 
wisatawan. Pasalnya, kota Mamasa adalah satu-satunya kota kabupaten yang 
memiliki panorama alam sejuk, segar dan indah. Tak heran jika sebagian besar 
wisatawan yang berkunjung di tempat ini menyebutnya sebagai “kota kembang” 
atau “kota sejuk” di jazirah Sulawesi. Entah kapan dan siapa yang memulai 
menyebut Mamasa sebagai kota kembang. Sumber informasi di Mamasa 
menyebutkan, julukan “kota kembang” sudah ada sejak dulu, bahkan telah 
menjadi tempat peristirahatan tempo dulu. 
Kabupaten Mamasa memiliki puluhan objek  wisata, antara lain objek 
wisata permandian air panas  Kole Rambusaratu, air terjun Liawan, air terjun 
Sollokan, air panas alam Malimbong, wisata air terjun Sambabo. Selain itu, di 
Kabupaten Mamasa juga terdapat objek wisata bagi turis yang suka mendaki 
sambil menikmati panorama alam sejuk, yakni pendakian kepuncak Gunung 
Mambulillin, wisata jalan kaki menikmati panorama Mussa Ballapeu dan Sesena 
Padang. Objek wisata air terjun Liawan berada di wilayah Kecamata Sumarorong, 
permandian air panas alam Malimbong, Kecamatan Messawa. Serta objek wisata 
yang berada di lokasi jalan poros kabupaten Polewali-Mamasa sebagai pintu 
gerbang wisata Kabupaten Mamasa dari arah selatan. 
Bagi wisatawan remaja dan orang tua berjiwa muda dan senang jalan kaki, 
sebaiknya tak perlu ragu. Di kabupaten Mamasa terdapat objek wisata jalan kaki 
yang paling banyak diikuti kaum muda, yakni mendaki ke puncak gunung 
Mambulillin. Lokasi Gunung Mambulillin dapat dilihat bila kita berada di kota 
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Mamasa. Selain menikmati keindahan gunung, pengunjung dapat pula menikmati 
kesejukan air terjun Mambulillin. Objek wisata yang cukup menarik ialah 
panorama Mussa Ballapeu. Lokasi wisata ini berada di ketinggian 1.600 MDPL 
dan ditempuh dengan berjalan kaki.
5
 
PT Passokorang berdiri sekitar 35 tahun yang lalu di Mamuju saat itu 
masih Prov. SUL-SEL. Sebelum menjadi PT. Passokorang awalnya perusahaan 
ini adalah toko bangunan. Setelah beberapa tahun kemudian menjadi toko 
bangunan pemilik perusahaan kemudian mulai merintis sebuah perusahaan 
kontruksi, dan akhirnya bisa menjadi sebagai perusahan besar seperti saat ini. 
Dikantor pusat PT Passorang yang ada di Makassar tepatnya di Jl Landak 
No 11 mempekerjakan kurang lebih dari sepuluh orang  dengan empat bidang 
pertama logistik, kedua tehnik, ketiga pajak, dan keempat keuangan. Keempat 
bidang ini masing-masing memilii dua sampai tiga orang staf jadi jumlahnya 
sedikit. Selebihnya tenaga kerja PT. Passokorang berada di kantor cabang. 
 PT. Passokorang memiliki dua bagian tenaga kerja yaitu pagawai kantor 
dan tenaga kerja langsung. Pegawai kantor adalah orang orang-orang yang 
direkrut berdasarkan keahliannya dan juga pendidikannya. Sedangkan tenagakerja 
langsung atau buruh kasar direkrut berdasarkan tenaganya  tidak terlalu melihat 
latarbelakang pendidikannya yang jelas mau berkerja, tenagakerja langsung 
direkrut oleh subkontraktor, sementara pegawai kantor direkrut oleh orang-orang 
kantor dan mengikutii beberapa tes sebagai salah satu syarat untuk bisa bergabung 
di PT Passokorang. 
Detail data badan usaha PT. Passokorang, alamat Jl.Landak Baru, kota 
Makassar, No. 11. 
1. Lintje Thomas (Komisaris) 
2. Wilianto Tanta (Komisaris Utama) 
3. Usman (Direktur V) 
4. Ir. Arifin Arsyad (Direkur I) 
5. Herman Tanasal (Direktur IV) 
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http://www.Tonenebece.blogspot.com/2014/12/keabsahan sejarah-mamasa.html?.1 
diakses 14 oktober 2018. 
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6. Ir. H. Muhammad Idrus Terban (Direktur Utama) 
7. Ir. Hamsijar Ilham (Direktur III) 
8. Nasir Daud (Direktur II). 
Dalam sepanjang sejarah perjalanan PT. Passokorang tidak selalu berjalan 
mulus. Banyak hal yang dilalui, bahkan pernah PT Passokorang dianggap kerap 
bermasalah sehingga aktivis Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa meminta agar 
PT. Passokorang tidak lagi dilibatkan dalam proses tender. Sehubungan dengan 
ditolaknya Kasasi PT. Passokorang soal kasus proyek jalan di Sulawesi Barat, 
melalui putusan Mahkama Agung putusan Nomor 430K/Pdt. Sus-KKPU/2015 
tertanggal 31 Agustus 2015, kembali menguatkan putusan Pengadilan Negeri 
Makassar No. 238/Pdt.Sus-KKPU/2014/PN Mks. Tertanggal 12 februari 2015 dan 
puusan KPPU No. 09/KPPU-L/2013 tertanggal 20 juni 2014 mengenai dugaan 
pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 pada satuan kerja pelaksana jaminan nasional 
provinsi Sul-Bar tahun anggaran 2012, untuk lima paket pekerjaan, tentunya 
putusan hukum ini menguatkan agar PT. Passokorang tidak diikutkan lagi pada 
proses tender, karena dicap perusahaan ini sudah cacat. 
B. Relasi Antara Buruh dan Majikan dalam Penentuan Upah dan Jam Kerja di 
PT. Passokorang 
Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 1 angka 30 
telah dijelaskan mengenai upah. Bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang harus 
diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja 
yang pembayarannya telah ditetapkan berdasarkan suatu perjanjian kerja, 
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 
pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau yang telah atau akan 
dilakukan. Mengenai waktu kerja telah diatur dalam Undang-Undang 
Ketenagakerjaan dalam pasal 77 ayat (1) “setiap pengusaha wajib melaksanakan 
ketentuan waktu kerja, ayat (2) “waktu kerja meliputi 7 jam 1 hari, 40 jam 1 
minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam 1 hari, 40 jam 1 minggu 
untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Kemudian dalam pasal 78 ayat (1) “pengusaha 
yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 77 ayat (2) harus ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan 
dan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3jam dalam 1 hari 
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dan 14jam dalam 1 minggu. Dan ayat (2) pengusaha yang mempekerjakan 
pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
membayar upah kerja lembur. Dan dalam pasal 79 ayat (1) “pengusaha wajib 
memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh, ayat (2) waktu istirahat 
dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi: 
a. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah 
bekerja selama empat jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut 
tidak termasuk jam kerja, 
b. Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam satu minggu atau 2 
hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu, 
c. Cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja/buruh 
yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan terus menerus dan, 
d. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada 
tahun ketujuh dan delapan masing-masing 1 bulan bagi pekerja/buruh 
yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus menerus pada 
perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak 
berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun berjalan dan 
selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6tahun. 
Kemudian ayat (3) “pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat 2 huruf c diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau 
perjanjian bersama”. 
Menurut pak Ilham yang merupakan salah satu kariawan tetap PT. 
Passokorang yang bekerja dibagian keuangan, menurutnya bahwa: 
Dalam hal relasi, di PT. Passokorang terbagi atas beberapa bagian yaitu 
pertama pihak perusahaan (kontraktor), kedua pengawas, dan yang ketiga 
sub kontraktor. Kontraktor merupakan pihak yang ditetapkan oleh pemilik 
proyek untuk mengatur pelaksanaan kegiatan kontruksi. Pengawas 
merupakan pihak yang ditetapkan langsung oleh perusahaan terkait untuk 
mengawasi para pekerja. Sub kontraktor merupakan pihak ketiga yang 
berhubungan langsung dengan pekerja fisik atau buruh. Jadi semua 
keperluan buruh harus melalui subkon, begitupun dengan upah atau gaji, 
subkon mengajukan permohonan keperusahaan untuk membayar upah 
pekerja. Pihak perusahaan menyetujui permohonan tersebut dan 
mencairkan sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan. Pihak perusahaan 
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tidak berhubungan langsung dengan buruh baik dalam perekrutan buruh 
maupun dalam hal pemberian upah
6
. 
Buruh yang bekerja di PT. Passokkorang pada dasarnya memang 
mendapat upah, namun upah yang mereka terima relative rendah seperti 
pernyataan Abdullah, 
Sappulo alloma kado‟ ma‟jama ampo u‟dapi aha tau digaji, sementara 
janjina bos dihitung per allo tau ma‟jama. Issanganna kanna pitu allona 
digaji borang tau. Ampo selama inde e sappulo allo tadeengpi dibaja‟ 
pa‟jamaku7.  
Saya sudah bekerja selama sepuluh hari tapi belum digaji, sementara 
perjanjian dengan bos, gaji dihitung perhari. Dan setiap tujuh hari kerja bos akan 
membayar pekerjaan tersebut, namun selama sepuluh hari ini pekerjaan saya 
belum dibayar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan pada pekerja di 
PT. Passkorang yang dalam hal ini upah yang dikelolah oleh subkontraktor atau 
pihak ketiga setelah perusahaan, memang sudah menyalahi aturan, sebagaimana 
dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 88 (1) disebutkan 
bahwa setiap pekerja/buruh barhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemusiaan. Kemudian dalam pasal 90 (1) juga 
disebutkan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah 
minimum. Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan artinya kebijakan yang 
berkaitan dengan perlindungan hak-hak pekerja. 
Senada dengan pernyataan Abdullah hal yang sama juga di ucapkan oleh 
Bahri yang juga merupakan salah satu pekerja jalan atau merupakan tenagakerja 
PT. Passokkorang.  
Urusang gaji handing mai‟dinna mo ma‟jamai tau pitu allona atau 
samminggu di bajak 560.000 berarti hitungan 80.000 mesa allo. Ampok 
kado‟ tallung bulangku ma‟jama mempola di PT. Passokorang mane 
pissangnga mantahima 560.000, mulaia ma‟jama jam tujuh soho‟ak jam 
ampa‟ atau jam lima karuheng. Mo kupelajari setiap mantahima tau gaji 
mala kuoa dai menentu carana manggaji, aka‟ biasa si 400.000 supu 
kutahima setiap samminggu biasa duka kuhangke saidi‟. Hali pissang 
                                                             
6
Ilham, (28 tahun), keuangan, wawancara, kantor Pusat PT. Passokorang 13 november 
2018. 
7
Abdullah, (30 tahun), buruh, wawancara, Mambi 23 Oktober 2018. 
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ma‟jamakang tanggul ampok uhang dahi indo tanggulki hompo aka‟ nahoa 
uhang terpaksa kisallei sala indo tanggul, u‟dangkang digaji aka‟ 




Menurut Bahri dalam sistem pengupahan paling banyak yang Bahri terima 
dalam 7 hari kerja atau selama satu minggu sebanyak Rp. 560.000, jika dihitung 
perhari berarti upah Bahri Rp. 80.000/hari. sudah 3 bulan Bahri bekerja di PT. 
Passokkorang baru sekali Bahri mendapat upah sebanyak Rp. 560.000, Bahri 
masuk kerja mulai jam 7.30pagi sampai jam 04.00 sore kadang juga sampai jam 
05.00sore. dan sistem pengupahannya tidak menentu kadang 80.000/hari kadang 
juga 50.000/hari bahkan pernah 30.000/hari. bahkan pernah terjadi tanggul yang 
dikerja Bahri rubuh karena terkena hujan, Bahri dan beberapa rekannya harus 
mengganti rugi tanggul yang rubuh tersebut atau harus di kerja ulang tanpa 
dibayarkan upahnya dengan alasan bahwa itu adalah kelalaian pekerja bukan 
kelalaian perusahaan ataupun kontraktor. Perusahaan hanya menyediakan bahan 
namun upahnya tidak bayar.  
Jika menyimak ungkapan dari Bahri tentang pengupahan yang tidak 
menentu, hal tersebut juga sudah menyalahi aturan sebagaimana dalam pasal 91 
(1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 dikatakan bahwa: 
1. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara 
pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak 
boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih 
rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib 
membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
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Singkatnya bahwa sistem pengupahan untuk sebuah pekerjaan di sebuah 
perusahaan tidak boleh tidak menentu sebab dalam perjanjian kerja atau kontrak 
kerja telah di sepakati hal tersebut dan Undang-Undang telah mengaatur tentang 
perjanjian kerja atau kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja. 
Untuk perlengkapan kerja noa pano rumpi, heleng, anna laras dai duka rata 
atinya dakang nahoa asang anna pissang supu tau dibea selama bekerja. 
Minggu pertamatau ma‟jama yak suleng bos mebaheang perlengkapan 
ampok anu dai tama ma‟jama yak dan neik aha perlengkapanna nappai dai 
mala dialaang, naoa bos berarti dai neik serius ma‟jama.9 
Mengenai Kesehatan Keselamatan Kerja menurut Rustam yang sudah 
bekerja selama 4 bulan, baik dari perlengkapan kerja seperti: rumpi, helem, laras 
dan lain-lain, pembagiannya tidak merata dan hanya dibagikan satu kali selama 
bekerja. Pada saat minggu pertama kerja pihak perusahaan turun kelapangan 
membawa perlengkapan dan dibagikan kepada pekerja, namun jika ada pekerja 
yang tidak masuk kerja pada saat pihak perusahaan datang maka mereka tidak 
mendapat pembagian dengan alasan perusahaan bahwa mereka tidak serius 
bekerja. 
Kadok talungbulmma ma‟jama ampok dai kodik aha 
perlengkapanku, aka‟ wattunna pembagian daia‟ tama ma‟jama aka‟ 
kupasolai ana‟ku aka‟ dirawat di rumah sakit. Halima duka‟ mapelau 
umbaik ahangpentallung, naoa deik bos lamebahaang ampok sampai dinoa 
yak dake inde aha sule. Untuk BPJS dai kami aha pengingsangki aka‟ 
moahakang masaki atau keluargaki masaki yak kami mantanggung 
angkoso‟na dai aha napengngingsangngi bos.10  
Hal yang sama juga di ucapkan oleh Safar yang juga sudah bekerja selama 
3 bulan dan tidak mendapat pembagian sebab pada waktu pembagian Safar tidak 
masuk kerja karena menemani anaknya yang sedang dirawat di Rumah Sakit. 
Menurut pak Safar sudah tiga kali minta rumpi, helem, dan laras namun pak Safar 
hanya dijanji untuk dibawakan dan sampai sekarang perlengkapan tersebut belum 
juga ada. Mengenai kesehatan kerja pihak perusahaan mungkin hanya 
menyediakan BPJS Ketenagakerjaan kepada kontraktor, dan kariawan kantor. 
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 Rustam, (40 tahun), buruh, wawancara, Timbaan  23 Oktober 2018. 
10
Safar, (38 tahun), buruh, wawancara, Ralleanak 24 Oktober 2018. 
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Untuk buruh atau pekerja kasar mereka tidak punya hak untuk hal itu, kalaupun 
ada yang sakit biaya rumah sakit atau obat ditanggung oleh buruh itu sendiri. 
Jika menyimak ungkapan dari kedua buruh tersebut dapat disimpulkan 
bahwa ada kelalaian atau kekeliruan dalam pemberian jaminan kesehatan dan 
keselamatan kerja kepada buruh atau pekerja. Sebagaiman dalam pasal 86 UU No. 
13 Tahun 2003 disebutkan bahwa: 
1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan 
atas: 
a. Keselamatan dan kesehatan kerja; 
b. Moral dan kesusilaan; 
c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai 
agama. 
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan 
prduktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan 
dan kesehatan kerja 
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa setiap orang ataupun buruh 
yang dipekerjakan harus dilindungi dan dijamin akan kesejahteraanya, dengan 
memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan. 
Pernyataan yang menarik dari salah satu pengawas atau pelaksana kerja 
PT. Passokkorang yaitu Pak Darwis yang sudah bekerja selama 1 tahun lebih 
namun sampai saat ini belum juga mendapat BPJS Ketenagakerjaan. 
Saya tidak tau pasti berapalama kita bekerja di sebuah perusahaan baru 
kita bisa punya BPJS Ketenagakerjaan, yang saya tau kalau sudah 6 bulan 
mengikut sama perusahaan maka kita hurus punya BPJS 
Ketenagakerjaan
11
. Sementara pernyataan dari Pak Dahri yang juga 
merupakan pegawai kantor PT. Passokkorang yang pada saat wawancara 
menurutnya bahwa semua tenaga kerja di PT. Passokkorang mulai dari 
perlengkapan kerja sampai pada keselamatan kesehatan kerja semuanya 
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. Terutama buruh atau tenagakerja yang 
merupakan pekerja fisik mereka harus dilengkapi perlengkapannya. 
Pernyataan dari Darwis tersebut menunjukkan bahwa pihak perusahaan 
juga lalai mengenai BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dalam UU No. 24 Tahun 
2011 dalam pasal 14 menjelaskan bahwa “setiap orang, termasuk orang asing 
yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta 
program jaminan sosial”. Sementara Darwis yang sudah bekerja selama kurang 
lebih satu tahun belum juga memiliki BPJS Ketenagakerjaan, hal inilah yang 
penulis maksud sebagai kelalaian.  
Alasan mengapa para pekerja tetap  betah ikut di PT. Passokorang karena 
mereka punyai keluarga yang harus mereka hidupi, mau tidak mau mereka harus 
terima hal tersebut karena hanya pekerjaan itulah yang mereka bisa dapatkan 
selain bertani dan ternak. Keluh kesah terkadang mereka saling berbagai namun 
hanya sebatas keluh dan kesah saja tanpa ada tindakan, sebab jika mereka tidak 
terima hal tersebut maka mereka akan dikeluarkan atau di pecat dan di carikan 
pengganti. Dan yang membuat semangat mereka untuk tetap bekerja selain 
keluarga, dalam fikiran mereka bahwa pembangunan ini untuk kampung kita 
sendiri dan yang akan menikmati adalah kita sendiri, jika jalanan bagus maka 
akan semakin mudah untuk memasarkan hasil kebun ataupun hasil ternak kita.   
Hukum nasional telah menjelaskan dalam naskah UU No. 13 tahun 2003 
tentang perburuhan, sebagaiman ada beberapa hak buruh yang harus terpenuhi 
setelah buruh telah terikat dengan kontrak kerja. Yaitu: 
1. Hak mendapatkan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan 
kompetensinya (pasal 11, 18 dan 23); 
2. Hak mendapatkan pekerjaan dan penghasilan (pasal 31); 
3. Hak mendapatkan kesehatan dan perlindungan kerja (pasal 86); 
4. Hak untuk beribadah sesuai dengan ajaran agamanya (pasal 80); 
5. Hak memperoleh penghasilan yang layak (pasal 88); 
6. Hak mendirikan dan menjadi anggota serikat buruh (pasal 104); 
7. Hak melakukan mogok kerja.13 
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C. Kesesuaian Antara Buruh dan Majikan dalam hal pengupahan sesuai 
dengan Ketentuan UU. No 13 Tahun 2003 
1. Pengertian Upah dan Cara Perhitungannya 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 
2003, Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 
pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau yang telah atau akan 
dilakukan. 
Upah adalah sarana yang digunakan pekerja untuk meningkatkan kesejahte
raannya. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 31 UU No. 13 Tahun 2003 
disebutkan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan 
kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di 
dalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak lengsung 
dapat mempertinggi produktivitas kerja dan lingkungan kerja yang sama dan 
sehat.  
Berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 
13 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh 
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk 
mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan 
kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. 
Upah pokok adalah imbalan dasar yang di bayarkan kepada pekerja 
menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan. Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan 
dengan pekerjaan, yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya, 
serta dibayarkan dalam satu waktu yang sama dengan upah pokok (misalnya 
tunjangan istri, anak, perumahan, kemahalan, tunjangan daerah, dan lain-lain). 
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Abdul Jalil, Teologi Buruh, (Yogyakarta: LKiS, 2008), hlm. 168-211. 
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Tunjangan uang makan/transportasi dapat dimasukkan dalam komponen 
tunjangan tetap, apabila tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran, dan 
diterima secara tetap menurut satuan waktu harian atau bulanan. 
Tunjangan tidak tetap, yaitu tunjangan yang diberikan dalam 
pembayarannya berdasarkan kehadiran pekerja menurut satuan waktu (misal, uang 
transportasi, uang makan, dan lain-lain) 
Pendapatan Non-upah, berupa fasilitas dan bonus. Fasilitas merupakan 
suatu kenikmatan yang diberikan oleh pengusaha untuk meningkatkan 
kesejahteraan, misalnya antar-jemput, tempat ibadah, kantin, makan dan lain-lain. 
Bonus merupakan sesuatu yang diterima berdasarkan keuntungan, atau target 
produksi, diberikan berdasarkan kesepakatan, dan bukan merupakan bagian dari 
upah,  
2. Perhitungan Upah Sesuai dengan Undang-Undang 
Dasar Hukum Upah, berdasarkan keputusan Menteri No.Kep.102/Men/VI/
2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur. Pengertian UU No. 
13 Tahun 2003 Pasal 77, pasal ini mengtur mengenai waktu kerja tujuh jam sehari 
dan 40 jam seminggu. 
Dengan ketentuan 7 jam sehari, berarti jika pekerja lebih dari 7 jam 
bekerja dalam sehari, maka pengusaha wajib membayar upah lembur sesuai 
dengan keputusan Menteri No.Kep-102/Men/VI/2004 tersebut. 
Jumlah 40 jam seminggu tersebut adalah jumlah jam jika jumlah kerja 
dijamkan dalam seminggu. Hal itu juga membedakan pengertian waktu kerja 
enam hari kerja dan waktu kerja lima hari kerja. Dalam enam hari kerja, ada hari 
pendek, yaitu hari keenam (hari sabtu) dengan waktu kerja 5 jam. Pada hari 
terpendek tersebut, jika karyawan bekerja lebih dari lima jam, wajib dibayar upah 
lembur. 
Nilai upah perjam untuk: 
Pekerja bulanan didapatkan dari 1/173× Upah pokok dan tunjangan 
tetap; 
Pekerja harian dibagi 3/20 × Upah harian; 
Pekerja borong = 1/7 dari rata-rata hasil kerja sehari. 
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Ketentuan tersebut berasal dari UU No. 13 Tahun 2003 Jo. 
No.Kep-102/Men/VI/2004, yaitu 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. 
Untuk upah bulanan: angka 1/173 (angka pembulatan) 
didapatkan dari:  
Satu tahun = 12 bulan; seminggu = 40 jam; setahun = 52 
minggu. 
Rumus :Jumlah Minggu × Jumlah Jam per Minggu: Waktu 
dalam Setahun = 52×40:12= 173,333. 
Untuk upah harian: angka 3/20, di dapatkam dari: 
Satu minggu = 40 jam; satu minggu = 6 hari 
Rumus : Jumlah Hari dalam Satu Minggu : Jumlah Jam dalam 
Seminggu = 6/40= 3/20. 
Untuk upah borongan: angka 1/7 dari rata-rata upah sehari 
dihitung satu hari = 7 jam. 
Pehitungan upah lembur, perhitungan ini berdasarkan pada keputusan 
Menteri No.Kep-102/Men/VI/2004, yaitu ketentuan yang mengatur tentang Waktu 
Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur. 
Hari Biasa 
Satu jam pertama = 1,5 × upah per jam 
Jam kedua dan seterusnya = 2 × upah per jam 
Hari Raya/Hari Libur Perusahaan 
Tujuh jam pertama = 2 × upah per jam 
Jam ke-8 = 3 × upah per jam 
Jam ke-9 dan seterusnya = 4 × upah sejam. 
Hari Libur Jatuh Pada Hari Terpendek 
Lima jam pertama = 2 × upah per jam 
Jam ke-6 = 3 × upah sejam 
Jam ke-7 dan seterusnya = 4 × upah per jam 
3. Rincian pengupahan pada buruh di PT. Passokkorang 
Pengupahan pada PT. Passokkorang sistemnya dihitung perhari yaitu 
80.000/hari. Hitungan satu hari terhitung mulai dari jam 7 pagi sampai dengan 
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jam 5 sore dikurangi 1 jam istirahat yaitu di jam 12 siang, jadi rata-rata jam 
kerjanya setiap hari sekitar 9 jam. 
Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 116 ayat (1) “perjanjian 
kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat 
pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggungjawab 
dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha dan beberapa pengusaha, ayat (2) 
“penyusunan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
harus dilaksanakan secara musyawarah, dan ayat (3) “perjanjian kerja bersama 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis dengan huruf 
latin dan menggunakan bahasa Indonesia. 
Dalam penelitian ini, penulis menemukan ketidaksesuaian antara undang-
undang dengan kenyataan yang ada. Sebagaimana dalam UU No. 13 tahun 2003 
telah diatur sedemikian rupa mengenai sistem pengupahan, namun pada 
kenyataannya undang-undang tersebut hanya sebatas aturan tertulis yang selalu 
diabaikan oleh majikan dalam hal pemberian upah. Kadangan kala majikan 
memanfaatkan kondisi yang ada atau mencari kesempatan dalam kesempitan, hal 
inilah yang kemudian mengakibatkan undang-undang tersebut terabaikan. 
D. Pandangan Hukum Islam terhadap Relasi Antara Buruh dan Majikan. 
Dalam sebuah hadis, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan 
untuk memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari „Abdullah bin 
„Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; 
 َلَْبق ُهَرَْجأ َريَِجلأا اُىطَْعأ  ُُوقَرَع َّفَِجي َْنأ 
Terjemahnya; 
Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. 
(HR. Ibnu Majah, shahih).  
Maksud dari hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah 
selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan 
pemberian gaji setiap bulan. Al Munawi berkata, “Diharamkan menunda 
pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud 
memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk 
menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai 
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ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah 
kering.” (Faidhul Qodir, 1: 718). Menunda penurunan gaji pada pegawai padahal 
mampu termasuk kezholiman. Sebagaimana Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda; 
 ِنَغْلا ُلْطَم  ْمُلظ ِّي 
Terjemahnya; 
Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk kezholiman” 
(HR. Bukhari no. 2400 dan Muslim no. 1564) 
Bahkan orang seperti ini halal kehormatannya dan layak mendapatkan hukuman, 
sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, 
 َُوَتبُىقُعَو ُوَضْرِع ُّلُِحي ِدِجاَىْلا َُّيل 
Terjemahnya; 
Orang yang menunda kewajiban, halal kehormatan dan pantas 
mendapatkan hukuman” (HR. Abu Daud no. 3628, An Nasa-i no. 4689, 
Ibnu Majah no. 2427, hasan).  
Maksud halal kehormatannya, boleh saja kita katakan pada orang lain 
bahwa majikan ini biasa menunda kewajiban menunaikan gaji dan zholim. Pantas 
mendapatkan hukuman adalah ia bisa saja ditahan karena kejahatannya tersebut. 
Para ulama yang duduk di Al Lajnah Ad Daimah (Komisi Fatwa Kerajaan Saudi 
Arabia) pernah ditanya, “Ada seorang majikan yang tidak memberikan upah 
kepada para pekerjanya dan baru memberinya ketika mereka akan safar ke negeri 
mereka, yaitu setelah setahun atau dua tahun. Para pekerja pun ridho akan hal 
tersebut karena mereka memang tidak terlalu sangat butuh pada gaji mereka 
(setiap bulan).” 
Jawab ulama Al Lajnah Ad Daimah, “Yang wajib adalah majikan 
memberikan gaji di akhir bulan sebagaimana yang berlaku di tengah-tengah 
masyarakat. Akan tetapi jika ada kesepakatan dan sudah saling ridho bahwa gaji 
akan diserahkan terakhir setelah satu atau dua tahun, maka seperti itu tidaklah 
mengapa. Karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 




Kaum muslimin wajib mematuhi persyaratan yang telah mereka sepakati.” 
(Fatawa Al Lajnah Ad Daimah, 14: 390).
14
 
Dari penjelasan hadis diatas, maka seharusnya antara buruh dan majikan 
harus saling memperhatikan antara hak dan kewajibannya. Setelah buruh bekerja 
maka buruh harus mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan antara buruh dan 
majikan, buruh wajib bekerja dan majikan wajib membayar upah. Dalam ajaran 
Islam yang berpedoman pada Al-Qur‟an dan Al-Hadits, tak ada satupun ayat 
ataupun hadist yang mengajarkan untuk saling menjatuhkan atau melanggar hak 
orang lain demi kepentingan pribadi. 
Jika kita berpatokan pada hadits tersebut sangat menjamin akan 
kesejahteraan ummat. Jika dalam konsep teologis semata, maka tidak akan 
menimbulkan keberatan karena yang berbicara adalah nalar iman. Namun jika 
ditarik dalam kehidupan bermasyarakat, maka akan banyak pertanyaan yang harus 
dijernihkan. Dalam sejarah, keberhasilan Islam untuk membangun dunia serta 
memeratakan rahmat dan kesejahteraan manusia memang tak dapat di pungkiri.  
Secara khusus ketika berbicara tentang Indonesia, yang notabenya 
mayoritas penduduknya adalah Muslim, maka yang terlintas dalam fikiran bahwa 
penduduk Indonesia pastih sejahtera karena penduduknya yang mayoritas Islam.  
Namun jika ditijau secara mendalam, konsep Islam juga belum berhasil 
mensejahterakan ummat. Kasus korupsi yang tidak ada habisnya, Kolusi, 
Nepotisme, melemahnya supremasi hukum dan yang paling krusial adalah 
persoalan perburuhan. 
Islam sebagai agama Rahmatan Lil Alamin, atau rahmat bagi sekalian alam 
juga memberikan penjelasan tentang kesamrataan melalui teks-teks suci (al-
Qur‟an ataupun Hadist). Disebutkan dalam Q.S. Al-Baqara 2:188 
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https://rumaysho.com/3139-bayarkan-upah-sebelum-keringat-kering.html, diakses 
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                           
              . 
Terjemahnya: 
 dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 





 Pentinglah makanan buat hidup. Selalu Tuhan memberi ingat tentang 
makanan yang halal lagi baik, yang masih dan sesuai dengan kita sebagai 
manusia. Kemudian ayat 172 dan 173 diperingatkan khusus kepada kaum yang 
beriman supaya memakan makanan yang baik-baik dan menjauhi makanan yang 
keji, sehingga ditunjukkan apa dia yang keji itu. Dicela orang yang mata 
pencahariannya dengan menyembunyikan kebenaran karena mengharapkan harga 
yang sedikit. Kemudian sesudah menerangkan dari hal qishash diterangkan lagi 
tentang wasiat, dan larangan curang dalam hal wasiat dan pujian terhadap orang 
yang sudi mendamaikan orang yang berselisih tentang harta wasiat. Sesudah itu 
baru dibicarakan perkara puasa. Dalam bulan puasa diatur perkara makanan. 
Sekarang dilanjutkan lagi; ada hubungan dengan makanan dan kebersihan mata 
pencaharian. 
 “Dan janganlah kamu makan hartabenda kamu di antara kamu dengan 
jalan yang batil”. (pangkal ayat 188). Pangkal ayat ini membawa orang beriman 
kepada kesatuan dan kekeluargaan dan persaudaraan. Sebab itu dikatakan 
“hartabenda kamu di antara kamu.” Datanamkan disini bahwa hartabendan 
kawanmu itu adalah hartabenda kamu juga. Kalau kamu aniaya hartanya, samalah 
dengan kamu menganiaya hartabendamu sendiri jua. Memakan hartabenda dengan 
jalan yang salah, ialah tidak menurut jalannya yang patut dan benar. Maka 
termasuklah disini segala macam penipuan, pengicuhan, pemalsuan, reklame dan 
adpertensi yang berlebih-lebihan; asal keuntungan masuk. Menerbitkan buku-
                                                             
15
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Jawa Barat: Sygma, 2014 h. 18 
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buku cabul dan menyebarkan gambar-gambar perempuan telanjang. Pembangkit 
nafsu; yang kalau ditanya, maka yang membuatnya mudah saja berkata : “cari 
makan”.  
 Termasuk juga disini “perusahaan” membuat azimat, termasuk juga di 
dalamnya menerima upah membaca surat Yasin malam jum‟at sekian kali, untuk 
dihadiakan pahalanya kepada keluarga si pengupah yang telah mati. Dan yang 
lebih lagi memakan harta kamu ini apabila sudah sampai membawa kemuka 
hakim. Sebagaiman lanjutan ayat: “Dan kamu bawa kemuka hakim-hakim, karena 
kamu hendak memakan sebahagian dari pada hartabenda manusia dengan dosa, 
padahal kamu mengetahui.”(ujung ayat 188). 
 Alhasil apa yang kita kemukakan ini hanyalah contoh-contoh belaka dari 
pebuatan memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan batil dan memakan 
hartabenda manusia dengan dosa. Apatalagi tiap-tiap harta yang didapat dengan 
jalan tidak benar itu amatlah panasnya dalam tangan, membawa gelisah diri dan 
menghilangkan ketentraman. Sehingga walaupun diluar kelihatan mampu, pada 
batinnya itulah orang yang teramat miskin, kosong dan selalu merasa puas. Ada 
yang hilang dari dalam diri, tetapi tidak tahu apa yang hilang itu. 
 Imanlah yang hilang. Menurut riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Jarir 
dalam tafsirnya, dan Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mundzir, bahwa Ibnu Abbas 
menafsirkan “Dan janganlah kamu makan hartabenda kamu di antara kamu 
dengan jalan batil” ini, ialah bahwa ada seorang laki-laki memegang harta orang 
lain, tetapi tidak cukup keterangan dari yang punya, maka orang itu memungkiri 
dan berkata bahwa harta itu adalah kepunyaan dirinya sendiri. Yang punya hak 
mengaku kepada hakim, dia bersitegang mempertahankan bahwa harta itu dia 
sendiri punya, sihingga yang sebenarnya berhak menjadi teraniayah. Dan 
diriwayatkan pula menurut tafsiran Majhid bahwa ayat ini ialah:”Jangan kamu 
bersitegang urat leher dimuka hakim, padahal hati nurani sanubari sendiri tahu 
bahwa engkaulah yang zalim”16. 
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 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an Volume 
1 (Jakarta: Lentera Hati,2002). 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa, setiap orang mempunyai hak apalagi 
dalam hal pekerjaan. Setiap yang bekerja harus mendapatkan imbalan. Artinya 
setiap majikan harusnya memberikan imbalan atau upah yang sesuai dengan yang 
telah dikerjakan oleh orang-orang yang dia pekerjakan. Namaun jika melihat 
kenyataan yang ada pada masyarakat terkadang ajaran-ajaran yang ada dalam Al-
Qur‟an terabaikan. 
Islam membahas tentang ketenagakerjaan, setidaknya ada empat prinsip 
untuk memuliakan hak-hak pekerja, termasuk sistem pengupahannya. 
1. Kemerdekaan manusia; 
2. Prinsip kemuliaan derajat manusia; 
3. Keadilan dan anti-deskriminasi; 
4. Saling melindungi antar sesame ummat.17 
Dalam hukum Nasional juga telah diatur persoalan perburuhan mulai dari 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 Tentang Pernyataan Berlakunya UU Kerja, 
hingga pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dari 
sekian banyaknya UU yang mengatur, seharusnya masalah perburuhan akan 
semakin membaik, bayangkan saja mulai dari tahun 1957 hingga tahun 2003 
pesoalan tersebut sudah mulai perbincangan di kalangan parlemen.  
Kita sudah bertolak dari satu titik kesepakatan bahwa dasar hukum 
perburuhan yang kita cita-citakan ialah Pancasila. Hanya mungin kita belum 
sepakat atau belum mengetahui apa yang dinamakan hubungan perburuhan 
pancasila itu. Arah pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka 
pembangunan manusia Indonesia seutuhya dan pembangunan seluruh masyarakat 
Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan 
lahiriah atau keputusan batiniah saja, melainkan keselarasan, keserasian, 
keseimbangan antara keduanya. Bahwa pembangunan harus merata diseluruh 
tanah air; bahwa pembangunan bukan hanya untuk satu golongan atau sebagian 
dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat dan harus benar-benar dirasakan 
oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup. 
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http://www.hukukonline.com/berita/baca/hol2 perburuhan-dalam-perspektif-islam 
diakses 14 oktober 2018. 
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Bangsa Indonesia menghendaki keselarasan hubungan antara manusia 
dengan Tuhan-Nya, antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya, 
keserasian hubungan antara bangsa-bangsa, dan juga keselarasan antara cita-cita 
hidup di dunia dan mengejar kabahagiaan di akhirat. Kehidupan manusia dan 
masyarakat sarba selaras merupakan tujuan akhir pembangunan nasional. Secara 
ringkas, hal itu disebut masyarakat maju, adil, dan makmur berdasarkan pancasila. 
Antara pimpinan perusahaan dan pekerja harus terjalin suasana kerja yang baik 
dan menghormati peranan dan tugas masing-masing dalam seluruh produksi. 
Pekerja perlu perlindungan agar tidak diperlakukan sewenag-wenang oleh 
perusahaan, sebaliknya perusahaan perlu dijamin ketenangan usahanya dari 
tuntutan yang tidak masuk akal dari pekerja
18
. 
Problematika upah dan buruh diberbagai wilayah di dunia bagaikan 
benang kusut yang sulit diuraikan, meskipun setiap tanggal 1 mei di peringati 
sebagai Hari Buruh sedunia yang dikenal dengan isltilah May Day, namun belum 
mampu membawa perubahan yang berarti. Dilihat dari sejarah ditetapkannya 
tanggal itu, May Day lahir dari berbagai rentetan perjuangan kelas pekerja untuk 
meraih kendali ekonomi-politis hak-hak industrial. Dalam dunia ketenagakerjaan, 
praktek-praktek ketidakadilan masih sangat sering kita jumpai terutama dalam hal 
pengupahan dan penentuan jam kerja. Perkembangan kapitalisme industri di awal 
abad 19 menandakan perubahan drastis ekonomi-politik, terutama di Negara-
negara kapitalis di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pengetatan disiplin dan 
pengintensifan jam kerja, minimnya upah dan buruknya kondisi kerja ditingkatan 
pabrik, melahirkan perlawanan dari kalangan pekerja, sebagaiman yang dilakukan 
oleh pera pekerja di Kanada pada tahun 1872 dengan tuntutan pemberlakuan 
delapan jam kerja sehari. 
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Agus Sudono, Perburuhan Dari Masa ke Masa, (Jakarta: PT Pustaka CIDESINDO, 






Berdasarkan hasil penelitian bahwa peneliti dapat menarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Dalam hal Relasi antara buruh dan majikan dalam penentuan upah dan 
jam kerja pada PT. Passokorang belum menemukan keselarasannya, 
sebagaimana masih banyak buruh yang mengeluh mengenai sistem 
pengupahannya yang tidak sesuai dengan jam kerjanya. Mengenai 
waktu kerja telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan 
dalam pasal 77 ayat (1) “setiap pengusaha wajib melaksanakan 
ketentuan waktu kerja, ayat (2) “waktu kerja meliputi 7 jam 1 hari, 40 
jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam 1 hari, 40 
jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Kemudian dalam 
pasal 78 ayat (1) “pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh 
melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) 
harus ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan dan waktu 
kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3jam dalam 1 hari 
dan 14jam dalam 1 minggu. Dan ayat (2) pengusaha yang 
mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur. 
2. Jika berdasar pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, 
maka secara otomatis buruh harusnya mendapat perlakuan yang 
sebagaimana mestinya, sebagai mana yang telah diatur dalam Undang-
Undang Ketenagakerjaan pasal 116 ayat (1) “perjanjian kerja bersama 
dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat 
pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang 
bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha dan 
beberapa pengusaha, ayat (2) “penyusunan perjanjian kerja bersama 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaksanakan secara 
musyawarah, dan ayat (3) “perjanjian kerja bersama sebagaimana 
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dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis dengan huruf latin 
dan menggunakan bahasa Indonesia. Meskipun ada perjanjian kerja 
antara buruh dan majikan namun perjanjian tersebut juga harus 
berlandaskan pada asas efisiensi dan efektifitas, bukan dengan sistem 
eksploitasi. Sebagaimana majikan melihat peluang yang ada bahwa di 
Kabupaten Mamasa lapangan kerja begitu sempit untuk mereka yang 
kurang berpendidikan, maka dari itu majiakan kemudian 
memanfaatkan kondisi tersebut. 
3. Dalam Al-Qur’an yang menjadi pedoman umat Islam tidak ada 
satupun ayat yang membolehkan untuk mengambil hak orang lain. 
Islam mengajarkan konsep kesamarataan demi terwujudanya 
masyarakat adil makmur yang bernafaskan Islam dan diridhoi Allah 
swt. Dengan terwujudnya masyarakat adil makmur, maka masyarakat 
akan semakin sejahtera. Sebab kemerdekaan manusia dan keharusan 
universal berbarengan serta keadilan sosial dan keadilan ekonomi 
seimbang. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Dengan mengetahui masalah yang terjadi, untuk kesesuaian antara 
buruh dan majikan, seharusnya para majikan memperhatikan hak dan 
kewajiban para buruh, parah buruh juga harus memperhatikan hak dan 
kewajiban majikannya. Antara buruh dan majikan pada saat membuat 
perjanjian kerja ataupun kontrak kerja harusnya memperhatikan asas 
efisiensi dan efektifitas, bukan mencari peluang untuk melakukan 
eksploitasi. 
2. Hadirnya PT. Passokkorang di Kabupaten Mamasa pada awalnya 
sangat membantu perekonomian masyarakat setempat, namun 
semakin hari aturan-aturannya punsemakin mencekik para pekerja. 
Padahal harapan masyarakat setempat bahawa hadirnya PT. 
Passokkorang merupakan jawaban atas kondisi perekonomian mereka. 




3. Dalam hal ini baik buruh maupun majikan perlu mengedepankan 
nilai-nilai luhur Islam dalam bermuamalah, diantaranya nilai tuhid, 
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Umur : 40 Tahun
Alamat : Mambi
Pekerjaan : Pelaksana (pengawas)
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Nama : Abdullah
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Bukti Hasil Wawancara dengan Buruh PT. Passokorang
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Bukti Dokumentasi Hasil Wawancara Buruh PT. Passokorang
Gambar. 5
Bukti dokumentasi dengan hasil wawancara dengan bagian keuangan PT.















UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 




DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang: 
a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia 
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk 
mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun 
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945;  
b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan 
kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;  
c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan 
ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam 
pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan; 
d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar 
pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas 
dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan 
tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;  
e. bahwa beberapa Undang-Undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai 
lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu 
dicabut dan/atau ditarik kembali;  
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. 
 
Mengingat:  
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
Dengan Persetujuan Bersama Antara: 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
DAN 

















Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu 
sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.  
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan 
barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 
3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan 
dalam bentuk lain. 
4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan 
lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam 
bentuk lain. 
5. Pengusaha adalah: 
a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu 
perusahaan milik sendiri;  
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri 
menjalankan perusahaan bukan miliknya; 
c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia 
mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang 
berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 
6. Perusahaan adalah: 
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik 
persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang 
mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk 
lain; 
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan 
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 
7. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara 
sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan 
pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. 
8. Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk 
angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna 
tertentu mengenai ketenagakerjaan. 
9. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, 
serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada 
tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan 
atau pekerjaan.  
10. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 
11. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara 
terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah 
bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam 
proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai 
keterampilan atau keahlian tertentu. 
12. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja 
dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai 
dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga 
kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. 
13. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di 
wilayah Indonesia. 
14. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi 
kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. 
15. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan 







16. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku 
dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, 
pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
17. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk 
pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, 
mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta 
melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan 
pekerja/buruh dan keluarganya. 
18. Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari 
pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh. 
19. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang 
masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat 
pekerja/serikat buruh, dan pemerintah. 
20. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang 
memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. 
21. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara 
serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada 
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau 
beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak 
dan kewajiban kedua belah pihak. 
22. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan 
pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau 
serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan 
kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat 
pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. 
23. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara 
bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau 
memperlambat pekerjaan. 
24. Penutupan perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh 
seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan. 
25. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu 
yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. 
26. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. 
27. Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00. 
28. 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam. 
29. Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari. 
30. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 
imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan 
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-
undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan 
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 
31. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang 
bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara 
langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja 
yang aman dan sehat. 
32. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 









LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN 
 
Pasal 2 
Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
Pasal 3 
Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui 
koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. 
 
Pasal 4 
Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan: 
a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; 
b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai 
dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; 
c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan 
d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 
 
BAB III 
KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA 
 
Pasal 5 








PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN 
 
Pasal 7 
(1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan 
menyusun perencanaan tenaga kerja. 
(2) Perencanaan tenaga kerja meliputi: 
a. perencanaan tenaga kerja makro; dan 
b. perencanaan tenaga kerja mikro. 
(3) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan 
ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada 
perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
 
Pasal 8 
(1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain 
meliputi:  
a. penduduk dan tenaga kerja; 
b. kesempatan kerja; 







d. produktivitas tenaga kerja; 
e. hubungan industrial; 
f. kondisi lingkungan kerja; 
g. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan 
h. jaminan sosial tenaga kerja. 
(2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperoleh dari semua 
pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta. 
(3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan 
serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 






Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan 




(1) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia 
usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. 
(2) Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada 
standar kompetensi kerja. 
(3) Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang. 
(4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. 
 
Pasal 11 
Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan 
kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. 
 
Pasal 12 
(1) Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi 
pekerjanya melalui pelatihan kerja. 
(2) Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan Keputusan 
Menteri. 
(3) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
 
Pasal 13 
(1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga 
pelatihan kerja swasta. 
(2) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja. 
(3) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam 









(1) Lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau perorangan. 
(2) Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh 
izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di 
kabupaten/kota. 
(3) Lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah mendaftarkan 
kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di 
kabupaten/kota. 
(4) Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri. 
 
Pasal 15 
Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan: 
a. tersedianya tenaga kepelatihan; 
b. adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan; 
c. tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan  
d. tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja. 
 
Pasal 16 
(1) Lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memperoleh izin dan lembaga pelatihan kerja 
pemerintah yang telah terdaftar dapat memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi. 
(2) Lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat independen terdiri atas 
unsur masyarakat dan pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 
(3) Organisasi dan tata kerja lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur 
dengan Keputusan Menteri. 
 
Pasal 17 
(1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota dapat 
menghentikan sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja, apabila dalam 
pelaksanaannya ternyata: 
a. tidak sesuai dengan arah pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; 
dan/atau 
b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. 
(2) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), disertai alasan dan saran perbaikan dan berlaku paling lama 6 
(enam) bulan. 
(3) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja hanya dikenakan 
terhadap program pelatihan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 dan Pasal 15. 
(4) Bagi penyelenggara pelatihan kerja dalam waktu 6 (enam) bulan tidak memenuhi dan 
melengkapi saran perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi 
penghentian program pelatihan. 
(5) Penyelenggara pelatihan kerja yang tidak menaati dan tetap melaksanakan program 
pelatihan kerja yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenakan 
sanksi pencabutan izin dan pembatalan pendaftaran penyelenggara pelatihan. 
(6) Ketentuan mengenai tata cara penghentian sementara, penghentian, pencabutan izin, dan 
pembatalan pendaftaran diatur dengan Keputusan Menteri. 
 
Pasal 18 
(1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan 
kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja 







(2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui 
sertifikasi kompetensi kerja. 
(3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat pula diikuti oleh 
tenaga kerja yang telah berpengalaman. 
(4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi 
yang independen. 
(5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 19 
Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, 
derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan. 
 
Pasal 20 
(1) Untuk mendukung peningkatan pelatihan kerja dalam rangka pembangunan 
ketenagakerjaan, dikembangkan satu sistem pelatihan kerja nasional yang merupakan 
acuan pelaksanaan pelatihan kerja di semua bidang dan/atau sektor. 
(2) Ketentuan mengenai bentuk, mekanisme, dan kelembagaan sistem pelatihan kerja nasional 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 21 
Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan. 
 
Pasal 22 
(1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan 
pengusaha yang dibuat secara tertulis. 
(2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya 
memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu 
pemagangan. 
(3) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi 
pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan. 
 
Pasal 23 
Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi 
kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi. 
 
Pasal 24 
Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat penyelenggaraan pelatihan 
kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. 
 
Pasal 25 
(1) Pemagangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia wajib mendapat izin dari Menteri atau 
pejabat yang ditunjuk. 
(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara pemagangan 
harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
(3) Ketentuan mengenai tata cara perizinan pemagangan di luar wilayah Indonesia 









(1) Penyelenggaraan pemagangan di luar wilayah Indonesia harus memperhatikan: 
a. harkat dan martabat bangsa Indonesia; 
b. penguasaan kompetensi yang lebih tinggi; dan 
c. perlindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan, termasuk melaksanakan 
ibadahnya. 
(2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan pelaksanaan pemagangan di luar 
wilayah Indonesia apabila di dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
 
Pasal 27 
(1) Menteri dapat mewajibkan kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk 
melaksanakan program pemagangan. 
(2) Dalam menetapkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri harus 
memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat, dan negara. 
 
Pasal 28 
(1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan serta melakukan 
koordinasi pelatihan kerja dan pemagangan dibentuk lembaga koordinasi pelatihan kerja 
nasional. 
(2) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga koordinasi pelatihan kerja 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden. 
 
Pasal 29 
(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan 
pemagangan. 
(2) Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan ditujukan ke arah peningkatan relevansi, 
kualitas, dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas. 
(3) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan melalui 
pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi, 
menuju terwujudnya produktivitas nasional. 
 
Pasal 30 
(1) Untuk meningkatkan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dibentuk 
lembaga produktivitas yang bersifat nasional. 
(2) Lembaga produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk jejaring 
kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas, yang bersifat lintas sektor maupun 
daerah. 
(3) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga produktivitas nasional sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden. 
 
BAB VI 
PENEMPATAN TENAGA KERJA 
 
Pasal 31 
Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, 









(1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta 
adil, dan setara tanpa diskriminasi. 
(2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang 
tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan 
memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. 
(3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan 
kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah. 
 
Pasal 33 
Penempatan tenaga kerja terdiri dari: 
a. penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan 
b. penempatan tenaga kerja di luar negeri. 
 
Pasal 34 
Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
33 huruf b diatur dengan undang-undang. 
 
Pasal 35 
(1) Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang 
dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja. 
(2) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja. 
(3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja 
wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan 
kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. 
 
Pasal 36 
(1) Penempatan tenaga kerja oleh pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) 
dilakukan dengan memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja. 
(2) Pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat terpadu 
dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur: 
a. pencari kerja; 
b. lowongan pekerjaan; 
c. informasi pasar kerja; 
d. mekanisme antar kerja; dan 
e. kelembagaan penempatan tenaga kerja. 
(3) Unsur-unsur sistem penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat 
dilaksanakan secara terpisah yang ditujukan untuk terwujudnya penempatan tenaga kerja. 
 
Pasal 37 
(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri 
dari: 
a. instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan 
b. lembaga swasta berbadan hukum. 
(2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b 
dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memiliki izin tertulis dari 









(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf 
a, dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagian 
atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja. 
(2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) 
huruf b, hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja 
dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu. 




PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 
 
Pasal 39 
(1) Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam 
maupun di luar hubungan kerja. 
(2) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja 
baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. 
(3) Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan untuk 
mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. 
(4) Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, dan dunia usaha perlu 
membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat 
menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja. 
 
Pasal 40 
(1) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan 
yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, 
sumber daya manusia dan teknologi tepat guna. 
(2) Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat 
karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola 
lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja. 
 
Pasal 41 
(1) Pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja. 
(2) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawasi pelaksanaan kebijakan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dibentuk badan 
koordinasi yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. 
(4) Ketentuan mengenai perluasan kesempatan kerja, dan pembentukan badan koordinasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan ayat (3) dalam pasal ini diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
 
BAB VIII 
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 
 
Pasal 42 
(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari 
Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 







(3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi 
perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai 
diplomatik dan konsuler. 
(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk 
jabatan tertentu dan waktu tertentu. 
(5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 
(6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan 
tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya. 
 
Pasal 43 
(1) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan 
tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 
(2) Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat keterangan: 
a. alasan penggunaan tenaga kerja asing; 
b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan 
yang bersangkutan; 
c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan 
d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja 
asing yang dipekerjakan. 
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, 
badan-badan internasional dan perwakilan negara asing. 
(4) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing diatur 
dengan Keputusan Menteri. 
 
Pasal 44 
(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar 
kompetensi yang berlaku. 
(2) Ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) diatur dengan Keputusan Menteri. 
 
Pasal 45 
(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib: 
a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga 
kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja 
asing; dan  
b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia 
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang 
diduduki oleh tenaga kerja asing. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang 
menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris. 
 
Pasal 46 
(1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau 
jabatan-jabatan tertentu. 










(1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang 
dipekerjakannya. 
(2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi 
instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, 
lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan. 
(3) Ketentuan mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. 




Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke 
negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir. 
 
Pasal 49 
Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 






Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. 
 
Pasal 51 
(1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.  
(2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pasal 52 
(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar: 
a. kesepakatan kedua belah pihak; 
b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 
c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 
d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan. 
(3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum. 
 
Pasal 53 
Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja 
dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha. 
 
Pasal 54 
(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat: 
a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 







c. jabatan atau jenis pekerjaan; 
d. tempat pekerjaan; 
e. besarnya upah dan cara pembayarannya; 
f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; 
g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 
h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan 
i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 
(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f, tidak 
boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
(3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang kurangnya rangkap 
2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha 
masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja. 
 
Pasal 55 
Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak. 
 
Pasal 56 
(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. 
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan 
atas: 
a. jangka waktu; atau 
b. selesainya suatu pekerjaan tertentu. 
 
Pasal 57 
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan 
bahasa Indonesia dan huruf latin. 
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk 
waktu tidak tertentu. 
(3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila 
kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian 
kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia. 
 
Pasal 58 
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan 
kerja. 
(2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum. 
 
Pasal 59 
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang 
menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: 
a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 
b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama 
dan paling lama 3 (tiga) tahun; 
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau 
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk 







(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat 
tetap. 
(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. 
(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan 
untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka 
waktu paling lama 1 (satu) tahun. 
(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling 
lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan 
maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. 
(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa 
tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, 
pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling 
lama 2 (dua) tahun. 
(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi 
perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 




(1) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling 
lama 3 (tiga) bulan. 
(2) Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha dilarang 
membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. 
 
Pasal 61 
(1) Perjanjian kerja berakhir apabila: 
a. pekerja meninggal dunia; 
b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 
c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau 
d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan 
berakhirnya hubungan kerja. 
(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas 
perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah. 
(3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung 
jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak 
mengurangi hak-hak pekerja/buruh. 
(4) Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat 
mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh. 
(5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/ buruh berhak mendapatkan 
hak haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang 
telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 
 
Pasal 62 
Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang 
ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja 
diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas 









(1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib 
membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan. 
(2) Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang kurangnya memuat 
keterangan: 
a. nama dan alamat pekerja/buruh; 
b. tanggal mulai bekerja; 
c. jenis pekerjaan; dan 
d. besarnya upah. 
 
Pasal 64 
Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya 




(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui 
perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. 
(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; 
b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; 
c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan 
d. tidak menghambat proses produksi secara langsung. 
(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum. 
(4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan 
kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. 
(6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 
dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang 
dipekerjakannya. 
(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian 
kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. 
(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, 
maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima 
pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi 
pekerjaan. 
(9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan 
sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7). 
 
Pasal 66 
(1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh 
pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan 
langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan 







(2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak 
berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh; 
b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada 
huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu 
yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; 
c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang 
timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan 
d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang 
bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan 
wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 
(3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki 
izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 
(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan 
huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara 
pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja 
antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan. 
 
BAB X 









(1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan 
perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. 
(2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai 






Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. 
 
Pasal 69 
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang 
berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan 
pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, 
dan sosial. 
(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan: 
a. izin tertulis dari orang tua atau wali; 







c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; 
d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; 
e. keselamatan dan kesehatan kerja; 
f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan 
g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak 
yang bekerja pada usaha keluarganya. 
 
Pasal 70 
(1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum 
pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 
(2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun. 
(3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat: 
a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan 
pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan 
b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 
 
Pasal 71 
(1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. 
(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
memenuhi syarat: 
a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali; 
b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan 
c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, 
dan waktu sekolah. 
(3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. 
 
Pasal 72 
Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja 
anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa. 
 
Pasal 73 
Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. 
 
Pasal 74 
(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang 
terburuk. 
(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: 
a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; 
b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk 
pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; 
c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk 
produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya; dan/atau; 
d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. 
(3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak 









(1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar 
hubungan kerja. 







(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang 
dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. 
(2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut 
keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun 
dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. 
(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai 
dengan pukul 07.00 wajib: 
a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan 
b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. 
(4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang 
berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. 







(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. 
(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: 
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) 
hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) 
hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 
(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor 
usaha atau pekerjaan tertentu. 
(4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri. 
 
Pasal 78 
(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat: 
a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan 
b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) 
hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. 
(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur. 
(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku 







(4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri. 
 
Pasal 79 
(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. 
(2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi: 
a. istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 
(empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; 
b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 
2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; 
c. cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh 
yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan 
d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun 
ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah 
bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama 
dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya 
dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa 
kerja 6 (enam) tahun. 
(3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diatur 
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 
(4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d hanya berlaku bagi 
pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu. 




Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk 
melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. 
 
Pasal 81 
(1) Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan 
kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. 
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 
 
Pasal 82 
(1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan 
sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan 
menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. 
(2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh 




Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya 
untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. 
 
Pasal 84 
Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 









(1) Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. 
(2) Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi 
apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus 
menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan 
pengusaha. 
(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur 
resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur. 
(4) Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur 
dengan Keputusan Menteri. 
 
Paragraf 5 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
 
Pasal 86 
(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: 
a. keselamatan dan kesehatan kerja; 
b. moral dan kesusilaan; dan 
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. 
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang 
optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. 
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pasal 87 
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 
yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. 
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 






(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan. 
(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan 
yang melindungi pekerja/buruh. 
(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) meliputi: 
a. upah minimum; 
b. upah kerja lembur; 
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 
d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; 
e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 
f. bentuk dan cara pembayaran upah; 







h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan 
k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 
(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a 




(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas: 
a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; 
b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. 
(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian 
kebutuhan hidup layak. 
(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan 
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. 
(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. 
 
Pasal 90 
(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 89. 
(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. 




(1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan 
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan 
pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi 
hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
Pasal 92 
(1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, 
masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. 
(2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan 
kemampuan perusahaan dan produktivitas. 
(3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 
dengan Keputusan Menteri. 
 
Pasal 93 
(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib 
membayar upah apabila: 







b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya 
sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; 
c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, 
mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran 
kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua 
atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia; 
d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan 
kewajiban terhadap negara; 
e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang 
diperintahkan agamanya; 
f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha 
tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang 
seharusnya dapat dihindari pengusaha; 
g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat; 
h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan 
pengusaha; dan 
i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. 
(3) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) huruf a sebagai berikut: 
a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah; 
b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah; 
c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan 
d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum 
pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. 
(4) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) huruf c sebagai berikut: 
a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari; 
b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 
c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari 
d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 
e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;  
f. suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar 
untuk selama 2 (dua) hari; dan 
g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) 
hari. 
(5) Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan 
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 
 
Pasal 94 
Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok 
sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. 
 
Pasal 95 
(1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya 
dapat dikenakan denda. 
(2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan 
pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah 
pekerja/buruh. 








(4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan 
utang yang didahulukan pembayarannya. 
 
Pasal 96 
Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan 
kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak. 
 
Pasal 97 
Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, dan 
perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, penetapan upah minimum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 98 
(1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang 
akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional 
dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. 
(2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur 
pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi, dan 
pakar. 
(3) Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota diangkat 
dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. 
(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara 
pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja Dewan 







(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga 
kerja. 
(2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pasal 100 
(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib 
menyediakan fasilitas kesejahteraan. 
(2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan 
dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan. 
(3) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan 
pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 101 
(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dibentuk koperasi pekerja/buruh dan 







(2) Pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh berupaya 
menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh, dan mengembangkan usaha produktif 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
(3) Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(4) Upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud 









(1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan 
kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan 
terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 
(2) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat 
buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga 
ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, 
mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan 
memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. 
(3) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya 
mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan 




Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana: 
a. serikat pekerja/serikat buruh; 
b. organisasi pengusaha; 
c. lembaga kerja sama bipartit; 
d. lembaga kerja sama tripartit; 
e. peraturan perusahaan; 
f. perjanjian kerja bersama; 
g. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan 
h. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 
 
Bagian Kedua 
Serikat Pekerja/Serikat Buruh 
 
Pasal 104 
(1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. 
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, serikat 
pekerja/serikat buruh berhak menghimpun dan mengelola keuangan serta 
mempertanggungjawabkan keuangan organisasi termasuk dana mogok. 
(3) Besarnya dan tata cara pemungutan dana mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 













(1) Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha. 
(2) Ketentuan mengenai organisasi pengusaha diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
Bagian Keempat 
Lembaga Kerja Sama Bipartit 
 
Pasal 106 
(1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/ buruh atau lebih 
wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. 
(2) Lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai 
forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan. 
(3) Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pekerja/buruh 
secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang 
bersangkutan. 
(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga kerja sama 




Lembaga Kerja Sama Tripartit 
 
Pasal 107 
(1) Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada 
pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah 
ketenagakerjaan.  
(2) Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari: 
a. Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota; dan 
b. Lembaga Kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. 
(3) Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari unsur pemerintah, organisasi 
pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh. 
(4) Tata kerja dan susunan organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud 






(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang 
wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri 
atau pejabat yang ditunjuk. 
(2) Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 













(1) Peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil 
pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. 
(2) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh 
maka wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pengurus serikat 
pekerja/serikat buruh. 
(3) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, 
wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pekerja/buruh yang dipilih 




(1) Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat: 
a. hak dan kewajiban pengusaha; 
b. hak dan kewajiban pekerja/buruh; 
c. syarat kerja; 
d. tata tertib perusahaan; dan 
e. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. 
(2) Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(3) Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui 
setelah habis masa berlakunya. 
(4) Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja/ serikat buruh di 
perusahaan menghendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama, maka 
pengusaha wajib melayani. 
(5) Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, maka peraturan perusahaan tetap berlaku sampai 
habis jangka waktu berlakunya. 
 
Pasal 112 
(1) Pengesahan peraturan perusahaan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) harus sudah diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari kerja sejak naskah peraturan perusahaan diterima. 
(2) Apabila peraturan perusahaan telah sesuai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 111 ayat 
(1) dan ayat (2), maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sudah terlampaui dan peraturan perusahaan belum disahkan oleh Menteri atau 
pejabat yang ditunjuk, maka peraturan perusahaan dianggap telah mendapatkan 
pengesahan. 
(3) Dalam hal peraturan perusahaan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk harus 
memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha mengenai perbaikan peraturan 
perusahaan. 
(4) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan diterima 
oleh pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengusaha wajib menyampaikan 










(1) Perubahan peraturan perusahaan sebelum berakhir jangka waktu berlakunya hanya dapat 
dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil pekerja/buruh. 
(2) Peraturan perusahaan hasil perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 
mendapat pengesahan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 
 
Pasal 114 
Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan 
perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh. 
 
Pasal 115 




Perjanjian Kerja Bersama 
 
Pasal 116 
(1) Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat 
pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. 
(2) Penyusunan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 
secara musyawarah. 
(3) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara tertulis 
dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia. 
(4) Dalam hal terdapat perjanjian kerja bersama yang dibuat tidak menggunakan bahasa 
Indonesia, maka perjanjian kerja bersama tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa 
Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan terjemahan tersebut dianggap sudah memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). 
 
Pasal 117 
Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) tidak mencapai 




Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang berlaku 
bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan. 
 
Pasal 119 
(1) Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/serikat buruh, maka 
serikat pekerja/serikat buruh tersebut berhak mewakili pekerja/buruh dalam perundingan 
pembuatan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha apabila memiliki jumlah anggota 
lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang 
bersangkutan. 
(2) Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/serikat buruh 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak memiliki jumlah anggota lebih dari 50% 
(lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan maka serikat 
pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam perundingan dengan pengusaha 







50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan melalui 
pemungutan suara. 
(3) Dalam hal dukungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai maka serikat 
pekerja/serikat buruh yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permintaan untuk 
merundingkan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha setelah melampaui jangka 
waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak dilakukannya pemungutan suara dengan mengikuti 
prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). 
 
Pasal 120 
(1) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh maka 
yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan dengan pengusaha yang 
jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah 
pekerja/buruh di perusahaan tersebut. 
(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka serikat 
pekerja/serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50% (lima 
puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili 
dalam perundingan dengan pengusaha. 
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi, 
maka para serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannya 




Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 
120 dibuktikan dengan kartu tanda anggota. 
 
Pasal 122 
Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) diselenggarakan oleh panitia 
yang terdiri dari wakil-wakil pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang 
disaksikan oleh pihak pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan pengusaha. 
 
Pasal 123 
(1) Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun.  
(2) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang masa 
berlakunya paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha 
dengan serikat pekerja/serikat buruh. 
(3) Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 
(tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku. 
(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak mencapai kesepakatan 




(1) Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat: 
a. hak dan kewajiban pengusaha; 
b. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh; 
c. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan 
d. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. 
(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan 







(3) Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka ketentuan yang 




Dalam hal kedua belah pihak sepakat mengadakan perubahan perjanjian kerja bersama, maka 




(1) Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan 
yang ada dalam perjanjian kerja bersama. 
(2) Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi perjanjian kerja 
bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja/buruh. 
(3) Pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama kepada 
setiap pekerja/buruh atas biaya perusahaan. 
 
Pasal 127 
(1) Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja/buruh tidak boleh bertentangan 
dengan perjanjian kerja bersama. 
(2) Dalam hal ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
bertentangan dengan perjanjian kerja bersama, maka ketentuan dalam perjanjian kerja 




Dalam hal perjanjian kerja tidak memuat aturan-aturan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama 
maka yang berlaku adalah aturan-aturan dalam perjanjian kerja bersama. 
 
Pasal 129 
(1) Pengusaha dilarang mengganti perjanjian kerja bersama dengan peraturan perusahaan, 
selama di perusahaan yang bersangkutan masih ada serikat pekerja/serikat buruh. 
(2) Dalam hal di perusahaan tidak ada lagi serikat pekerja/serikat buruh dan perjanjian kerja 
bersama diganti dengan peraturan perusahaan, maka ketentuan yang ada dalam peraturan 




(1) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan 
diperpanjang atau diperbaharui dan di perusahaan tersebut hanya terdapat 1 (satu) serikat 
pekerja/serikat buruh, maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan perjanjian kerja 
bersama tidak mensyaratkan ketentuan dalam Pasal 119. 
(2) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan 
diperpanjang atau diperbaharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) 
serikat pekerja/serikat buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang dulu berunding tidak lagi 
memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan 
perjanjian kerja bersama dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh yang anggotanya lebih 
50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan bersama-
sama dengan serikat pekerja/serikat buruh yang membuat perjanjian kerja bersama 







(3) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan 
diperpanjang atau diperbaharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) 
serikat pekerja/serikat buruh dan tidak satu pun serikat pekerja/serikat buruh yang ada 
memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan 
perjanjian kerja bersama dilakukan menurut ketentuan Pasal 120 ayat (2) dan ayat (3). 
 
Pasal 131 
(1) Dalam hal terjadi pembubaran serikat pekerja/serikat buruh atau pengalihan kepemilikan 
perusahaan maka perjanjian kerja bersama tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu 
perjanjian kerja bersama. 
(2) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) dan masing-masing perusahaan 
mempunyai perjanjian kerja bersama maka perjanjian kerja bersama yang berlaku adalah 
perjanjian kerja bersama yang lebih menguntungkan pekerja/buruh. 
(3) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) antara perusahaan yang mempunyai 
perjanjian kerja bersama dengan perusahaan yang belum mempunyai perjanjian kerja 
bersama maka perjanjian kerja bersama tersebut berlaku bagi perusahaan yang bergabung 
(merger) sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama. 
 
Pasal 132 
(1) Perjanjian kerja bersama mulai berlaku pada hari penandatanganan kecuali ditentukan lain 
dalam perjanjian kerja bersama tersebut. 
(2) Perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh pihak yang membuat perjanjian kerja 




Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan, perpanjangan, perubahan, dan 
pendaftaran perjanjian kerja bersama diatur dengan Keputusan Menteri. 
 
Pasal 134 
Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah 




Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam mewujudkan hubungan 
industrial merupakan tanggung jawab pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah. 
 
Bagian Kedelapan 
Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
 
Paragraf 1 
Perselisihan Hubungan Industrial 
 
Pasal 136 
(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan 
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat. 
(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat 
buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian 












Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara 
sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. 
 
Pasal 138 
(1) Pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak 
pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan 
tidak melanggar hukum. 
(2) Pekerja/buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat 
memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut. 
 
Pasal 139 
Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani 
kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan 
jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau 
membahayakan keselamatan orang lain. 
 
Pasal 140 
(1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, 
pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis 
kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
setempat. 
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: 
a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja; 
b. tempat mogok kerja; 
c. alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan 
d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris 
serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja. 
(3) Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota 
serikat pekerja/serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau 
penanggung jawab mogok kerja. 
(4) Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka demi 
menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan 
sementara dengan cara: 
a. melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses 
produksi; atau 




(1) Instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan mogok 
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 wajib memberikan tanda terima. 
(2) Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan 







(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghasilkan kesepakatan, 
maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai 
dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi. 
(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghasilkan 
kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok kerja 
kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang. 
(5) Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat 
buruh atau penanggung jawab mogok kerja, mogok kerja dapat diteruskan atau dihentikan 
untuk sementara atau dihentikan sama sekali. 
 
Pasal 142 
(1) Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
139 dan Pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah. 
(2) Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan 
diatur dengan Keputusan Menteri. 
 
Pasal 143 
(1) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh 
untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai. 
(2) Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja/buruh 
dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib, 
dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pasal 144 
Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 140, pengusaha dilarang: 
a. mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan; 
atau 
b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan 
pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja. 
 
Pasal 145 
Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak 




Penutupan Perusahaan (Lock Out) 
 
Pasal 146 
(1) Penutupan perusahaan (lock out) merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak 
pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat 
gagalnya perundingan. 
(2) Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan (lock out) sebagai tindakan 
balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari pekerja/buruh dan/atau serikat 
pekerja/serikat buruh. 










Penutupan perusahaan (lock out) dilarang dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang melayani 
kepentingan umum dan/atau jenis kegiatan yang membahayakan keselamatan jiwa manusia, 
meliputi rumah sakit, pelayanan jaringan air bersih, pusat pengendali telekomunikasi, pusat 
penyedia tenaga listrik, pengolahan minyak dan gas bumi, serta kereta api. 
 
Pasal 148 
(1) Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/buruh dan/atau serikat 
pekerja/serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan 
setempat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum penutupan perusahaan (lock out) 
dilaksanakan. 
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: 
a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri penutupan perusahaan (lock out); 
dan 
b. alasan dan sebab-sebab melakukan penutupan perusahaan (lock out). 
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pengusaha 
dan/atau pimpinan perusahaan yang bersangkutan.  
 
Pasal 149 
(1) Pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dan instansi yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan yang menerima secara langsung surat pemberitahuan penutupan 
perusahaan (lock out) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 harus memberikan tanda 
bukti penerimaan dengan mencantumkan hari, tanggal, dan jam penerimaan. 
(2) Sebelum dan selama penutupan perusahaan (lock out) berlangsung, instansi yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan berwenang langsung menyelesaikan masalah 
yang menyebabkan timbulnya penutupan perusahaan (lock out) dengan mempertemukan 
dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih. 
(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghasilkan kesepakatan, 
maka harus dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai 
dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi. 
(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghasilkan 
kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya penutupan 
perusahaan (lock out) kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 
(5) Apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh, 
penutupan perusahaan (lock out) dapat diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau 
dihentikan sama sekali. 
(6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) tidak 
diperlukan apabila: 
a. pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melanggar prosedur mogok kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140; 
b. pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melanggar ketentuan normatif yang 
ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, 
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
BAB XII 
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 
 
Pasal 150 
Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan 







perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, 
maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan 
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 
 
Pasal 151 
(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala 
upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. 
(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat 
dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan 
serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang 
bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. 
(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak 
menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan 




(1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada 
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi 
dasarnya. 
(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima oleh 
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah diundangkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2). 
(3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh 
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk 




(1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: 
a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter 
selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus; 
b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban 
terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 
c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; 
d. pekerja/buruh menikah; 
e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui 
bayinya; 
f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan 
pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian 
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; 
g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat 
buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam 
kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan 
ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian 
kerja bersama; 
h. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai 
perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan; 
i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis 







j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit 
karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu 
penyembuhannya belum dapat dipastikan. 
(2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam 




Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal: 
a. pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara 
tertulis sebelumnya; 
b. pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan 
sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan 
kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali; 
c. pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan; atau 
d. pekerja/buruh meninggal dunia. 
 
Pasal 155 
(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat 
(3) batal demi hukum. 
(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, 
baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. 
(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses 
pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya 
yang biasa diterima pekerja/buruh. 
 
Pasal 156 
(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang 
pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang 
seharusnya diterima. 
(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai 
berikut: 
a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah; 
b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan 
upah; 
c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan 
upah; 
d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) 
bulan upah; 
e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan 
upah; 
f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) 
bulan upah; 
g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan 
upah. 
h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) 
bulan upah; 







(3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
ditetapkan sebagai berikut: 
a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan 
upah; 
b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) 
bulan upah; 
c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 
(empat) bulan upah; 
d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 
(lima) bulan upah; 
e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) 
tahun, 6 (enam) bulan upah; 
f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) 
tahun, 7 (tujuh) bulan upah; 
g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh 
empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah; 
h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah. 
(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
meliputi: 
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; 
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana 
pekerja/buruh diterima bekerja; 
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas 
perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang 
memenuhi syarat; 
d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau 
perjanjian kerja bersama. 
(5) Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan 
uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 157 
(1) Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang 
penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, 
terdiri atas: 
a. upah pokok; 
b. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada 
pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan 
kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar 
pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga 
pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh. 
(2) Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka 
penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari. 
(3) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, 
potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan 
rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang 
dari ketentuan upah minimum Provinsi atau Kabupaten/Kota. 
(4) Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada upah 










(1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan 
pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut: 
a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik 
perusahaan; 
b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan 
perusahaan; 
c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau 
mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja; 
d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja; 
e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau 
pengusaha di lingkungan kerja; 
f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya 
barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan; 
h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam 
keadaan bahaya di tempat kerja; 
i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan 
kecuali untuk kepentingan negara; atau 
j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 
5 (lima) tahun atau lebih. 
(2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti 
sebagai berikut: 
a. pekerja/buruh tertangkap tangan; 
b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau 
c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di 
perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang 
saksi. 
(3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 156 ayat (4). 
(4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tugas dan fungsinya tidak 
mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain uang penggantian hak sesuai 
dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan 




Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 
 
Pasal 160 
(1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak 
pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar upah 
tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi 
tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. untuk 1 (satu) orang tanggungan: 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah; 
b. untuk 2 (dua) orang tanggungan: 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah; 
c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan: 45% (empat puluh lima perseratus) dari upah; 







(2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan 
takwin terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib. 
(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang 
setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena 
dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
(4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak 
bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali. 
(5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir 
dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan 
hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. 
(6) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) dilakukan 
tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 
(7) Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan 
kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1 
(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam 
Pasal 156 ayat (4). 
 
Pasal 161 
(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian 
kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan 
pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan 
surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. 
(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk 
paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 
(3) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 
156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 
(3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). 
 
Pasal 162 
(1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang 
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). 
(2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan 
fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang 
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya 
dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian 
kerja bersama. 
(3) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 
memenuhi syarat: 
a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 
(tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri; 
b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan 
c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. 
(4) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri 
dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 
 
Pasal 163 
(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal 
terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan 







pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 
ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang 
penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4). 
(2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena 
perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak 
bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang 
pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 
1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai 
ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4). 
 
Pasal 164 
(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena 
perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus 
selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan 
pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 
(2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan 
uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). 
(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan 
laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. 
(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena 
perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan 
karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan 
ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 
156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 
(3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). 
 
Pasal 165 
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena 
perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) 
kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan 
Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). 
 
Pasal 166 
Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya 
diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang 
pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai 
ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). 
 
Pasal 167 
(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena 
memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada 
program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak 
berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang 
penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang 
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). 
(2) Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program 
pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil daripada jumlah uang 
pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 
(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 
156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh pengusaha. 
(3) Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang 
iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan 







(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur lain 
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 
(5) Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan 
hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib 
memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 
ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang 
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). 
(6) Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (4) tidak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang bersifat 
wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pasal 168 
(1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa 
keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh 
pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena 
dikualifikasikan mengundurkan diri. 
(2) Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 
diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk bekerja. 
(3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang 
bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) 
dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 
 
Pasal 169 
(1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan 
sebagai berikut: 
a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh; 
b. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan 
berturut-turut atau lebih; 
d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh; 
e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang 
diperjanjikan; atau 
f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan 
kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada 
perjanjian kerja. 
(2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 
uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang 
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). 
(3) Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka pengusaha 
dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas 
uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja 
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3). 
 
Pasal 170 
Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan 







hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar 
seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima. 
 
Pasal 171 
Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak 
dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan 
gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 
(satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya. 
 
Pasal 172 
Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja 
dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat 
mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan 
Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan 






(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan 
dengan ketenagakerjaan. 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengikutsertakan organisasi 
pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait. 
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2), dilaksanakan secara 
terpadu dan terkoordinasi. 
 
Pasal 174 
Dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan, pemerintah, organisasi pengusaha, serikat 
pekerja/serikat buruh dan organisasi profesi terkait dapat melakukan kerja sama internasional di 
bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pasal 175 
(1) Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa 
dalam pembinaan ketenagakerjaan. 
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, 






Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang 










Pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ditetapkan oleh 
Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 
 
Pasal 178 
(1) Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang 
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, 
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. 
(2) Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 
dengan Keputusan Presiden. 
 
Pasal 179 
(1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 pada 
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan 
pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri. 




Ketentuan mengenai persyaratan penunjukan, hak dan kewajiban, serta wewenang pegawai 
pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
Pasal 181 
Pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 176 wajib: 
a. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan; 






(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas 
ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang: 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak 
pidana di bidang ketenagakerjaan; 
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di 
bidang ketenagakerjaan; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan 
dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; 
d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara 
tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; 
e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di 
bidang ketenagakerjaan; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana di bidang ketenagakerjaan; dan 
g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan 







(3) Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 
BAB XVI 






(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan 
sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan. 
 
Pasal 184 
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (5), 
dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan. 
 
Pasal 185 
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan 
ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan 
Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan. 
 
Pasal 186 
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan 
ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling 
sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat 
ratus juta rupiah). 




(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 
44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat 
(2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi 
pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan 
dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 










(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 
38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), 
Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 
(lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 




Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha 






(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran 
ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 
38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 
ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang ini serta peraturan 
pelaksanaannya. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: 
a. teguran; 
b. peringatan tertulis; 
c. pembatasan kegiatan usaha; 
d. pembekuan kegiatan usaha; 
e. pembatalan persetujuan; 
f. pembatalan pendaftaran; 
g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; 
h. pencabutan ijin. 
(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat 






Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak 






(1) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka: 
1. Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar 
Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8); 
2. Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak 







3. Ordonansi Tahun 1926 Peraturan mengenai Kerja Anak-anak Dan Orang Muda Di 
Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87); 
4. Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan-kegiatan 
Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208); 
5. Ordonansi tentang Pemulangan Buruh Yang Diterima Atau Dikerahkan Dari Luar 
Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545); 
6. Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-anak (Staatsblad 
Tahun 1949 Nomor 8); 
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang 
Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran 
Negara Tahun 1951 Nomor 2); 
(3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh 
Dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 598a); 
(4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran 
Negara Tahun 1958 Nomor 8 ); 
(5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara 
Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270); 
(6) Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau 
Penutupan (Lock Out) Di Perusahaan, Jawatan, dan Badan Yang Vital (Lembaran Negara 
Tahun 1963 Nomor 67); 
(7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai 
Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2912); 
(8) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702); 
(9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang 
Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 
184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791); 
(10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 
1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042), 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 
 
Pasal 193 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
 
Disahkan Di Jakarta, 
Pada Tanggal 25 Maret 2003 




Diundangkan Di Jakarta, 
Pada Tanggal 25 Maret 2003 


















UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 





Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan 
masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri 
tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik 
materiil maupun spiritual. 
Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak 
dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang 
bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. 
Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu 
tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja 
tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk 
itu, diperlukan pengaturan  
yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya 
manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan 
kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan 
industrial. 
Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus 
diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan 
berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia 
sebagaimana yang dituangkan dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 harus diwujudkan. 
Dalam bidang ketenagakerjaan, Ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam 
menegakkan demokrasi di tempat kerja. Penegakkan demokrasi di tempat kerja diharapkan 
dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja/buruh 
Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicita-citakan. 
Beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku selama ini, 
termasuk sebagian yang merupakan produk kolonial, menempatkan pekerja pada posisi 
yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem 
hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga 
dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang 
akan datang. 
Peraturan perundang-undangan tersebut adalah: 
 Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar 
Indonesia (Staatsblad tahun 1887 Nomor 8); 
 Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak 
Dan Kerja Malam bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647); 
 Ordonansi Tahun 1926 Peraturan Mengenai Kerja Anak-anak dan Orang Muda Di 
Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87); 
 Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan-kegiatan 
Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208); 
 Ordonansi tentang Pemulangan Buruh yang Diterima atau Dikerahkan Dari Luar 
Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545); 
 Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-anak (Staatsblad 







 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-
undang Kerja tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia 
(Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2); 
 Undang-undang Nomor 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat 
Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 598 a); 
 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran 
Negara Tahun 1958 Nomor 8); 
 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran 
Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270); 
 Undang-undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan 
dan/atau Penutupan (Lock Out) Di Perusahaan, Jawatan dan Badan yang Vital 
(Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 67); 
 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2912); 
 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 
Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702); 
 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 
1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791); dan 
 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang 
Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-undang (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042). 
 Peraturan perundang-undangan tersebut di atas dipandang perlu untuk dicabut dan 
diganti dengan undang-undang yang baru. Ketentuan-ketentuan yang masih relevan 
dari peraturan perundang-undangan yang lama ditampung dalam undang-undang ini. 
Peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang telah dicabut masih tetap berlaku 
sebelum ditetapkannya peraturan baru sebagai pengganti. 
Undang-undang ini di samping untuk mencabut ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan 
tuntutan dan perkembangan zaman, dimaksudkan juga untuk menampung perubahan yang 
sangat mendasar di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia dengan dimulainya era 
reformasi tahun 1998. 
Di bidang ketenagakerjaan internasional, penghargaan terhadap hak asasi manusia di 
tempat kerja dikenal melalui 8 (delapan) konvensi dasar International Labour Organization 
(ILO). Konvensi dasar ini terdiri atas 4 (empat) kelompok yaitu: 
 Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO Nomor 87 dan Nomor 98); 
 Diskriminasi (Konvensi ILO Nomor 100 dan Nomor 111); 
 Kerja Paksa (Konvensi ILO Nomor 29 dan Nomor 105); dan 
 Perlindungan Anak (Konvensi ILO Nomor 138 dan Nomor 182 ). 
Komitmen bangsa Indonesia terhadap penghargaan pada hak asasi manusia di tempat kerja 
antara lain diwujudkan dengan meratifikasi kedelapan konvensi dasar tersebut. Sejalan 
dengan ratifikasi konvensi mengenai hak dasar tersebut, maka undang-undang 
ketenagakerjaan yang disusun ini harus pula mencerminkan ketaatan dan penghargaan 
pada ketujuh prinsip dasar tersebut. 
Undang-undang ini antara lain memuat: 
 Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan; 
 Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; 








 Pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan 
keterampilan serta keahlian tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas kerja dan 
produktivitas perusahaan; 
 Pelayanan penempatan tenaga kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja 
secara optimal dan penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dan 
masyarakat dalam upaya perluasan kesempatan kerja; 
 Penggunaan tenaga kerja asing yang tepat sesuai dengan kompetensi yang 
diperlukan; 
 Pembinaan hubungan industrial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diarahkan 
untuk menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan 
antar para pelaku proses produksi; 
 Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial, termasuk perjanjian kerja 
bersama, lembaga kerja sama bipartit, lembaga kerja sama tripartit, pemasyarakatan 
hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; 
 Perlindungan pekerja/buruh, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh 
untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja, 
perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, 
serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja; 
 Pengawasan ketenagakerjaan dengan maksud agar dalam peraturan perundang-
undangan di bidang ketenagakerjaan ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana 
mestinya. 
 






Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia 
seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan 




Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, 
khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan 
mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, 
pengusaha dan pekerja/buruh. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan 




Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu 
untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. 
Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ini diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat 
berpartisipasi secara optimal dalam Pembangunan Nasional, namun dengan tetap 
menjunjung nilai-nilai kemanusiaannya.  
Huruf b 
Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja dengan memberikan kesempatan 







bakat, minat, dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan penempatan tenaga kerja 







Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan 
dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran 
politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan 
yang sama terhadap para penyandang cacat. 
 
Pasal 6 
Pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis 




Perencanaan tenaga kerja yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah dilakukan melalui 
pendekatan perencanaan tenaga kerja nasional, daerah, dan sektoral. 
Ayat (2) 
Huruf a  
Yang dimaksud dengan perencanaan tenaga kerja makro adalah proses penyusunan 
rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga 
kerja secara optimal, dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau 
sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka 
kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan 
meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. 
Huruf b  
Yang dimaksud dengan perencanaan tenaga kerja mikro adalah proses penyusunan 
rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi, baik instansi 
pemerintah maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga 
kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi 






Informasi ketenagakerjaan dikumpulkan dan diolah sesuai dengan maksud disusunnya 
perencanaan tenaga kerja nasional, perencanaan tenaga kerja daerah provinsi atau 
kabupaten/kota. 
Ayat (2) 
Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, partisipasi swasta diharapkan dapat 
memberikan informasi mengenai ketenagakerjaan. Pengertian swasta mencakup 
perusahaan, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat di pusat, provinsi atau 
kabupaten/kota. 










Yang dimaksud dengan peningkatan kesejahteraan dalam pasal ini adalah kesejahteraan bagi 






Penetapan standar kompetensi kerja dilakukan oleh Menteri dengan mengikutsertakan 
sektor terkait. 
Ayat (3) 









Pengguna tenaga kerja terampil adalah pengusaha, oleh karena itu pengusaha bertanggung 
jawab mengadakan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya. 
Ayat (2) 
Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi diwajibkan bagi pengusaha karena 
perusahaan yang akan memperoleh manfaat hasil kompetensi pekerja/buruh. 
Ayat (3) 
Pelaksanaan pelatihan kerja disesuaikan dengan kebutuhan serta kesempatan yang ada di 
















Pendaftaran kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah 
dimaksudkan untuk mendapatkan informasi sehingga hasil pelatihan, sarana dan prasarana 























Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara 
sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi 













Sistem pelatihan kerja nasional adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai unsur 
pelatihan kerja yang antara lain meliputi peserta, biaya, sarana, dan prasarana, tenaga 
kepelatihan, program dan metode, serta lulusan. Dengan adanya sistem pelatihan kerja 
nasional, semua unsur dan sumber daya pelatihan kerja nasional yang tersebar di instansi 

















Hak peserta pemagangan antara lain memperoleh uang saku dan/atau uang transpor, 
memperoleh jaminan sosial tenaga kerja, memperoleh sertifikat apabila lulus di akhir 
program. 
Hak pengusaha antara lain berhak atas hasil kerja/jasa peserta pemagangan, merekrut 
pemagang sebagai pekerja/buruh bila memenuhi persyaratan. 
Kewajiban peserta pemagangan antara lain menaati perjanjian pemagangan, mengikuti tata 
tertib program pemagangan, dan mengikuti tata tertib perusahaan. 
Adapun kewajiban pengusaha antara lain menyediakan uang saku dan/atau uang transpor 
bagi peserta pemagangan, menyediakan fasilitas pelatihan, menyediakan instruktur, dan 
perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja. 
Jangka waktu pemagangan bervariasi sesuai dengan jangka waktu yang diperlukan untuk 
mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam program pelatihan pemagangan. 
Ayat (3) 
Dengan status sebagai pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan, maka berhak atas 
segala hal yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 
 
Pasal 23 
Sertifikasi dapat dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang dibentuk dan/atau diakreditasi oleh 
pemerintah bila programnya bersifat umum, atau dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan 















Yang dimaksud dengan kepentingan perusahaan dalam ayat ini adalah agar terjamin 
tersedianya tenaga terampil dan ahli pada tingkat kompetensi tertentu seperti juru las 
spesialis dalam air. 
Yang dimaksud dengan kepentingan masyarakat misalnya untuk membuka kesempatan 
bagi masyarakat memanfaatkan industri yang bersifat spesifik seperti teknologi budi daya 
tanaman dengan kultur jaringan. 
Yang dimaksud dengan kepentingan negara misalnya untuk menghemat devisa negara, 
maka perusahaan diharuskan melaksanakan program pemagangan seperti keahlian 






















Yang dimaksud dengan terbuka adalah pemberian informasi kepada pencari kerja secara 
jelas antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah, dan jam kerja. Hal ini diperlukan untuk 
melindungi pekerja/buruh serta untuk menghindari terjadinya perselisihan setelah tenaga 
kerja ditempatkan. 
Yang dimaksud dengan bebas adalah pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan dan 
pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja, sehingga tidak dibenarkan pencari kerja dipaksa 
untuk menerima suatu pekerjaan dan pemberi kerja tidak dibenarkan dipaksa untuk 
menerima tenaga kerja yang ditawarkan. 
Yang dimaksud dengan obyektif adalah pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan yang 
cocok kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuannya dan persyaratan jabatan yang 
dibutuhkan, serta harus memperhatikan kepentingan umum dengan tidak memihak kepada 
kepentingan pihak tertentu. 
Yang dimaksud dengan adil dan setara adalah penempatan tenaga kerja dilakukan 
berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna 




Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah Negara Republik 
Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja nasional dengan memberikan kesempatan 
yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja sesuai dengan bakat, 
minat, dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan kesempatan kerja perlu diupayakan 






Sebelum undang-undang mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri diundangkan maka 























Penetapan instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di 

















Karena upaya perluasan kesempatan kerja mencakup lintas sektoral, maka harus disusun 
kebijakan nasional di semua sektor yang dapat menyerap tenaga kerja secara optimal. Agar 
kebijakan nasional tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka pemerintah dan masyarakat 




Perlunya pemberian izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing dimaksudkan agar 
penggunaan tenaga kerja warga negara asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka 














Rencana penggunaan tenaga kerja warga negara asing merupakan persyaratan untuk 










Yang dimaksud dengan badan internasional dalam ayat ini adalah badan-badan 
internasional yang tidak mencari keuntungan seperti lembaga yang bernaung di bawah 






Yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah kualifikasi yang harus dimiliki oleh 
tenaga kerja warga negara asing antara lain pengetahuan, keahlian, keterampilan di bidang 







Tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing tidak secara otomatis menggantikan 
atau menduduki jabatan tenaga kerja asing yang didampinginya. Pendampingan 
tersebut lebih dititikberatkan pada alih teknologi dan alih keahlian agar tenaga kerja 
pendamping tersebut dapat memiliki kemampuan sehingga pada waktunya 
diharapkan dapat mengganti tenaga kerja asing yang didampinginya. 
Huruf b 
Pendidikan dan pelatihan kerja oleh pemberi kerja tersebut dapat dilaksanakan baik di 










Kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya 

























Pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis, namun melihat kondisi masyarakat 
yang beragam dimungkinkan perjanjian kerja secara lisan. 
Ayat (2) 
Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, antara lain perjanjian kerja waktu tertentu, antarkerja 







Yang dimaksud dengan kemampuan atau kecakapan adalah para pihak yang mampu 
atau cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian. Bagi tenaga kerja anak, yang 

















Yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan dalam ayat ini adalah apabila di 
perusahaan telah ada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka isi 
perjanjian kerja baik kualitas maupun kuantitas tidak boleh lebih rendah dari peraturan 
























Perjanjian kerja dalam ayat ini dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab dibidang 
ketenagakerjaan. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang 
sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian 
dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. 
Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu 
kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak 
terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, 
tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu 
maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan 
















Syarat masa percobaan kerja harus dicantumkan dalam perjanjian kerja. Apabila perjanjian 
kerja dilakukan secara lisan, maka syarat masa percobaan kerja harus diberitahukan kepada 
pekerja yang bersangkutan dan dicantumkan dalam surat pengangkatan. Dalam hal tidak 
dicantumkan dalam perjanjian kerja atau dalam surat pengangkatan, maka ketentuan masa 




























Yang dimaksud hak-hak yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau hak-
hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja 
bersama adalah hak-hak yang harus diberikan yang lebih baik dan menguntungkan 
















Pada pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokok atau kegiatan yang 
berhubungan langsung dengan proses produksi, pengusaha hanya diperbolehkan 
mempekerjakan pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau perjanjian 
kerja waktu tidak tertentu. 
Yang dimaksud kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung 
dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core 
business) suatu perusahaan. 
Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha 
penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering), usaha tenaga pengaman 
(security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, 













Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja maupun penyelesaian 
perselisihan antara penyedia jasa tenaga kerja dengan pekerja/buruh harus sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh 
memperoleh hak (yang sama) sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, 
atau perjanjian kerja bersama atas perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-
syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dengan pekerja/buruh lainnya di 










Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini misalnya penyediaan aksesibilitas, 
















Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi anak agar pengembangan bakat 























Penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja dimaksudkan untuk 
menghapuskan atau mengurangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Upaya tersebut 
harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dengan instansi terkait. 







Yang bertanggung jawab atas pelanggaran ayat ini adalah pengusaha. Apabila 
pekerja/buruh perempuan yang dimaksud dalam ayat ini dipekerjakan antara pukul 23.00 

















Yang dimaksud sektor usaha atau pekerjaan tertentu dalam ayat ini misalnya pekerjaan di 
pengeboran minyak lepas pantai, sopir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak jauh, 





Ayat (1)  
Mempekerjakan lebih dari waktu kerja sedapat mungkin harus dihindarkan karena 
pekerja/buruh harus mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat dan memulihkan 







harus diselesaikan segera dan tidak dapat dihindari sehingga pekerja/buruh harus bekerja 
melebihi waktu kerja. 
Ayat (2)  
Cukup jelas. 
Ayat (3)  
Cukup jelas. 




Ayat (1)  
Cukup jelas. 








Selama menjalankan istirahat panjang, pekerja/buruh diberi uang kompensasi hak 
istirahat tahunan tahun kedelapan sebesar ½ (setengah) bulan gaji dan bagi 
perusahaan yang telah memberlakukan istirahat panjang yang lebih baik dari 
ketentuan undang-undang ini, maka tidak boleh mengurangi dari ketentuan yang 
sudah ada. 
Ayat (3)  
Cukup jelas. 
Ayat (4)  
Cukup jelas. 




Yang dimaksud kesempatan secukupnya yaitu menyediakan tempat untuk melaksanakan ibadah 
yang memungkinkan pekerja/buruh dapat melaksanakan ibadahnya secara baik, sesuai dengan 







Lamanya istirahat dapat diperpanjang berdasarkan surat keterangan dokter kandungan atau 











Yang dimaksud dengan kesempatan sepatutnya dalam pasal ini adalah lamanya waktu yang 
diberikan kepada pekerja/buruh perempuan untuk menyusui bayinya dengan memperhatikan 
tersedianya tempat yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan, yang diatur dalam 









Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melayani kepentingan dan kesejahteraan 
umum. Di samping itu untuk pekerjaan yang karena sifat dan jenis pekerjaannya tidak 










Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan 
keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara 
pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, 






Yang dimaksud dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian 
dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, 
perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang 
dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan 
kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang 







Yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah 
jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/ buruh dari hasil pekerjaannya sehingga 
mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang 
meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan 



















Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta 
pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, 
provinsi, beberapa provinsi atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah 
minimum regional daerah yang bersangkutan. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak dalam ayat ini 
ialah setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian 





Pencapaian kebutuhan hidup layak perlu dilakukan secara bertahap karena kebutuhan hidup 
layak tersebut merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum yang sangat 






Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu 
dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah 
minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir 
maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku 
pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang 









Penyusunan struktur dan skala upah dimaksudkan sebagai pedoman penetapan upah 
sehingga terdapat kepastian upah tiap pekerja/buruh serta untuk mengurangi kesenjangan 








Peninjauan upah dilakukan untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup, prestasi kerja, 






Ketentuan ini merupakan asas yang pada dasarnya berlaku untuk semua pekerja/buruh, 




Yang dimaksud pekerja/buruh sakit ialah sakit menurut keterangan dokter. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c  
Cukup jelas. 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan menjalankan kewajiban terhadap negara adalah 
melaksanakan kewajiban negara yang telah diatur dengan peraturan perundang-
undangan. 
Pembayaran upah kepada pekerja/buruh yang menjalankan kewajiban terhadap 
negara dilaksanakan apabila: 
a. negara tidak melakukan pembayaran; atau 
b. negara membayar kurang dari upah yang biasa diterima pekerja/buruh, dalam 
hal ini maka pengusaha wajib membayar kekurangannya. 
Huruf e 
Yang dimaksud dengan menjalankan kewajiban ibadah menurut agamanya adalah 
























Yang dimaksud dengan tunjangan tetap dalam pasal ini adalah pembayaran kepada pekerja/buruh 
yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau 










Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih 
















Yang dimaksud dengan fasilitas kesejahteraan antara lain pelayanan keluarga berencana, 
tempat penitipan anak, perumahan pekerja/buruh, fasilitas beribadah, fasilitas olah raga, 







Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan usaha-usaha produktif di perusahaan adalah kegiatan yang bersifat 






















Kebebasan untuk membentuk, masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat 











Pada perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh kurang dari 50 (lima puluh) orang, 
komunikasi dan konsultasi masih dapat dilakukan secara individual dengan baik dan efektif. 
Pada perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh 50 (lima puluh) orang atau lebih, komunikasi 

































Yang dimaksud dengan syarat kerja adalah hak dan kewajiban pengusaha dan 






Yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku adalah peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah kualitas atau 
kuantitasnya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila ternyata 















Pemberitahuan dilakukan dengan cara membagikan salinan peraturan perusahaan kepada setiap 
pekerja/buruh, menempelkan di tempat yang mudah dibaca oleh para pekerja/buruh, atau 









Pembuatan perjanjian kerja bersama harus dilandasi dengan itikad baik, yang berarti harus 
ada kejujuran dan keterbukaan para pihak serta kesukarelaan/kesadaran yang artinya tanpa 
ada tekanan dari satu pihak terhadap pihak lain. 
Ayat (3) 
Dalam hal perjanjian kerja bersama dibuat dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan 
dalam bahasa lain, apabila terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku perjanjian kerja 











Penyelesaian melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan 
























Yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku adalah kualitas dan kuantitas isi perjanjian kerja bersama tidak boleh lebih rendah 















































Yang dimaksud dengan gagalnya perundingan dalam pasal ini adalah tidak tercapainya 
kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena 
pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu. 
Yang dimaksud dengan tertib dan damai adalah tidak mengganggu keamanan dan ketertiban 
umum, dan/atau mengancam keselamatan jiwa dan harta benda milik perusahaan atau pengusaha 






 Yang dimaksud dengan perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau 
perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia adalah 
rumah sakit, dinas pemadam kebakaran, penjaga pintu perlintasan kereta api, pengontrol 
pintu air, pengontrol arus lalu lintas udara, dan pengontrol arus lalu lintas laut. 
 Yang dimaksud dengan pemogokan yang diatur sedemikian rupa yaitu pemogokan yang 















Tempat mogok kerja adalah tempat-tempat yang ditentukan oleh penanggung jawab 

















Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan menghalang-halangi dalam ayat ini antara lain dengan cara: 
a. menjatuhkan hukuman; 
b. mengintimidasi dalam bentuk apapun; atau 








Yang dimaksud dengan sungguh-sungguh melanggar hak normatif adalah pengusaha secara 
nyata tidak bersedia memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dan/atau ditetapkan dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan, meskipun sudah ditetapkan dan diperintahkan oleh pejabat yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 
Pembayaran upah pekerja/buruh yang mogok dalam pasal ini tidak menghilangkan ketentuan 








Dalam hal penutupan perusahaan (lock out) dilakukan secara tidak sah atau sebagai 
tindakan balasan terhadap mogok yang sah atas tuntutan normatif, maka pengusaha wajib 






















Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalah kegiatan-kegiatan yang positif 
yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain 
pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerja, dan memberikan 




































Pasal 160  
Ayat (1) 
Keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungan adalah isteri/suami, anak atau orang yang 
sah menjadi tanggungan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan 


















Masing-masing surat peringatan dapat diterbitkan secara berurutan atau tidak, sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau 
perjanjian kerja bersama. 
Dalam hal surat peringatan diterbitkan secara berurutan maka surat peringatan pertama 
berlaku untuk jangka 6 (enam) bulan. Apabila pekerja/buruh melakukan kembali 
pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian 
kerja bersama masih dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan maka pengusaha dapat 
menerbitkan surat peringatan kedua, yang juga mempunyai jangka waktu berlaku selama 6 
(enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan kedua. 
Apabila pekerja/buruh masih melakukan pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau 
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat menerbitkan 
peringatan ketiga (terakhir) yang berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya 
peringatan ketiga. 
Apabila dalam kurun waktu peringatan ketiga pekerja/buruh kembali melakukan pelanggaran 
perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka pengusaha 
dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. 
Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan pertama 
sudah terlampaui, maka apabila pekerja/buruh yang bersangkutan melakukan kembali 
pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, 
maka surat peringatan yang diterbitkan oleh pengusaha adalah kembali sebagai peringatan 
pertama, demikian pula berlaku juga bagi peringatan kedua dan ketiga. 
Perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dapat memuat 
pelanggaran tertentu yang dapat diberi peringatan pertama dan terakhir. Apabila 
pekerja/buruh melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau 
perjanjian kerja bersama dalam tenggang waktu masa berlakunya peringatan pertama dan 
terakhir dimaksud, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. 
Tenggang waktu 6 (enam) bulan dimaksudkan sebagai upaya mendidik pekerja/buruh agar 

































Contoh dari ayat ini adalah: 
 Misalnya uang pesangon yang seharusnya diterima pekerja/buruh adalah Rp 
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan besarnya jaminan pensiun menurut program 
pensiun adalah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta dalam pengaturan program 
pensiun tersebut telah ditetapkan premi yang ditanggung oleh pengusaha 60% (enam 
puluh perseratus) dan oleh pekerja/buruh 40% (empat puluh perseratus), maka: 
 Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah: sebesar 
60% x Rp 6.000.000,00 = Rp 3.600.000,00 
 Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar 40% X 
Rp 6.000.000,00 = Rp 2.400.000,00 
 - Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp 
10.000.000,00 dikurangi Rp 3.600.000,00 = Rp 6.400.000,00 
 Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun 
tersebut adalah: 
 Rp 3.600.000,00 (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 60% 
dibayar oleh pengusaha)  
 Rp 6.400.000.00 (berasal dari kekurangan pesangon yang harus di bayar oleh 
pengusaha) 
 Rp 2.400.000.00 (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 40% 
dibayar oleh pekerja/buruh)  














Pasal 168  
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh telah 
dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di 
perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh. Tenggang waktu antara pemanggilan 





















Yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat ini adalah kegiatan yang dilakukan secara 
berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik untuk 





















Yang dimaksudkan dengan independen dalam pasal ini adalah pegawai pengawas dalam 



















































Yang dimaksud peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan dalam undang-undang ini 
adalah peraturan pelaksanaan dari berbagai undang-undang di bidang ketenagakerjaan baik yang 
sudah dicabut maupun yang masih berlaku. Dalam hal peraturan pelaksanaan belum dicabut atau 
diganti berdasarkan undang-undang ini, agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka dalam Pasal 
ini tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. 
Demikian pula, apabila terjadi suatu peristiwa atau kasus ketenagakerjaan sebelum undang-
undang ini berlaku dan masih dalam proses penyelesaian pada lembaga penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial, maka sesuai dengan asas legalitas, terhadap peristiwa atau kasus 
ketenagakerjaan tersebut diselesaikan berdasarkan peraturan pelaksanaan yang ada sebelum 
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